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ABSTRAK

Nama : Bahtera Novinda

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul . Penerapan Prinsip Kehati-hatian atas Penerbitan Bank Garans
dalam Rangka Proyek oleh Bank Umum Konvensional (Studi Pada
Bank X)

Penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan
sifat penelitian deskriptif-evaluatif. Penerbitan bank garansi dalam rangka proyek
sering dalam dunia bisnis Indonesia. Atas penerbitan bank garansi tersebut, bank
umum konvensional berpotensi terkena risiko kredit, risiko operasional, risiko
reputasi, risiko kepatuhan, risko hukum dan risko likuiditas. Upaya
meminimalkan risko melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Yang menjadi
permasal ahan adalah bagaimana pengaturan hukum tentang prinsip kehati-hatian
atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh bank umum konvensional
dan penerapan ketentuan hukum tersebut pada Bank X ? Prinsip kehati-hatian atas
penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh bank umum konvensional
diatur pada pasal 1820-1850 KUHPer, UU Perbankan, UU Bank Indonesia, UU
Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, SK Dir Bl tentang Pemberian Garansi
oleh Bank, SK Dir Bl tentang Kewagjiban Penyusunan dan Pelaksanaan
Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, PBI tentang BMPK, PBI
tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi
Bank Umum, dan PBI tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan
Data Pribadi Nasabah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Bank X tidak
memberikan informasi lisan yang tidak lengkap tentang jangka waktu penjaminan
dan tidek menerapkan actual default. Bank X melanggar PBI tentang
Transparans Informas Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan
Undang-Undang Perbankan.

Kata kunci : Prinsip kehati-hatian, bank garansi dalam rangka proyek, bank
umum konvensional
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ABSTRACT

Name : Bahtera Novinda
Study Program : Lega Studies
Title : The Implementation of Prudential Principle when a

Conventional Commercial Bank is Issuing a Bank Guaranty
within Framework of the Project (Studies on Bank X)

This thesis uses research literature method and descriptive-evaluative type. Bank
guaranty within framework of project often is issued in Indonesia's business.
Because a conventional commercial bank can be affected by credit risk,
operational risk, reputation risk, obedience risk, law risk and liquidity risk. Risks
can be minimized by implementation of prudentia principle. The problem are
what is rule of law about prudential principle when a conventional commercial
bank is issuing a bank guaranty within framework of project and how is the
implementation of it at Bank X. Prudential principle when conventional
commercial bank is issuing a bank guaranty within framework of project can be
found in article 1820-1850 KUHPer, Banking Law, Bank Indonesia Law, Traffic
Act and the Foreign Exchange Rate System, SK Dir Bl on the Granting of
Guarantees by the Bank, SK Dir of Liability Bl Formulation and Implementation
of Bank Credit Policy for Commercial Banks, PBI granting Credit Limit, PBI on
the Transparency of Information Products and Uses, and PBI about Anti Money
Laundering Program Implementation and Prevention of Terrorism Financing for
Commercial Bank. Based on research is done, Bank X do not give information
about time span of guaranty fully and do not apply actual default system. Bank X
violates PBI on the Transparency of Information Products and Uses and Banking
Law.

Key words : Prudential principle, bank guaranty within framework of project,
conventional commercia bank
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sgjak awa kemerdekaan, Indonesia terus melakukan pembangunan dan
peningkatan perekonomian negara.  Sesungguhnya hal tersebut dilakukan dalam
rangka mewujudkan rakyat yang adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan
oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu upaya peningkatan
perekonomian negara adalah dengan mengembangkan dunia bisnis di Indonesia
Hakikatnya, dalam perkembangan dunia bisnis diperlukan adanya kepastian
pembayaran dan kepastian pelaksanaan.! Untuk mewujudkan kepastian tersebut
maka diperlukan adanya penjaminan. “Penjaminan adalah komitmen dari
penjamin untuk mengambil alih kewajiban pihak yang dijamin berupa kewajiban
pembayaran atau kewajiban pelaksanaan kontrak dasar untuk kepentingan
penerima jaminan, jika pihak yang dijamin wanprestasi.”?

Kegiatan penjaminan pada dunia bisnis memang telah lama ada oleh di
Indonesia. Hal ini mengingat bahwa pada tahun 1977, dunia perbankan Indonesia
telah mengenal produk jaminan oleh bank. Hal ini dibuktikan dengan
dikeluarkannya  Surat  Keputusan = Direksi Bank  Indonesia  No.
11/110/KEP/DIR/UPPB Tangga 29 Maret 1977 tentang Pemberian Jaminan Oleh
Bank dan Pemberian Jaminan Oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Eksistensi kegiatan jaminan oleh bank memang tidak diragukan lagi.
Sama halnya pada pengaturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang
Pokok-Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, juga
mengatur bahwa jaminan oleh bank sebagai salah satu ruang lingkup kegiatan
perbankan di Indonesia. Jikalau di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967
maka jaminan bank diatur secara tegas di pasal 23 ayat (7). Berbeda halnya
dengan pengaturan jaminan bank di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun

! Ramlan Ginting, Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional, (Jakarta : Salemba
Empat, 2007), hal. 127.

Z1bid.,

Universitas Indonesia
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1998 sebagal perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Sekilas
memang terlihat bahwa sifat pengaturan kegiatan jaminan oleh bank tidak tersurat
melainkan tersirat. Hal ini mengingat pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 mengatur bahwa bank umum dapat melakukan kegiatan lain (kegiatan yang
tidak termasuk ke dalam pasal 6 huruf (a) sampai (m) pada Undang-Undang yang
sama) yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
Berdasarkan redaksional pasal tersebut memang tidak dikatakan dengan tegas
bahwa kegiatan jaminan oleh bank merupakan salah satu kegiatan bank. Namun
bila dilihat kepada penjelasan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa kegiatan
jaminan oleh bank memang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perbankan.
Bunyi penjelasan pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah
“kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dalam hal ini adalah kegiatan-
kegiatan usaha selain dari kegiatan tersebut pada huruf a sampal dengan huruf m,
yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
misalnya memberikan bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap
bunga, membantu administrasi usaha nasabah dan lain-lain.”® Adapun kegiatan
jaminan oleh bank memang lebih dikenal dengan sebutan garansi oleh bank.

Pengertian garansi sendiri menurut Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garans
Oleh Bank adalah :

1. Garanss dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang
mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima
garans apabila pihak yang dijamin ciderajanji (wanprestasi).

2. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas
surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres
yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila
pihak yang dijamin ciderajanji (wanprestas).

% Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, penjelasan ps. 6 huruf (n).

Universitas Indonesia

Penerapan prinsip..., Bahtera Novinda, FH Ul, 2010



3. Garans lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga
dapat menimbulkan kewajiban financial bagi bank. *
Kemudian, pada pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
23/88/KEP/DIR Tangga 18 Maret 1991, diketahui bahwa bentuk garansi yang
dimaksud oleh pasal 1 angka (3) huruf (a) Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 adalah standby L/C dan
bank garansi. Pengertian bank garanss menurut Kasmir, adalah jaminan
pembayaran yang diberikan oleh bank kepada satu pihak, baik perorangan,
perusahaan atau badan lainnya dalam bentuk surat jaminan.® Bank garans
merupakan produk penjaminan oleh bank yang sering digunakan pada transaksi
bisnis domestik (dalam negeri).® Produk bank garansi sendiri, lebih sering
digunakan dalan hal adanya suatu proyek.” Proyek merupakan rancangan
pembangunan.®
Bank garansi dalam rangka proyek memang bukan hal asing dalam dunia
bisnis di Indonesia. Penerbitan bank garansi dalam rangka proyek yang sering
bukan berarti penerbitan bank garansi dalam rangka proyek dirasa aman begitu
sgja. Maksudnya, bukan berarti bank tidak berpeluang terkena risiko atas
penerbitan bank garansi dalam rangka proyek. Apalagi mengingat bahwa bank
garansi dalam rangka proyek memposisikan bank sebagai penjamin dalam sebuah
transaks bisnis.
Risiko — risiko yang dikena dalam dunia perbankan adalah risiko kredit,

risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi,

“ Bank Indonesia, Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Tentang Pemberian Garansi
Oleh Bank, SK Dir Bl No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991, ps. 1 angka (3).

® Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), hal.
167.

® Ramlan Ginting, op.cit., hal. 157.

7 Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 23 Maret
2010, pukul 10.00-12.00 WIB di kantor pusat Bank X.

8 Tim Bahasa Pustaka Dua, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya : Pustaka Dua
Surabaya), hal. 397.
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risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko bisnis.’ Sementara itu, risiko yang
berpotensi besar melekati kegiatan bank umum konvensional adalah risiko kredit,
risiko pasar, risiko likuiditas, riskko operasional, risiko hukum, risiko reputas,
risiko strategic dan risiko kepatuhan sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (2)
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI1/2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Managemen
Riskko Bagi Bank Umum. Salah satu sumber risiko bank umum konvensional
adalah bank garansi dalam rangka proyek. Keseluruhan jenis risiko tersebut
mungkin melekat semuanya pada bank garansi dalam rangka proyek atau
mungkin hanya beberapa saja. Upaya untuk meminimalkan risiko tersebut adalah
melalui penerapan prinsip kehati-hatian'® atas penerbitan bank garansi dalam
rangka proyek. Penerapan prinsip kehati-hatian penting karena mengingat bahwa
bank umum konvensional menghimpun dana dari masyarakat sebagaimana diatur
di dalam pasal 1 angka (2) Undang — Undang Perbankan. Adanya penerapan
prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garans dalam rangka proyek
menunjukkan upaya Bank dalam menjaga dana masyarakat. Kemampuan bank
untuk menjaga dana masyarakat akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat
kepada bank tersebut. Faktor kepercayaan masyarakat merupakan modal penting
bagi kelangsungan usaha bank tersebut. Mustahil bagi bank untuk sukses tanpa
adanya kepercayaan dari masyarakat. Begitu halnya dengan bank umum
konvensional. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian atas penerbitan
bank garansi dalam rangka proyek oleh bank umum konvensional merupakan hal
yang mutlak bagi bank tersebut untuk meminimalkan risiko yang ada.
Pengetahuan tentang pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian atas
penerbitan bank garansi dalam rangka proyek menimbulkan pertanyaan perihal
apakah bank umum konvensiona di Indonesia sudah melaksanakan prinsip
kehati-hatian dalam prakteknya. Apalagi mengingat prinsip kehati-hatian atas

° Tedy Fardiansyah, Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Indonesia, (Jakarta, PT.
Elex Media Komputindo, 2006), hal. 56.

19 Prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam
pengelolaan bank, baik melakukan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun
ketentuan intern bank yang bersangkutan. Lihat Indonesia, Undang-Undang Tentang Lalu Lintas
Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU No. 24 Tahun 1999, LN No. 67 Tahun 1999, TLN No. 3844,
penjelasan ps. 4 ayat (1).
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penerbitan bank garans dalam rangka proyek tidak diatur dalam satu peraturan
khusus. Pengaturan tentang prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi
dalam rangka proyek dapat dijumpal pada beberapa peraturan. Diantaranya
terdapat di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR
Tangga 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank dan Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR Tangga 31 Maret 1995
tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bagi
Bank Umum. Berlatarbelakang permasalahan tersebut, penulis sangat tertarik
untuk melakukan penelitian tentang “ Penerapan Prinsip Kehati-hatian atas
Penerbitan Bank Garansi dalam Rangka Proyek oleh Bank Umum Konvensional
(Sudi pada Bank X)” .

1.2. Pokok Permasalahan
Untuk membatas ruang lingkup masalah maka permasalahan yang
diidentifikasi untuk diteliti adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaturan hukum tentang prinsip kehati-hatian bagi bank umum
konvensional yang menerbitkan bank garansi dalam rangka proyek ?

2. Bagaimana penerapan ketentuan hukum tersebut pada Bank X ?

1.3.Tujuan Pendlitian

Penelitian secara umum bertujuan mengkaji secara mendalam periha
penerapan prinsip kehati-hatian bagi bank umum konvensional saat menerbitkan
bank garansi dalam rangka proyek. Selain tujuan umum tersebut, tujuan dilakukan
penelitian ini dikhususkan :
1. Mengetahui periha pengaturan hukum tentang prinsip kehati-hatian bagi bank

umum konvensional yang menerbitkan bank garansi dalam rangka proyex.

2. Mengetahui penerapan ketentuan hukum tersebut pada Bank X.

1.4. Metode Pendlitian
Metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan ke.** Sedangkan
penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan
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tekhnologi. Metodologi merupakan ha yang penting saat penelitian. Adapun

peranan metodologi saat penelitian dilakukan diantaranya :*?

1. Menambah kemampuan para peneliti untuk mengadakan atau melakukan
penelitian secaralebih baik dan Iebih lengkap.

2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum
diketahui oleh peneliti.

3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian yang
lebih interdisipliner.

Dalam pendlitian ini, penulis memilih metode penelitian kepustakaan. Pada

penelitian kepustakaan, alat pengumpul datanya adalah studi dokumen, namun

apabila data sekunder tersebut ternyata dirasakan masih kurang, peneliti dapat

mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah

informasi atas penelitiannya.®* Adapun pada penelitian ini maka wawancara akan

dilakukan setelah penulis mengetahui pengaturan hukum tentang prinsip kehati-

hatian bagi bank umum konvensional yang menerbitkan bank garansi dalam

rangka proyek.

Penulis memilih bentuk penelitian normatif dalam penelitian ini.
Penelitian ini dilakukan dengan melihat asas-asas dalam hukum khususnya hukum
yang tertulis, yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian,
sifat penelitian ini adalah deskriptif-evaluatif. Adapun tujuan penelitian deskriptif
adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejaa,
atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.™® Dalam hal
ini, penulis akan menggambarkan bentuk ketentuan hukum prinsip kehati-hatian
bagi bank umum konvensional saat menerbitkan bank garans dalam rangka
proyek serta penerapan ketentuan hukum tersebut di Bank X. Penulis pun akan
menilai apakah Bank X telah menerapkan keseluruhan prinsip kehati-hatian atas

! Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Ul Press, 1986), hal. 5.

2 |bid., hal.7

 Sri Mamudii et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta : Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 22

% 1bid., hal 4.
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penerbitan bank garansi dalam rangka proyek. Oleh karena itu, tipe pendlitian ini

disebut juga penelitian evaluatif.

Keberhasilan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh data-data yang
didapatkan oleh penulis. Hakikatnya, jenis data yang diteliti oleh penulis adalah

berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara

dengan narasumber dan informan. Dalam penelitian ini, data primer yang

dipergunakan oleh penulis adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara

dengan pengamat bank garansi di Bank Indonesia selaku narasumber dan praktis
bank garansi di Bank X selaku informan. Sedangkan data sekunder didapatkan
melalui bahan-bahan kepustakaan. Bahan pustaka dilihat dari kategori displin

ilmu hukum terbagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa

peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun peraturan perundang-

undangan yang digunakan penulis, antaralain :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah kedua menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia j.0. Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menjadi Undang-
Undang ,

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia SK Dir Bl No.
23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garans
Oleh Bank,

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia SK Dir Bl No.
27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban
Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi

Bank Umum,

2. Bahan hukum sekunder
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Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis terdiri dari buku-

buku hukum, skripsi, pedoman kebijakan Bank X terkait penerbitan bank

garansi dalam rangka proyek oleh Bank X dan lain-lain.

3. Bahan hukum tertier™

Bahan hukum tertier yang digunakan oleh penulis berupa kamus, seperti

Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Bahasa Indonesia.
Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif. Penulis akan mempelgjari ketentuan hukum tentang prinsip kehati-
hatian bagi bank umum konvensional saat menerbitkan bank garansi dalam rangka
proyek. Demi memperdalam pemahaman penulis terhadap ketentuan tersebut
maka penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber yakni pengamat
bank garansi di Bank Indonesia. Demi melengkapi data maka penulis pun akan
melakukan wawancara dengan informan yakni praktisi bank garansi pada Bank X.
Berdasarkan ketentuan hukum tentang prinsip kehati-hatian bagi bank umum
konvensional saat menerbitkan bank garansi dalam rangka proyek dan hasil
wawancara tersebut maka penulis akan menganalisis sgjauh mana Bank X
menerapkan ketentuan hukum prinsip kehati-hatian saat menerbitkan bank garansi

dalam rangka proyek.

1.5. Definisi Operasional
Di dalam skripsi ini, akan digunakan beberapaistilah, antaralain:
1. Bank
Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak. *°

5 Bahan hukum tertier mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan-bahan primer, sekunder, dan tertier di
luar bidang hukum. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 33.

'8 | ndonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992, op. cit., ps. 1 angka (2).
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2. Bank Umum Konvensional
Bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran.

3. Proyek
Rancangan pembangunan.*®

4. Garans
Suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak
ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewagjibannya dalam suatu
perikatan. *°

5. Bank Garansi
Jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada satu pihak, baik
perorangan, perusahaan atau badan lainnya dalam bentuk surat jaminan. %

6. Risiko
Potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. -

7. Prinsip Kehati-hatian
Salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan
bank, baik melakukan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan. %

8. Penjamin

' Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, UU No. 21 Tahun 2008, LN
No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867, ps. 1 angka (5). Bank konvensional adalah Bank yang dalam
aktivitasnya memobilisasi atau menerima dana masyarakat diberi bunga dan dalam operasi atau

penyaluran dana oleh bank dikenakan bunga pinjaman, lihat Simorangkir, Pengantar Lembaga
Keuangan Bank dan Non Bank, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hal. 40.

'8 Tim Bahasa Pustaka Dua, op.cit., hal. 397.

9 Lihat pengertian jaminan menurut Mariam Darus Badrulzaman, dalam karya Frieda
Husni, Hukum Kebendaan Perdata Jilid 11 : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan, (Jakarta : Ind-Hill
Co., 2005), hal. 5.

2 K asmir, op. cit., hal. 167.

2 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank
Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, PBI No.
11/25/PBI/2009 j.o. PBI No. 5/8/PBI1/2003, ps. 1 angka (4).

2 Indonesia, Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU
No. 24 Tahun 1999, LN No. 67 Tahun 1999, TLN No. 3844, penjelasan ps. 4 ayat (1).
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Pihak yang memberikan jaminan. %
9. Terjamin
Pihak yang dijamin. %*
10. Penerima Jaminan
Pihak yang menerima jaminan.
11. Kontra Garansi
Syarat yang selalu diminta oleh bank (penjamin) kepada nasabah pemohon
bank garansi (terjamin) sebagai lawan bank garansi. %
12. Wanprestasi

Ciderajanji atau lalai dalam perjanjian. #

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan disaikan dalam bentuk pembagian atas 5 (lima) bab,
yang masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub bab dengan susunan sebagai
berikut :
BAB 1 PENDAHUL UAN
Pada bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, pokok
permasalahan, tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus,
metode penelitian, definisi operasional yang digunakan dalam laporan penelitian
dan sistematika penelitian.

BAB 2TINJAUAN UMUM PRODUK BANK GARANSI DALAM RANGKA
PROYEK PADA BANK UMUM KONVENSIONAL

% Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, (Bogor : Ghalia
Indonesia, 2004), hal. 134.

# bid.,
® lbid.,

% Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,
2005), hal. 168.

7" Pasal 1238 KUHPer, “Si berutang adalah lalai, apabila dengan surat printah atau
dengan sebuah akta sgjenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini
menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”,
lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burgerlijk Wetboek] . Diterjemahkan oleh Subekti,
cet. Ke-34 (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), ps. 1238.
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Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian dan sgjarah bank,
pengkategorian bank, ruang lingkup kegiatan bank umum konvensional, dan bank
garanss dalam rangka proyek meliputi pengertian, jenis-jenis, kegunaan,
keuntungan bank dalam menerbitkan bank garansi, proses bank garansi dan

pembayaran bank garansi.

BAB 3PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UM UM
KONVENSIONAL ATAS PENERBITAN BANK GARANSI DALAM
RANGKA PROYEK

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai risiko dapat dimiliki oleh bank

umum konvensional, risiko yang dihadapi oleh bank umum konvensiona atas

penerbitan bank garansi dalam rangka proyek, pengaturan prinsip kehati-hatian
dalam hukum perbankan dan pengaturan hukum terhadap prinsip kehati-hatian
bagi bank umum konvensional atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek.

BAB 4ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH

BANK X SAAT MELAKUKAN PENERBITAN BANK GARANSI
Pada bab ini penulis akan memaparkan keberadaan bank garansi dalam rangka
proyek di Bank X dan menganalisis sejauh mana penerapan prinsip kehati-hatian
atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh Bank X.

BAB 5PENUTUP

Bab ini akan memaparkan kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan pemaparan
yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga saran yang relevan
sehubungan dengan bahasan dari penelitian ini.
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BAB 2
TINJAUAN UMUM PRODUK BANK GARANSI DALAM RANGKA
PROYEK PADA BANK UMUM KONVENSIONAL

2.1. Pengertian dan Segjarah Bank

Kegiatan perbankan pertama kali dikenal di daratan Eropa pada zaman
kergjaan. Tercatat bank yang terkenal pada tahun 1171 adalah Bank Venesia.
Kemudian, pada tahun 1320 telah dikena adanya Bank of Genoa dan Bank of
Barcelona. Negara-negara di Eropa saat itu merupakan penjajah. Begitu banyak
tanah jajahan mereka yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Baik di daratan Asia,
Afrika maupun Amerika. Melalui penjgjahan, bangsa Eropa memperkenakan
bank kepada tanah jajahannya.®®

Saat zaman penjgjahan, kegiatan bank hanya sebatas penukaran uang
sgja Secara historical pun, pengertian bank dikena sebagal meja tempat
menukarkan uang.”® Sedangkan pengertian bank saat ini adalah “badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”*® Berdasarkan
definisi tersebut maka kita dapat mengetahui adanya pembatasan tentang definisi
dari kata bank yang dimaksud oleh Undang-Undang Perbankan. Hal ini penting
sebab mengingat bahwa di Indonesia telah banyak dikenal istilah bank selain
istilah yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, seperti istilah bank
darah, bank mata ataupun bank sperma.

Memang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak diatur secara
tersurat tentang larangan atas penggunaan kata bank untuk pengertian selain yang
dimaksud oleh Undang-Undang tersebut. Namun, ketentuan mengena definis

*® K asmir, op.cit., hal. 29.
* Ibid.,

% |ndonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992, op. cit., ps. 1 angka (2).
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bank menyiratkan bahwa tiada boleh disebut sebagai bank untuk bentuk usaha
selain yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengaturan
tersebut berbeda dengan Undang-Undang terdahulu yakni Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Pada Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1967 secara tersurat diatur bahwa tiada boleh disebut sebagai
bank untuk bentuk usaha selain yang dimaksud oleh Undang-Undang Pokok
Perbankan. Adapun menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967
diketahui bahwa suatu badan usaha atau perorangan yang melakukan usaha serupa
dengan usaha bank wajib menamakan dirinya bank. Selanjutnya, menurut pasal 45
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 telah diatur bahwa sesudah
pengundangan undang-undang ini tiada suatu badan atau perorangan pun boleh
menamakan dirinya bank, jikalau tidak mendapat izin usaha dari Menteri
Keuangan menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali bank
yang didirikan dengan undang-undang. Selanjutnya, pada penjelasan pasa 45
diatur bahwa “mulai saat berlakunya Undang-undang ini tidak ada suatu bank
yang ada di luar sistim perbankan yang dimaksud dalan Undang - undang ini.”
Melalui kedua ketentuan tersebut telah diketahui bahwa adanya larangan
penggunaan kata bank untuk pengertian selain yang dimaksud oleh Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1967. Hakikatnya, kini Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1967 telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dasar hukumnya adalah pasal 60
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Penggunaan kata bank yang sebenarnya tidaklah tepat untuk bank mata,
bank darah ataupun bank sperma. Pengertian bank yang sebenarnya adal ah sebuah
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana
disebutkan didalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

% | ndonesia, Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Perbankan. UU No. 14 Tahun 1967,
LN. No. 34 Tahun 1967, TLN. No. 2842, penjelasan ps. 45.
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Penegasan kegiatan pokok bank berupa menghimpun dan menyalurkan
dana masyarakat telah diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Hakikatnya pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur fungsi utama
perbankan Indonesia. Kemudian, pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
mengatur tentang tujuan dari perbankan Indonesia. Menurut ketentuan tersebut,
perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan
nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan
stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Rachmadi
Usman berpendapat bahwa kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana

masyarakat bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara, yaitu :

1. Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah
jadi tidak hanya melaksanakan misi pembangunan suatu golongan
ataupun perorangan tertentu. Dalam hal ini, perbankan Indonesia
menjadi agen pembangunan.

2. Dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional, yaitu :

- Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam hal
ini seluruh rakyat Indonesia dan bukan rakyat dari golongan
tertentu saja

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini
pertumbuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia dan bukan hanya
rakyat tertentu sgja.

- Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. *

Hakikatnya, dunia perbankan telah dikenal di Indonesia sgjak lama.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa bank dikenal pertama kali di
Eropa dan dibawa oleh bangsa Eropa ke negara jgjahannya termasuk Indonesia.
Saat itu, Indonesia dijgjah oleh Belanda. Oleh karena itu, sgarah perbankan
Indonesia pun tak lepas dari campur tangan Belanda. Sejarah mencatat ada
beberapa Bank Belanda yang pernah adadi Indonesia yaitu :*

¥ Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta : PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 61.

¥ Kasmir, op.cit., hal. 30.
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De Javasche NV

De Post Paar Bank

De Algemenevolks Crediet Bank
Nederland Handles M aatscappij
Nationale Handles Bank

De Escomto Bank NV

o a0~ WD PRE

Pada masa penjajahan Belanda hingga Jepang, tanah Indonesia tidak hanya dihuni
oleh orang pribumi, Belanda dan Jepang sgja melainkan ada juga bangsa lain.
Oleh karena itu, pada masa pejaahan, bank-bank yang ada di Indonesia pun
beragam. Adapun bank-bank yang bukan milik Belanda dan ada di Indonesia saat
zaman penjajahan, yaitu :>*

Bank Nasional Indonesia

Bank Abuan Saudagar

NV Bank Boemi

The Charteredbank of India

The Y okohama Species Bank

The Matsui Bank

The Bank of China

Batavia Bank

o N o g k~ W NP

Sementara itu, bank-bank yang ada di Indonesia pada awal kemerdekaan,
diantaranya :*

1. Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46), didirikan padatanggal 5 Juli 1946.

2. Bank Rakyat Indonesia, didirikan padatangga 22 Februari 1946.

3. Bank Dagang Nasional Indonesia di Medan tahun 1946.

2.2. Pengkategorian Bank
Tercatat hingga tahun 2009, sudah ada 131 bank di Indonesia®* Bank yang
ada di Indonesia sangat beragam. Semua itu tergantung kepada sudut pandang

% |bid., hal. 31.

% 1bid.,
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yang digunakan untuk mengkategorikannya. Menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku maka sudut pandang yang digunakan untuk

mengkategorikan macam bank di Indonesia adalah kegiatan usaha dan jenisnya.

Menurut kegiatan usahanya maka bank-bank yang ada di Indonesia dapat

dibagi menjadi dua. Berdasarkan kegiatan usahanya maka bank-bank yang ada di

Indonesia, terdiri dari :

1. Bank Konvensional
“Bank konvensiona adalam bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara
konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional
dan bank perkreditan rakyat.” 3" Sementara itu, menurut Simorangkir,
pengertian bank konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya
memobilisas atau menerima dana masyarakat diberi bunga dan dalam operas
atau penyaluran dana oleh bank dikenakan bunga pinjaman.*® Bank
Konvensional diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998.

2. Bank Syariah
“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan
prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank

139

pembiayaan rakyat syariah.” > Sementara itu, menurut Simorangkir, pengertian
bank syariah adalah bank yang tidak memberi bunga dari pinjaman bank tetapi
mendapat bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh bank.** Pengaturan atas
bank syariah ada di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah.

% Vibiznews, BI : Jumlah Bank Akan Menciut 70 Tahun 2015,

http://www.vibiznews.com/news.php?i d=183& sub=news& page=economy, 8 Februari 2010.

3" Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 21 Tahun 2008,
LN No. 94 Tahun 2008, TLN N0.4867, ps.1 angka (4).

% Simorangkir, op.cit., hal. 40.
¥ |ndonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, op.cit., ps. 1 angka (7).

40" Simorangkir, op.cit.,
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Pengkategorian jenis bank menurut jenisnya diatur oleh pasal 5 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998. Adapun pengkategorian jenis bank tersebut adalah :
1. Bank Perkreditan Rakyat
“Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya
tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”**
2. Bank Umum
“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” *?

2.3. Ruang L ingkup Kegiatan Bank Umum K onvensional

Pengakuan atas keberadaan bank umum konvensional secara tersurat
terdapat di pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bunyi
ketentuan pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah “bank umum
adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran.” Berdasarkan ketentuan tersebut kita dapat mengetahui bahwa
terdapat dua macam bank umum yakni :
a. Bank umum konvensional,
b. Bank umum berdasarkan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan sebutan

bank syariah.

“Bank umum konvensional adalah bank konvensional yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”*® Bila dikaitkan

dengan pengkategorian bank pada pembahasan sebelumnya maka istilah bank

“! Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, op.cit., ps. 1 angka (4).

“2 |bid., ps.1 angka (3).

3 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah,op.cit., ps. 1 angka (5).
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umum konvensional berarti dipandang dari dua sudut. Pertama dipandang
menurut jenisnya yakni sebagai bank umum. Kedua dipandang menurut kegiatan
usahanya yakni sebagai bank konvensional. Adapun menurut Simorangkir, bank
konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya memobilisasi atau menerima
dana masyarakat diberi bunga dan dalam operasi atau penyaluran dana oleh bank
dikenakan bunga pinjaman. Jadi, dapat diartikan juga bahwa bank umum
konvensional merupakan bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran dan menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan
sistem bunga.

Menurut pasal 1 angka (3) Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
bank umum konvensional dapat juga melakukan kegiatan berdasarkan prinsip
syariah. Bank umum konvensiona tetapi juga melakukan kegiatan berdasarkan
prinsip syariah bukanlah termasuk jenis bank baru. Apalagi mengingat bahwa
pengaturan di dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Perbankan Syariah yang
menyatakan bahwa bank konvensional hanya terdiri dari bank umum
konvensional dan bank perkreditan rakyat. Tiada disebut istilah bank umum
konvensional namun juga melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah di
dalam ketentuan tersebut.

Bank umum konvensional tetapi juga melakukan kegiatan berdasarkan
prinsip syariah baru dikenal pada tahun 1998. Sebab sebelum diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum konvensional dilarang
melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Hal tersebut diatur di dalam
pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan
Prinsip Bagi Hasil.

Pasal 6*

(1) Bank Umum atau bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya
semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan
melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
(2) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya

“ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, PP
Nomor 72 Tahun 1992, LN No0.119 Tahun 1992, TLN No. 3505, ps. 6.
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tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan
kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pada tahun 1998, bank konvensional dibolehkan juga melakukan kegiatan
berdasarkan prinsip syariah. Adapun penegasan keberadaan bank umum
konvensional tetapi dapat melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah
terdapat di dalam pasal 6 huruf (m) Undang-Undang Perbankan.

Pasal 6

m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain
berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya, menurut penjelasan pasa 6 huruf (m) Undang-Undang
Perbankan maka dapat diketahui bahwa bank umum yang melakukan kegiatan
usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah melalui :

a. pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru,

b. pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan
kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan
berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor bank
tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya
melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu
membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip
syariah di dalam kantor bank tersebut.

Bagi bank umum konvensional yang juga mel akukan kegiatan berdasarkan prinsip

syariah maka bank tersebut harus memiliki unit usaha syariah.

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank
umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau
unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau
unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar
negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensiona yang

> Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan,op.cit., ps. 6 huruf (m).

Universitas Indonesia

Penerapan prinsip..., Bahtera Novinda, FH Ul, 2010



20

berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan
atau unit syariah.*

Berdasarkan pengertian Unit Usaha Syariah tersebut dapat diketahui bahwa bank
umum konvensional tetapi juga melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah
dikenal sebagai unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah atau unit syariah.

Jenis bank umum syariah juga diatur didalam pasal 6 huruf (m) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai hasil perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Meskipun demikian, sgjak tahun 1992
sudah diakomodir bank yang menetapkan keuntungan dengan sistem bagi hasil.
Adapun hal tersebut diatur di dalam pasal 6 huruf (m) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992. Kemudian dipertegas melalui keberadaan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Baru pada
tanggal 16 Juli 2008 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah maka istilah bank syariah baru diperkenalkan dalam dunia
perbankan di Indonesia.

Ruang lingkup kegiatan bank umum konvensional memang sangat luas.
Adapun kegiatan bank umum konvensional dapat diketahui dari ketentuan di
dalam pasal 6 sampa dengan 12 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 6

Usaha bank umum melipuiti :

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,

b. memberikan kredit,

c. menerbitkan surat pengakuan hutang,

d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk
kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang
perdagangan surat-surat dimaksud,

2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat dimaksud,

“6 |ndonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah,op.cit., ps. 1 angka (10).
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3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBl),

5. obligas,

6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun,

7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan
1 (satu) tahun,

e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan nasabah,

f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan
dana kepada bank lain, balk dengan menggunakan surat, sarana
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau saranalainnya,

g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga,

h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga,

i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu kontrak,

J. melakukan penempaian dana dari nasabah kepada nasabah lainnya
dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek,

k. dihapus

I. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali
amanat,

m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain
berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia;

n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang
tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Bank Umum dapat pula

a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,

b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain
di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, moda ventura,
perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan
penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia;

c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi
akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya,
dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
dan

4" Indonesia, Undang -Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan ,0p.cit., ps.6.
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d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana
pensiun yang berlaku.*®

Pasal 8

(1) Daam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan
anaisis yang mendaam atas iktikad dan kemampuan serta
kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang
diperjanjikan.

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan
dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuali dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*’

Pasal 9

(1) Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab
untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain
sesual dengan kontrak.

(2) Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secaratersendiri.

(3) Dalam ha bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan
pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib
dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.™

Pasal 10

Bank Umum dilarang :

a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b dan huruf ¢;

b. melakukan usaha perasuransian;

c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dan Pasal 7.>*

Pasal 11

(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengena batas maksimum
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,
pemberian jaminan, penempatan investas surat berharga atau hal lain
yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau
sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-

Ibid., ps. 7.
Ibid., ps. 8.
Ibid., ps. 9.

Ibid., ps. 10.

Universitas Indonesia

Penerapan prinsip..., Bahtera Novinda, FH Ul, 2010



23

perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang
bersangkutan.

(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh
melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,
pemberian jaminan, penempatan investas surat berharga, atau hal lain
yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:

a. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau
lebih dari modal disetor bank;

b. anggota Dewan Komisaris,

c. anggota Direksi;

d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
dan huruf c;

e. pgabat bank lainnya; dan

f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari
pihakpihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d, dan huruf e.

(4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh
melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesual
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(4A) Dadam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit
atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur
dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia.®

Pasal 12

(1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup
rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan
menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan
kerjasama dengan Bank Umum.

(2) Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.>

Pasal 12A

(1) Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik
melalui  peldangan maupun di luar pelelangan berdasarkan
penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan
kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal

%2 |bid., ps. 11.

% |bid., ps. 12.
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nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan
ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.>

Ruang lingkup kegiatan bank umum konvensional memang sangat luas.
Walaupun sama-sama bersifat konvensional dan juga diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 namun ruang lingkup kegiatan bank perkreditan rakyat
tidak sebanyak bank umum konvensional. Adapun ruang lingkup kegiatan bank
perkreditan rakyat menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah :

Pasal 13

Usaha bank perkreditan rakyat melipuiti:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu,

b. memberikan kredit,

c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip
syariah, sesual dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

d. menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank Indonesia (SBI),
depo%to berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank
lain.

Pasal 14

Bank perkreditan rakyat dilarang:

a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas
pembayaran,

b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing,

c. melakukan penyertaan modal,

d. melakukan usaha perasuransian,

e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam pasal 13 Undang-Undang Perbankan.>®

* |bid., ps. 12 A.
% |bid., ps. 13.

% |bid., ps. 14.
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E?estjn%jan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-

Undang Perbankan berlaku juga bagi bank perkreditan rakyat.>’

Saat kita membaca ketentuan pasal 6 sampai dengan 15 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 maka kita benar-benar meyakini bahwa ruang lingkup kegiatan
bank perkreditan rakyat memang lebih dibatas dari pada bank umum
konvensional. Adanya pembatasan terhadap ruang lingkup kegiatan bank
perkreditan rakyat adalah bertujuan untuk untuk menyesuaikan dengan kegiatan
usaha bank perkreditan rakyat yang memang ditujukan untuk melayani usaha-
usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.®® Selain itu, pembatasan terhadap
kegiatan bank perkreditan rakyat juga ditujukan untuk menghindari kerugian pada
bank tersebut. Tingginya risiko atas transaksi seperti giro ataupun valuta asing
dikhawatirkan akan mengganggu likuiditas dari bank perkreditan rakyat. Apalagi
mengingat bahwa modal pendirian pada bank perkreditan rakyat memang lebih
kecil bila dibandingkan dengan modal pendirian pada bank umum konvensional.
Moda untuk pendirian bank umum konvensional adalah sebesar Rp.
3.000.000.000.000,00- (tiga trilliun rupiah).®® Sedangkan modal minimal untuk
pendirian bank perkreditan rakyat adalah Rp. 5.000.000.000,00- (lima milliar

rupiah).®® Oleh karena itu, memang sewajarnya jika ruang lingkup kegiatan yang

> |bid., ps. 15.
% |bid., penjelasan ps. 14.

% Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum, PBI nomor 11/ 1/
PBI/ 2009, ps. 5.

% Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat, PBI

nomor 8/ 26/ PBI/ 2006, ps. 4 ayat (1).

Pasal 4 ayat (1) PBI nomor 8/ 26/ PBI/ 2006 mengatur bahwa modal disetor untuk mendirikan

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ditetapkan paling sedikit sebesar:

a. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

b. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di ibukota Provinsi di pulau
Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;

¢. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di ibukota Provins di luar
pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut
dalam huruf adan huruf b;
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ada di bank perkreditan rakyat memang lebih sempit bila dibandingkan dengan
kegiatan yang ada di bank umum.

Ha menarik pada pengaturan kegiatan bank umum konvensional
menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah hubungan antara
ketentuan pasal 6 huruf (n) dan pasal 10. Dalam memahami bunyi ketentuan pasal
10 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maka harus dikaitkan dengan
bunyi ketentuan pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Ketentuan pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara
tegas mengizinkan bank umum konvensional untuk melakukan kegiatan lain yang
dianggap lazim dalam dunia perbankan, asalkan kegiatan tersebut tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan perundang-
undangan lain yang berlaku. Kegiatan lain berarti kegiatan selain yang diatur di
dalam pasal 6 huruf (a) sampa (m) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Pengaturan pada ketentuan pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
memberikan kesempatan kepada bank untuk terus berinovasi dalam produknya
sepanjang inovas tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 ataupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Adanya
kesempatan inovasi maka memungkinkan bank untuk tidak ketinggalan zaman.
Daam hal ini, seolah pengaturan pada pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 memperluas kegiatan bank umum konvensional. Sedangkan bunyi ketentuan
pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah

d. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagi BPR yang didirikan di wilayah lain di luar
wilayah sebagai mana disebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
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diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank umum
dilarang untuk melakukan kegiatan selain yang diatur di dalam pasal 6 dan pasal 7
Undang-Undang Perbankan. Dalam hal ini, seolah pengaturan pada pasal 10 huruf
() Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mempersempit kegiatan bank umum
karena kegiatan bank umum hanya terbatas pada kegiatan yang diatur di dalam
pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Perbankan. Memang sekilas antara ketentuan
pasal 6 huruf (n) dengan ketentuan pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 adalah saling bertentangan. Namun bila kita memahami bunyi ketentuan
pasal 6 huruf (n) dan pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
dengan seksama maka kita akan mengetahui bahwa antara ketentuan tersebut
tidak saling bertentangan. Hakikatnya pengertian pasal 10 huruf (¢) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tidak holeh diartikan secara sempit. Penafsiran secara
sempit berarti menafsirkan sebatas pada bunyi ketentuan pasal 10 huruf (c)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 saja. Penafsiran terhadap ketentuan pasal
10 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 harus secara luas berarti
menafsirkannya dengan turut memperhitungkan bunyi ketentuan pasal lain yang
terkait yakni pasa 6 huruf (n). Maksudnya adalah Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 memang melarang bank umum untuk melakukan kegiatan lain selain yang
diatur di dalam pasal 6 dan pasd 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Akan
tetapi larangan untuk melakukan kegiatan lain baru ada saat kegiatan yang
dimaksud tidak termasuk ke dalam kategori kegiatan yang dianggap lazim untuk
dilakukan dalam dunia perbankan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 6 huruf
(n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Adapun yang dimaksud dengan ukuran
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kelaziman atas kegiatan dalam dunia perbankan berarti kegiatan tersebut lazim

dilakukan ditempat lain sehingga dianggap dapat diterima. Kelaziman dalam

praktek perbankan di luar negeri lalu di adopsi di Indonesia. Banyak bank-bank di

Indonesia meniru produk-produk bank di luar negeri seperti Amerika Serikat.

Ukuran kelaziman dalam dunia perbankan adalah :

a. Apabilasuatu hal dilakukan oleh banyak orang atau pelaku usaha,

b. Dilakukan secaraterus menerus,

c. Dianggap suatu hal yang baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

Bila diteliti lebih menjauh maka kategori kegiatan bank umum

konvensional adalah terbagi menjadi tiga macam yakni :*

a. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat
Contoh kegiatan menghimpun dana dari masyarakat adalah tabungan, giro dan
deposito.

h. Kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat
Kegiatan menyalurkan dana dari masyarakat adalah kredit. Kredit tidak dapat
diartikan secara sempit yakni hanya sebatas mengeluarkan uang pada saat
perjanjian kredit ditandatangani. Pengertian kredit secara luas diatur di dalam
pasal 1 angka (11) Undang-Undang Perbankan dan Lampiran SK Direksi Bank
Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tentang Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan
Perkreditan Bank (PPKPB). Menurut ketentuan pasal 1 angka (11) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 diketahui bahwa kredit adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersama-kan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian, menurut Lampiran SK
Direkss Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tentang Pedoman Penyusunan
Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB), pengertian kredit tidak hanya
terbatas pada pemberian fasilitas kredit yang lazim dibukukan dalam pos kredit
pada aktiva dalam neraca bank, namun termasuk pula pembelian surat berharga
yang disertai Note Purchase Agreement atau perjanjian kredit, pembelian surat

6. Kasmir, op.cit., hal. 43.
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berharga lainnya yang ditertibkan oleh nasabah, pengambilan tagihan dalam
rangka anjak piutang dan pemberian jaminan bank diantaranya meliputi

akseptasi, endosemen, dan awal surat-surat berharga.

Bila ditinjau dari cara penguangannya maka dalam praktek perbankan

dikenal duajenis kredit yakni :%?

- Kredit tunai (cash loan), yaitu kredit yang penguangannya dilakukan
tunai atau dengan pemindah-bukukan ke dalam rekening debitur atau
yang ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditandatangani.

- Kredit bukan tuna (non cash loan), yaitu kredit yang tidak dibayarkan
langsung pada saat perjanjian ditandatangani, melainkan diperlukan
adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan.
Contohnya adalah bank garansi.

K egiatan pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran

Pada kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran maka bank dapat
menciptakan uang giral. Maksudnya adalah demi memperlancar lalu lintas
pembayaran maka bank dapat menciptakan uang giral. “Uang giral adalah uang
yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyet giro dan kartu kredit.”®
Contoh uang giral lainnya adalah promes, draft L/C, dan bank garansi.**
Kegiatan pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran juga tidak terlepaskan
dari kegiatan peredaran uang. Oleh karena itu, kegiatan pemberian jasa dalam
lalu lintas pembayaran sering dijadikan satu paket dengan kegiatan peredaran
uang. Contoh kegiatan pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran dan
peredaran uang adalah pengiriman uang (transfer), inkaso, kliring, bank
garang, kotak pengaman simpanan (safe deposit box), kartu kredit, kustodian
dan Letter of Credit (L/C).*

2 Rachmat Firdaus, Manajemen Perkreditan Bank Umum (Teori, Masalah, Kebijakan

dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit), cet. Kedua, (Bandung : Alfabeta, 2004), hal.

12-

13.
8 Kasmir, op.cit., hal. 20.

® H. Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, cet. ke-8 (Jakarta: PT. Bumi

Aksara, 2009)., hal. 7.

81.

% Chatamarrasjid, Hukum Perbankan Nasional Indnesia, (Jakarta : Kencana, 2008), hal.

Universitas Indonesia

Penerapan prinsip..., Bahtera Novinda, FH Ul, 2010



30

2.4. Bank Garans dalam Rangka Proyek
2.4.1. Pengertian Bank Garans dalam Rangka Proyek

Kata garans berasal dari bahasa Inggris yaitu guarantee atau guaranty,
yang berarti jaminan. Adapun pengertian garans menurut pasal 1 angka (3) Surat
Keputusan Direks Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991
tentang Pemberian Garansi Oleh Bank adalah :

1. Garanss dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang
mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima
garansi apabila pihak yang dijamin ciderajanji (wanprestasi).

2. Garans dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas
surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres
yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila
pihak yang dijamin ciderajanji (wanprestasi).

3. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga
dapat menimbulkan kewajiban financial bagi bank. ®

Kemudian, menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991, dapat diketahui
bahwa bentuk garansi yang dimaksud pada pasal 1 angka (3) huruf (a) adalah
berupa bank garansi dan standby L/C. Sementara itu, pengertian bank garansi
menurut Kasmir adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada
satu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan lainnya dalam bentuk surat
jaminan.®” Terkait pengertian bank garansi, pendapat Simorangkir dalam buku
Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, adalah bank menjamin
nasabah memenuhi suatu kewajiban kepada pihak lain sesua dengan
persetujuan.®® Berdasarkan pengertian bank garansi tersebut maka dapat kita
ketahui bahwa produk bank garansi melibatkan tiga pihak yaitu :*
1. Bank sebagai pihak yang memberikan jaminan disebut penjamin.
2. Nasabah sebagal pihak yang dijamin disebut terjamin.

% Bank Indonesia, Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Tentang Pemberian
Garans Oleh Bank, op.cit., ps. 1 angka (3).

¢ Kasmir, op. cit., hal. 167.
% Simorangkir, op.cit., hal. 134.

*1bid.,
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3. Pihak ketiga yang menerima jaminan disebut penerimajaminan.
Adapun jenis bank garansi dalam rangka proyek yang dikenal dalam
praktek perbankan adalah : ™
a. Bank garansi untuk penunjukkan tender (bid bond)
Adalah bank garans yang diberikan kepada pemilik proyek (sebagai penerima
jaminan) untuk kepentingan kontraktor (sebagai terjamin) yang akan mengikuti
tender. Terjadi wanprestasi apabila terjamin tidak menerima penunjukkan
untuk melaksanakan pekerjaan padahal ia sudah dinyatakan sebagai pemenang
oleh penerima jaminan.
b. Bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan (perfor mance bond)
Adalah bank garans yang diberikan kepada pihak yang memberikan pekerjaan
(sebagai penerima jaminan) untuk kepentingan kontraktor (sebagai terjamin)
guna menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari penerima jaminan.
Terjadi wanprestas apabila terjamin tidak melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan mutu yang telah diperjanjikan atau mengalami keterlambatan dalam
penyelesaiannya.
c. Bank garansi untuk uang muka pekerjaan (advance payment guarantee)
Adalah bank garans yang diberikan kepada pihak yang memberikan pekerjaan
(sebagal penerima jaminan) untuk kepentingan kontraktor (sebagal terjamin)
untuk menerima pembayaran uang muka dari penerima jaminan. Terjadi
wanprestasi  apabila terjamin tidak melaksanakan kewagjibannya untuk
mengerjakan proyek yang telah diberikan kepadanya, padahal ia telah
menerima pembayaran uang muka atas proyek tersebut dari penerima jaminan.
Bank garansi dalam rangka proyek lahir karena adanya perjanjian pokok
sebelumnya. Perjanjian pokok terjadi diantara terjamin dengan penerima jaminan.
Contoh perjanjian pokok adalah perjanjian pembangunan rumah atau gedung. Jadi
perjanjian bank garans merupakan perjanjian tambahan (accesoir). Berdasarkan
perjanjian pokok tersebut maka nasabah memohon bank garansi dalam rangka
proyek kepada bank. Pada bank garansi dalam rangka proyek maka bank akan
memenuhi kewajiban pihak terjamin apabila terjamin melakukan wanprestas atas
perjanjian pokok. Adapun kewajiban yang dimaksud disini adalah pembayaran

" Kasmir,op.cit., hal. 170.
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ganti rugi yang diderita oleh penerima jaminan. Dalam memenuhi kewajibannya,
bank sebagai penjamin pun tidak ingin merugi. Oleh karenaitu, pada bank garansi
dalam rangka proyek dikenal adanya kontra garansi. Kontra garans merupakan
jaminan yang diberikan oleh terjamin kepada penjamin.” Tiap bank garansi dalam
rangka proyek yang diterbitkan harus dijamin dengan kontra garansi sebagaimana
diatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tanggal 18 Maret
1991. Nilai kontra garansi dapat sebesar 100 % ataupun kurang dari 100 % atas
nila bank garansinya. Kontra garansi yang biasa digunakan dalam praktek
perbankan adalah setoran tunai ke bank, dana giro yang dibekukan dan deposito.”
Selain itu, dalam praktek ada juga bank yang memberlakukan fasilitas kredit non
cash loan sebagai salah satu jenis kontra garansi.”

Bank garans dalam rangka proyek diatur pada pasal 6 huruf (n) dan
penjelasan pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 6

n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang
tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. “

Penjelasan pasal 6

n. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dalam hal ini adalah
kegiatan kegiatan usaha selain dari kegiatan tersebut pada huruf a sampai
dengan huruf m, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, misalnya memberikan bank garansi, bertindak
sebagal bank persepsi, swap bunga, membantu administrasi usaha
nasabah dan lain-lain.”

™ Kontra bank garansi adalah syarat yang selalu diminta oleh bank (penjamin) kepada
nasabah pemohon bank garans (terjamin) sebagai lawan bank garansi. Lihat Daeng Ngja, op.cit.,
hal. 168.

2 1bid., hal. 169.

™ Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 23 Maret
2010, op.cit.,

™ Indonesia, -Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, op.cit., ps. 6 huruf (n).

" |bid., penjelasan ps. 6 huruf (n).
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Bank garansi dalam rangka proyek juga diatur di dalam Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tangga 18 Maret 1991 tentang Pemberian
Garans Oleh Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tanggal
18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank.

Hakikatnya, bank garansi dalam rangka proyek merupakan bank garansi.
Daam dunia perbankan, bank garansi termasuk ke dalam kegiatan menyalurkan
dana kepada masyarakat dan kegiatan pemberian jasa dalam lau lintas
pembayaran dan peredaran uang. Kedua kegiatan tersebut memang termasuk
dalam ruang lingkup kegiatan bank umum konvensional. Pada bank garansi maka
bank berperan sebagai penjamin. Sebagaimana kita ketahui, menurut Lampiran
SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tentang Pedoman Penyusunan
Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) diketahui bahwa pemberian jaminan
termasuk ke dalam ruang lingkup kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat.
Penggolongan penjaminan sebagal salah satu bentuk kredit juga diatur di dalam
pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam hal ini, bank
garans termasuk penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu
sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998. Sementara itu, dalam hal penjaminan maka bank akan menerbitkan surat
jaminan dan menyerahkannya kepada terjamin. Selanjutnya, terjamin
menyerahkan surat jaminan kepada penerima jaminan. Apabila terjamin
wanprestasi maka penerima jaminan dapat meminta bank untuk mencairkan bank
garans, tentunya dengan membawa surat jaminan (sertifikat bank garansi adli)
tersebut. Selain dikategorikan sebagai uang giral maka sertifikat bank garansi juga
memiliki peranan dalam kegiatan pembayaran dari bank kepada penerima
jaminan. Jadi, kegiatan penjaminan juga termasuk ke dalam ruang lingkup
kegiatan pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Bank garansi dalam rangka proyek merupakan bank garansi. Menurut
hukum jaminan, bank garansi merupakan salah satu contoh jaminan perorangan
yakni penanggungan. Hakikatnya, menurut hukum jaminan terdapat dua jenis

jaminan yaitu :
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1. Jaminan umum
Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua
kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur. Hal ini berarti benda
jaminan tidak diperuntukkan bagi kreditur tertentu dan dari hasil penjualannya
dibagi diantara para kreditur seimbang dengan piutang — piutangnya masing-
masing.”® Dasar hukum atas jaminan umum adalah 1131 KUHPer dan 1132
KUHPer.

2. Jaminan khusus
Jaminan khusus adalah jaminan yang memberikan hak khusus bagi kreditur.
Hak khusus yang dimaksud adalah hak untuk didahulukan dalam ha pelunasan
hutang bila dibandingkan dengan kreditur yang lainnya. Dasar hukumnya
adalah pasal 1132 KUHPer. Jenis jaminan khusus ada dua macam yakni :
a. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas

suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika

debitur melakukan wanprestasi. Adapun ciri-ciri  jaminan kebendaan
adalah:"

- Merupakan hak mutlak atas suatu benda

- Kreditur mempunya hubungan langsung dengan benda-benda tertentu
milik debitur

- Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun

- Selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada (droit
de suite)

- Mengandung asas prioritas yaitu hak kebendaan yang lebih dahulu
terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian (droit de
preference)

- Bersifat perjanjian tambahan (accesoir)

Contoh jaminan kebendaan adalah gadai, fidusia, hipotik dan hak

tanggungan.

’® Frieda Husni, Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid I1,
(Jakarta: Indo-Hill-Co, 2005), hal. 8.

™ Ibid., hal. 17.
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b. Jaminan Perorangan

Subekti berpendapat bahwa jaminan perorangan adalah suatu perjanjian

antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya

kewajiban-kewajiban s debitur.”® Adapun ciri-ciri jaminan perorangan
adalah : ™

- Mempunya hubungan langsung dengan orang tertentu

- Hanyadapat dipertahankan terhadap debitur tertentu

- Seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang misalnya
borgtocht

- Menimbulkan hak perseorangan yang mengandung asas kesamaan
(konkueren) artinya tidak membedakan mana piutang yang terjadi
kemudian. Jadi kedudukan semua kreditur terhadap harta kekayaan
debitur adalah sama.

- Jikaterjadi kepailitan, maka hasil penjualan dari benda-benda jaminan
dibagi diantara para kreditur seimbang dengan besarnya piutang
masing-masing (pasal 1136 KUHPer).

Hakikatnya borgtocht merupakan perjanjian tambahan (accesoir). Sifat

accesoir tersebut mengakibatkan :*°

a. Adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok

b. Jika perjanjian pokok itu batal maka perjanjian penanggungan ikut
batal.

Dasar hukum atas sifat accesoir dari borgtocht adalah diatur di dalam

pasal 1821 ayat (1) KUHPer.

Pasal 1821 KUHPer
Q) Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok
yang sah.®

8 |bid., hal. 11-12.
 |bid., hal. 16.

% g Soedewi, Hukum Jaminan di Indonesia : Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan
Jaminan Perorangan, (Y ogyakarta: Liberty Offset Y ogyakarta, 2001), hal. 82.

8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh
Subekti, op.cit., ps. 1821 ayat (1).
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Akan tetapi, sifat accesoir dapat dikecualikan sebagaimana diatur di dalam
pasal 1821 ayat (2) KUHPer. Adapun bunyi ketentuannya adalah “namun
dapatlah seorang memajukan diri sebagal penanggung untuk suatu
perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan
yang hanya mengena dirinya pribadi s berutang, misalnya dalam hal

kebelumdewasaan” &2

Bentuk dari perjanjian borgtocht adalah bebas berarti tidak diharuskan
untuk lisan ataupun tertulis, sebagaimana diatur di dalam pasal 1824
KUHPer. Akan tetapi, demi kepentingan pembuktian maka dalam
prakteknya perjanjian borgtocht dibuat tertulis. Contoh dari borgtocht
adalah bank garansi.

2.4.2. Kegunaan Bank Garansi dalam Rangka Proyek

Adapun kegunaan bank garansi dalam rangka proyek antara lain :*

a. Menumbuhkan rasa saling percaya bagi para pihak, baik penjamin, terjamin

maupun penerima jaminan.

. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik penjamin,

terjamin maupun penerima jaminan.

. Bagi penerima jaminan bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan

bahwa penerima jaminan tidak akan menderita kerugian bila terjamin

wanprestasi, karena penerima jaminan akan mendapat ganti rugi dari bank.

2.4.3. Keuntungan Bank atas Penerbitan Bank Garans dalam rangka Proyek

Keuntungan yang didapatkan oleh bank atas penerbitan bank garans

dalam rangka proyek adalah melalui pengenaan :*

a. Biayaprovis

% Ipid.,
% Kasmir,op.cit., hal. 169.

8 |bid., hal. 171-172.
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Biaya provis adalah sgjumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin kepada

bank sebagal balas jasa untuk pemberian bank garansi. Besarnya provis

ditetapkan berdasarkan tujuan penggunaan bank garansi dan ditetapkan

berdasarkan persentase. Persentase yang umumnya digunakan adalah ¥ %, %%

atau 1% per tiga bulan.
b. Biayaadministrasi

Biaya administrasi merupakan biaya yang lazim dikenakan bank karena terkait
pelaksanaan administrasi. Jumlah yang dikenakan oleh tiap bank adalah

beragam.

2.4.4. Proses Bank Garans dalam Rangka Proyek

Proses bank garans dalam rangka proyek meliputi ruang lingkup

penerbitan bank garansi, pembayaran bank garans atau pengembalian bank

garansi. Adapun contoh skema bank garansi dalam rangka proyek menurut
Kasmir adalah :%
Gambar 1.

Bank
BBD

PLN

K ontraktor

Penjelasan skema adalah :

6

A

1. Kontraktor adalah nasabah yang menggjukan bank garansi ke bank BBD, hal
ini dilakukan karena kontraktor hendak melaksanakan pekerjaan milik PLN.

& |bid., hal. 168.
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2. BBD akan menerbitkan bank garansi jika kontraktor memenuhi syarat
termasuk telah menyetor jaminan lawan.

3. Bank garansi adli diserahkan oleh kontraktor kepada pihak PLN.

4. Jika telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau yang dapat merugikan
pihak PLN misalnya kontraktor ingkar janji maka pihak PLN dapat langsung
membawa bank garansi asli yang dipegangnya ke BBD untuk dicairkan.

5. Pihak BBD akan memberikan ganti rugi dengan cara mencairkan jaminan
lawan yang diserahkan oleh kontraktor sebelumnya.

6. Jika tidak terjadi masalah dalam pekerjaannya maka pihak PLN akan
mengembalikan bank garansi asli ke kontraktor sehingga kontraktor dapat
mengembalikannya kepada BBD.

Disamping konsep bank garansi seperti diatas namun ada juga bank yang

memberlakukan pemberian sertifikat bank garansi dapat langsung kepada

penerima jaminan bukan kepada terjamin.2® Ada juga bank yang memberlakukan
tiada kewajiban terjamin ataupun menyerahkan sertifikat bank garansi asli kepada
bank setelah masa jaminan berakhir.

2.4.5. Pembayaran Bank Garans dalam Rangka Proyek

Penerbitan bank garansi dalam rangka proyek menimbulkan dua
kemungkinan di kemudian hari yakni sertifikat bank garansi dikembalikan atau
sertifikat bank garansi dibayarkan. Sertifikat bank garansi dikembalikan kepada
bank jika terjamin tidak melakukan wanprestasi kepada penerima jaminan selama
masa penjaminan. Meskipun begitu, pengembalian sertifikat bank garansi setelah
selesainya pekerjaan bukanlah hal yang diwajibkan oleh hukum.®” Pengembalian
sertifikat bank garansi berfungsi untuk administrasi bank dalam pengembalian
kontra garansi terjamin maka pengembalian sertifikat bank garansi juga bertujuan
untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dalam hal, sertifikat bank garans tidak dikembalikan maka penerima jaminan

% Bank X, Aplikasi Penerbitan Garansi pada Bank X.

8" Daeng Naja, op.cit., hal. 171.
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dapat membuat pernyataan bahwa objek bank garans telah selesai dan tidak akan
melakukan suatu penuntutan apapun kepada bank.®

Sertifikat bank garansi akan dibayarkan jika terjamin melakukan
wanprestasi  kepada penerima jaminan selama masa jaminan. Dalam hal
permohonan pembayaran sertifikat bank garansi maka penerima jaminan harus
mengagjukan dalam batas jangka waktu yang ditentukan. Jika pengauan
permohonan pembayaran bank garansi dalam jangka waktu yang melebihi batas
waktu yang ditentukan maka bank pun tidak akan membayarkannya. Menurut
Surat Edaran Bank Indonesia nomor 23/7/UKU Tangga 18 Maret 1991 diketahui
bahwa batas waktu pengajuan klaim pembayaran bagi bank garans adalah
maksima 14 hari atau maksimal 30 hari setelah berakhirnya bank garansi.
Kemudian, menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 23/7/UKU Tanggal 18
Maret 1991 berakhirnya bank garansi karena :
a Berakhirnya perjanjian pokok, atau
b. Berakhirnya bank garansi sebagaimana ditetapkan dalam bank garansi yang

bersangkutan.

Bank garansi merupakan sebuah borgtocht sehingga juga harus memenuhi
ketentuan pasal 1821 KUHPer. Jadi, jangka waktu bank garans tidak boleh
melebihi jangka waktu perjanjian pokok namun boleh kurang dari jangka waktu
perjanjian pokoknya. Jangka waktu yang kurang dari jangka waktu perjanjian
pokok disebutkan dalam sertifikat bank garansinya.

Menurut Surat Keputusan Direkss Nomor 23/88/KEP/Dir Tanggal 18
Maret 1991 diketahui bahwa dalam hal pembayaran maka bank garansi dalam
rangka proyek memiliki dua cara yakni pemberlakuan ketentuan pasal 1831
KUHPer atau pasal 1832 KUHPer. Bila bank sebagai penjamin memilih
memberlakukan Pasal 1831 KUHPer maka bank akan menggunakan kontra
garans milik s terjamin untuk membayar kewajiban terjamin kepada penerima
jaminan. Apabila kontra garansi milik terjamin kurang mencukupi untuk
pembayaran ganti rugi kepada penerima jaminan maka bank akan mengeluarkan
dananya sendiri. Saat itu berlaku kredit efektif atas bank garansi dalam rangka
proyek. Sedangkan pasal 1832 KUHPer mengatur bahwa daam rangka

8 |bid., hal. 172.
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pembayaran bank garansi maka bank melepaskan hak istimewanya untuk menyita
dan menjual benda-benda milik terjamin. Dalam hal ini, bank langsung
menggunakan dananya sendiri guna melunasi kewajiban terjamin kepada
penerima jaminan. Setelah bank melunasi kewajiban terjamin kepada penerima
jaminan maka bank akan mengeksekusi kontra garansi milik terjamin. Apabila
kontra garansi terjamin kurang mencukupi untuk melunasi uang yang dibayarkan
bank maka saat itu berlaku kredit efektif atas produk bank garansinya.

Apabila terjamin melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pokok dan
penerima jaminan mengajukan klaim pembayaran bank garansi selama batas
waktu bank garansi maka bank garansi dapat dibayarkan kepada penerima
jaminan. Hakikatnya, pada bank garans dalam rangka proyek kewajiban
membayar pertama ada di terjamin.®® Sedangkan bank merupakan pengemban
kewajiban kedua (secondary obligation). Maksudnya, saat terjamin wanprestasi
maka bank tidak lantas mengeluarkan dananya sendiri guna membayar ganti
kerugian penerima jaminan untuk kepentingan terjamin. Melainkan, pertama bank
akan mempergunakan harta terjamin berupa kontra garansi untuk membayar
kerugian penerima jaminan sebagaimana diatur didalam pasal 1831 KUHPer. Hal
ini menunjukkan bahwa yang pertama mempunyai kewajiban membayar adalah si
terjamin. Apabila kontra garansi memang tidak mencukupi untuk membayar ganti
rugi kepada penerima jaminan maka baru bank akan mengeluarkan dananya
sendiri. Kondis tersebutlah  yang menyebabkan kewajiban melakukan
pembayaran oleh bank atas bank garansi dalam rangka proyek adalah secondary
obligation. Namun, bank dapat berperan sebagai pengemban primary obligation
atas kewgjiban pembayaran bank garans apabila bank melepaskan hak
istimewanya dimana dalam sertifikat bank garansinya memberlakukan ketentuan
pasal 1832 KUHPer bukan pasa 1831 KUHPer.

Hakikatnya bank garans dalam rangka proyek merupakan bank garansi.
Sebagaimana diatur di dalam pasal 1821 KUHPer maka diketahui bahwa sifat
bank garansi adalah sebagai perjanjian tambahan (accesoir) dari perjanjian pokok.
Sehingga perjanjian bank garansi tergantung kepada perjanjian pokoknya.
Keabsahan perjanjian pokok mempengaruhi keabsahan perjanjian bank garansi.

% Ramlan Ginting,op.cit., hal. 175.
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Begitupun permasalahan pada pel aksanaan perjanjian pokok dapat mempengaruhi
pelaksanaan perjanjian bank garansi. Maksudnya, perselisihan pendapat antara
terjamin dan penerima jaminan dalam penentuan terjadinya wanprestasi atas
pelaksanaan perjanjian pokok berpengaruh kepada keputusan bank dalam
menentukan pembayaran atas bank garansi yang diterbitkan.*® Tiada dibenarkan
bank membayarkan bank garans apabila ternyata tidak ada wanprestas atas
perjanjian pokoknya. Hal ini mengingat bahwa bank garansi merupakan borgtocht
sehingga bank baru berkewgjiban membayar jika s terjamin wanprestasi
sebagaimana diatur didalam pasal 1820 KUHPer. Demi meminimalkan kesalahan
penilaian terhadap wanprestasi atas perjanjian pokok maka pada bank garans
dikenal adanya teori penilaian wanprestasi dengan sebutan actual default
sebagaimana yang disampaikan Ramlan Ginting dalam buku Transaksi Bisnis
Internasional. Actual default berarti pengajuan dokumen yang membuktikan
bahwa terjamin telah wanprestas.” Lawannya adalah statement default.
Sementara itu, statement default berarti pengajuan dokumen yang menyatakan
telah terjadi wanprestasi atas pelaksanaan kewajiban terjamin disertai pengajuan
dokumen lainnya jika dipersyaratkan dalam bank garansi tersebut.*

Menurut Ramlan Ginting, actual default berarti pembayaran bank garansi
dilakukan dengan mengajukan dokumen yang membuktikan telah terjadi
wanprestas atas pelaksanaan kewagjiban terjamin disertai pengajuan dokumen
lainnya jika dipersyaratkan dalam bank garansi tersebut.”® Pembuktian atas
wanprestasi yang dilakukan oleh terjamin dapat melalui pemeriksaan dasar
informasl dan data mengenai wanprestasi yang ada pada bank ataupun melalui

penetapan putusan pengadilan bahwasi terjamin memang telah wanprestasi.**

% 1bid., hal. 132.
*bid., hal. 157.
% bid.,
% 1bid.,

% |bid., hal. 174.
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Hakikatnya, sampai sekarang tiada Peraturan Bank Indonesia yang secara
tegas mewagjibkan penerapan actual default atas sistem penilaian wanprestasi.
Sesungguhnya perihal sistem penilaian wanprestasi yang wajib diterapkan pada
pembayaran bank garansi dalam rangka proyek maka Bank Indonesia
mengembalikannya kepada masing — masing bank umum konvensional. ® Hal ini
dikarenakan yang terpenting bagi Bank Indonesia adalah bank umum
konvensional tetap dalam keadaan sehat dan tidak menjadi masalah sistem

penilaian wanprestasi mana yang akan diterapkan dalam praktek perbankannya.®

% Wawancara dengan Ibu Ayu Deviana (pengamat bank garansi di Bank Indonesia),
tanggal 3 Mel 2010 pukul 11.00-11.30 WIB melalui telepon.

*bid.,
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BAB 3
PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL
ATASPENERBITAN BANK GARANSI DALAM RANGKA PROYEK

3.1.Risko Bank Umum Konvensional Atas Penerbitan Bank Garans Dalam
Rangka Proyek
3.1.1. Risiko-Risiko Bank Umum Konvensional

Atas kegiatan yang dilakukan pasti ada potensi risiko yang
membututinya. Begitupun dalam kegiatan perbankan. Terlebih lagi era globalisas
saat ini dan semakin terintegrasinya pasar keuangan menyebabkan produk dan
aktivitas yang ditawarkan perbankan menjadi semakin kompleks dan bervariasi.
Oleh karena itu, risiko yang ditanggung oleh dunia perbankan pun semakin besar.
Demi meminimalkan risiko di dunia perbankan maka terlebih dahulu para praktisi
perbankan harus mengetahui jenis-jenis risiko yang ada dihadapannya. Pengertian
rissko menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PB1/2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan
Mana emen Risiko bagi Bank Umum, adalah “potensi kerugian akibat terjadinya
suatu peristiwa (events) tertentu”.’

Adapun menurut pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.
11/25/PBI1/2009 maka jenis-jenis risiko yang diemban oleh bank umum
konvensional adalah sebagai berikut :

a. Risiko kredit

“Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam
memenuhi kewajiban kepada bank.”*® Debitur ialah orang yang mempunyai utang
karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka

pengadilan.®® Kemudian, yang termasuk risiko kredit adalah risiko konsentras

" Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Bank
Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, op.cit.,
ps. 1 angka (4).

% bid., ps. 1 angka (6).

% |ndonesia, Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang, UU Nomor 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN. No. 4443, ps. 1
angka (3).
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kredit. Adapun yang dimaksud dengan risiko konsentrasi kredit merupakan risiko
yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau
sekelompok pihak, industri, sektor, dan atau area geografis tertentu yang
berpotenss menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam

kelangsungan usaha bank.*®

b. Risiko pasar

“Risiko pasar adalah risiko pada posis neraca dan rekening administratif
termasuk transaks derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondis
pasar, termasuk risiko perubahan harga option.” 101 Yang termasuk risiko pasar
adalah :*%

1. Risiko suku bunga
Risiko suku bunga adalah risitko akibat perubahan harga instrumen keuangan
dari posis Trading book atau akibat perubahan nilai ekonomis dari posisi
Banking Book, yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Dalam kategori
risiko suku bunga termasuk pula risiko suku bunga dari posis Banking Book
yang antara lain meliputi repricing risk, yield curve risk, basis risk, dan

optionality risk.

2. Risikonilai tukar
Risiko nilal tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posis Trading Book dan
Banking Book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau

perubahan harga emas.

3. Risiko komoditas

1% Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank
Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, op.cit.,
penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf (a).

191 Ipid., ps. 1 angka (7).

192 1 bid., penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf (b).

Universitas Indonesia

Penerapan prinsip..., Bahtera Novinda, FH Ul, 2010



45

Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan
dari posis Trading Book dan Banking Book yang disebabkan oleh perubahan

harga komoditas.

4. Risiko ekuitas
Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrument keuangan dari
posisi Trading Book yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

c. Risiko Likuiditas;

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk
memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas
dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang degoat diagunkan, tanpa
mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. ™

d. Risiko Operasional;

“Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak
berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau
adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.”'*
Ketidakberfungsinya proses internal berarti berhubungan dengan kegagalan proses
dan prosedur bank. Dalam hal ini berarti memastikan apakah nasabah dilayani
dengan benar dan bank tetap dalam koridor hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. K gjadian ketidakberfungsinya proses interna meliputi :'%
1. Dokumentasi yang tidak layak atau salah

Lemahnya kontrol

K esalahan pemasaran

K esalahan menjual

Pencucian uang

Laporan yang salah atau tidak lengkap

Kesalahan transaksi

N o o &~ 0D

193 |bid., ps. 1 angka (8).
%4 1bid., ps. 1 angka (9).

1% gylad Sri Hardanto, Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, (Jakarta : PT. Elex Media
Komputindo, 2006), hal. 137.
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Kesdlahan manusia disini berarti berhubungan dengan karyawan. Kesalahan

tersebut bisa disengaja atau tidak. Pada umumnya kesalahan manusia meliputi :

7.

o o~ w D PF

.106

Masal ah kesehatan dan keselamatan kerja
Perputaran karyawan yang tinggi

Internal fraud

Perselisihan karyawan

Pel aksanaan manajemen yang buruk
Pelatihan karyawan yang buruk

Terlalu bergantung kepada karyawan kunci

Kegagalan sistem berarti permasalahan terhadap teknologi dan sistem. Kegagalan
sistem dapat disebabkan oleh :'%

N o ok~ w0

Kerusakan data

Kesalahan memasukan data

Kontrol yang lemah

Kontrol proyek yang lemah

Kesalahan pemrograman

Masalah keamanan sistem seperti virus computer dan hacking
Menggunakan tekhnologi baru yang belum teruji

Kegadian eksterna berarti berhubungan dengan keadian yang terjadi di luar

kontrol langsung bank. K ejadian eksternal dapat berupa :**®

1

N o ok~ 0D

Kegadian di bank lain yang berdampak terhadap industri secara keseluruhan
External fraud dan pencurian

Kebakaran

Bencana alam

Implementasi peraturan baru

Demonstrasi

Terorisme

196 | bid., hal 137-138.
197 | bid., hal. 138.

198 | bid., hal 139.
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8. Gangguan sistem transportasi sehingga menghalangi karyawan menuju
tempat kerja
9. Kegagaan fasilitas umum seperti pemadaman listrik

e. Risko Hukum
“Risko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek

yuridis.” 1%

f. Risiko Reputasi

“Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakehol der
yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.”*'° Maksudnya risiko ini
timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan atau rumor mengenai
bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang
efektif."™

0. Risiko Stratejik

“Risiko stratgjik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau
pelaksanaan suatu keputusan stratgjik serta kegagalan dalam mengantisipasi
perubahan lingkungan bisnis.”**2 Maksudnya risiko ini timbul antara lain karena
bank menetapkan strategi yang kurang segjaan dengan vis dan mis bank,
melakukan analisis lingkungan stratgjik yang tidak komprehensif, dan atau
terdapat ketidaksesuaian rencana strategjik (strategic plan) antar level stratgik.
Selain itu risiko stratgjik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipas
perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalan mengantisipasi

1% Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank
Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, op.cit.,
ps. 1 angka (11).

10 hid., ps. 1 angka (12).

11 1pid., penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf (f).

12 1pid., ps. 1 angka (13).
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perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di

pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.*®

h. Risiko Kepatuhan
“Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak

mel aksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.”***

3.1.2. Risiko bagi Bank Umum Konvensional atas Penerbitan Bank Garans
dalam rangka Proyek
Adapun risiko yang dapat melekat atas penerbitan bank garansi dalam

rangka proyek oleh bank umum konvensional antaralain:

1. Risiko Kredit
“Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam
memenuhi kewajiban kepada bank.”** Risiko kredit tidak akan mengenai bank
garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi sebesar 100 % atas nilai
bank garansinya. Maksudnya, bila bank garansi dalam rangka proyek dengan
kontra garansi sebesar 100 % memenuhi ketentuan pada pasal 27 ayat (1) huruf
(c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI1/2006 j.0. Peraturan Bank
Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit
Bank Umum maka bank garansi tersebut dikecualikan dari perhitungan BMPK.
Adapun pengecualiaan dalam perhitungan BMPK dikarenakan kontra garansi
sebesar 100 % tersebut dinilai mampu memitigasi risiko kredit yang ada
sebagaimana diatur pada angka IV Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
7/14/DPNP Tangga 18 April 2005. Akan tetapi, terhadap bank garansi dalam
rangka proyek dengan kontra garansi 100 % yang tidak memenuhi ketentuan
pada pasa 27 ayat (1) huruf (c) Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/13/PB1/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI1/2005 maka bank

3 1bid., ps. 4 ayat (1) huruf ().
1 bid., ps. 1 angka (10).

"3 1pid., ps. 1 angka (6).
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garans tersebut masih berpeluang terkena risiko kredit. Risiko kredit juga
berpeluang mengenai bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi
kurang dari 100 %. Bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garans
kurang dari 100 % berarti kontra garansi terjamin lebih kecil daripada nilai
bank garans yang harus dibayarkan kepada penerima jaminan. Demi
mencukupi pembayaran ganti rugi kepada penerima jaminan maka bank
penjamin mengeluarkan dananya sendiri. Saat itulah berlaku kredit efektif atas
nilai bank garansinya. Saat terjamin mampu melunasi kewajibannya dalam
waktu yang ditentukan oleh bank maka risiko kredit tidak mengenai bank
garans tersebut. Risiko kredit hanya ada saat terjamin tidak mampu
mengembalikan kredit kepada bank penjamin.**® Akibat domino atas
ketidakmampuan terjamin mengembalikan kredit adalah bank akan menderita
kerugian.

2. Risiko Operasional
Risiko operasional bukanlah risiko baru di dalam dunia perbankan. Risiko
operasional akan memberikan dampak kepada seluruh bisnis bank umum
konvensional karena risiko operasional adalah risiko yang melekat di dalam
bank ketika melakukan kegiatan operasional sehari-hari.''” Menurut pasal 1
angka (9) Peraturan Bank Indonesia PBI No. 11/25/PBI1/2009 maka diketahui
bahwa risiko operasional dapat disebabkan oleh tidak berfungsinya proses
internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan kegjadian-kejadian eksternal.
Risiko operasiona mungkin mengenai bank garansi dalam rangka proyek.
Misalnya:
a. Kesalahan pemasaran
Dadam ha ini, karyawan tidak memberikan penjelasan atau memberikan
penjelasan yang tidak lengkap kepada nasabah yang memohon penerbitan
bank garans dalam rangka proyek kepada bank yang bersangkutan.
Ketidaktahuan ataupun kekurangan informasi nasabah pemohon bank

118 \Wawancara dengan Bapak Nobel (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 24 Maret
2010, pukul 17.00-19.00, di kantor sub-Departemen Bank Garansi Bank X.

17 sulad Sri Hardanto, op.cit., hal. 130.
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garans terhadap produk bank garansi dalam rangka proyek menyebabkan
kesalahpahaman dikemudian hari. Nasabah mungkin akan salah paham
tentang jangka waktu jaminan. Kemungkinan ada nasabah yang berpikir
bahwa ia dapat meminta jangka waktu jaminan sesuai keinginannya
termasuk melebihi jangka waktu perjanjian pokoknya''® Hakikatnya
jangka waktu jaminan adalah tidak boleh melebihi dari jangka waktu
perjanjian pokok sebagaimana diatur pada 1821 KUHPer. Ketiadaan
penjelasan atau memberikan penjelasan yang tidak lengkap kepada nasabah
yang memohon penerbitan bank garans dalam rangka proyek dapat
menyebabkan Bank yang bersangkutan melanggar ketentuan di dalam
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI1/2005 tentang Transparansi
Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

. Kesalahan pencatatan data pada sertifikat bank garansinya

Kesalahan pencatatan data yang dapat terjadi misalnya salah menuliskan
nila jaminan yang diberikan atau salah menyebutkan nama terjamin.
Kesalahan penulisan nila jaminan akan menyebabkan kerugian bank di
kemudian hari nanti.*® Misalnya di dalam sertifikat bank garansi dalam
rangka proyek tercatat nilai jaminan adalah Rp. 1.000.000.000 (satu milliar
rupiah) padahal seharusnya tercatat Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
Sedangkan di dalam perjanjian bank garansinya telah disepakati bahwa
kontra garansi dari terjamin adalah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
Kontra garansi yang senilai 100% atas nila bank garans maka bak
penjamin maupun terjamin sepakat tidak mengadakan perjanjian kredit
seperti halnya kontra garansi yang kurang dari 100%. Apabila kesalahan
pencatatan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) menjadi Rp.
1.000.000.000 (satu milliar rupiah) maka hal ini dapat dimanfaatkan oleh
penerima jaminan untuk mendapatkan pembayaran melebihi daripada yang
seharusnya. Oleh karena itu, kesalahan pencatatan nilai bank garansi dalam
rangka proyek dapat membuka kesempatan adanya eksternal fraud dari

18 \Wwawancara dengan Bapak Nobel (praktisi bank garansi di Bank X), op.cit.,

9 Ibid.,
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pihak penerima jaminan. Dalam hal ini, penerima jaminan akan menuntut
ganti rugi kepada bank senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milliar rupiah).
Pembayaran yang melebihi nilai seharusnya tentu akan merugikan bank.*?
Sementara itu, kesalahan pencatatan nama terjamin pada sertifikat bank
garans dalam rangka proyek dapat membawa bank ke meja hijau.**
Misalkan nama terjamin atas bank garans jenis bid bond seharusnya PT
BOEMIPUTRA namun tercatat PT BUMIPOETRA. Ketidaksesuaian nama
terjamin saat lelang dengan nama terjamin pada sertifikat bank garansinya
dapat menyebabkan penerima jaminan tidak menjatuhkan tender kepada
terjamin. Akibatnya terjamin tidak memenangkan tender. Atas kekalahan
tender tersebut maka terjamin dapat menuntut bank ke pengadilan dengan
gugatan perbuatan melawan hukum.
c. Adanyalnternal Fraud

Internal fraud atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek misalnya
adalah pemberian persetujuan fasilitas kredit non cash loan yang
melanggar ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998, atau penerbitan bank garansi dalam rangka proyek yang melanggar
ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Penerbitan bank garansi yang melanggar pasal 49 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 maksudnya adalah penerbitan bank garans fiktif
yang melibatkan orang dalam bank yang bersangkutan. Penerbitan bank
garans  fiktif cenderung terhadap penerbitan bank garans yang
menggunakan jasa calo.*” Meskipun terhadap bank garansi fiktif maka
bank tidak akan membayarkan bank garansinya namun bank garans fiktif
dapat menyebabkan buruknya citra produk bank garansi dalam rangka
proyek pada bank tersebut.**® Pemberian fasilitas kredit non cash loan yang

2 Ibid.,

121 Wawancara Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X),
tanggal 23 Maret 2010, op.cit.,

122 \Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 19 April
2010, pukul 14.00-15.30 WIB, 1t.10 di kantor pusat Bank X.
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melanggar pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat
menciptakan peluang risiko kredit dan sedangkan penerbitan bank garansi
dalam rangka proyek yang melanggar pasal 49 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 dapat menciptakan risiko reputasi bagi Bank yang
bersangkutan.
d. AdanyaEksternal Fraud

Kesalahan pencatatan nilai bank garans dalam rangka proyek pada
sertifikat bank garansinya dapat membuka kesempatan adanya eksternal
fraud dari pihak penerima jaminan. Maksudnya adalah nilai jaminan yang
tercatat pada sertifikat bank garansi melebihi daripada nilai jaminan yang
seharusnya. Misalkan nila jaminan yang sebenarnya adalah Rp.
100.000.000 (seratus juta rupiah) namun tercatat pada sertifikat bank
garans adalah senila Rp. 1.000.000.000 (satu milliar rupiah). Penerima
jaminan yang beritikad buruk akan menuntut ganti rugi kepada bank
dengan besaran nilai nominal rupiah yang tertera di sertifikat bank garansi.
Walaupun s penerima jaminan mengetahui bahwa nilai jaminan yang
tertera pada sertifikat bank garansi adalah |ebih kecil daripada nilai jaminan
yang sebenarnya. Peluang terjadinyarisiko eksternal fraud akan lebih besar
terhadap Bank yang memberlakukan ketentuan bahwa surat jaminan
(sertifikat bank garansi) dapat diberikan langsung kepada penerima
jaminan. Hal ini dikarenakan jika sertifikat bank garansi diberikan terlebih
dahulu kepada terjamin dan terjamin mengetahui adanya pencatatan nilai
jaminan yang melebihi nilai yang seharusnya maka s terjamin akan
meminta bank untuk memperbalkinya. Bila terjadi pembayaran yang
melebihi daripada nilai yang seharusnya maka terjamin sebagai pihak yang
berhubungan langsung dengan bank, tentu akan ikut terseret permasalahan
tersebut. Permasalahan bank dengan terjamin tentu akan merugikan

terjamin sebab atas permasalahan tersebut memungkinkan bank untuk

123 Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 23 Maret
2010, op.cit.,
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menolak permohonan bank garansi s terjamin selanjutnya. Pembayaran
yang melebihi nilai seharusnya tentu akan merugikan bank.***

3. Risko Hukum

Risiko hukum dalam hal penerbitan bank garansi adalah risiko akibat tuntutan
hukum dari si terjamin. Terjamin melakukan tuntutan hukum kepada bank jika
s terjamin tidak merasa wanprestasi terhadap penerima jaminan namun bank
tetap membayarkan bank garansi kepada penerima jaminan.'*® Sedangkan,
ketidaksesuaian nama terjamin saat lelang dengan nama terjamin pada
sertifikat bank garansinya dapat menyebabkan penerima jaminan tidak
menjatuhkan tender kepada terjamin. Akibatnya terjamin tidak memenangkan
tender. Atas kekalahan tender tersebut maka terjamin dapat menuntut bank ke
pengadilan dengan gugatan perbuatan mel awan hukum.*®

4. Risiko Reputasi
Risiko reputasi pada suatu bank dapat tercipta saat citra produk bank garans
dalam rangka proyek di bank yang bersangkutan dinila buruk oleh
nasabahnya. Citra buruk produk bank garans dapat tercipta atas adanya
pemalsuan produk bank garansi dalam rangka proyek di suatu bank oleh
oknum yang tidak bertanggungjawab.’?’ Isu atas pemalsuan produk bank
garansi dalam rangka proyek pada suatu bank tentu akan menyebabkan
buruknya penilaian masyarakat atas produk bank garansi di bank tersebut.
Selanjutnya, penilaian buruk terhadap produk bank garans tersebut oleh
nasabah menimbulkan kurangnya minat nasabah untuk menerbitkan bank
garans pada bank yang bersangkutan. Selain dikarenakan isu bank garans
fiktif maka risiko reputasi atas penerbitan bank garansi dapat tercipta karena

124 \Wawancara dengan Bapak Nobel (praktisi bank garansi di Bank X), op.cit.,

125 Wawancara dengan |bu Ayu Deviana (pengamat bank garansi di Bank Indonesia),
tanggal 13 April 2010 pukul 11.00-12.30 WIB di Bank Indonesialt.11.

126 \Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 23 Maret
2010, op.cit.,

7 I bid,
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adanya permasalahan hukum atas penerbitan bank garans itu sendiri.
Permasalahan hukum antara bank dengan nasabah menyebabkan citra bank
yang bersangkutan menjadi buruk. Buruknya citra bank menyebabkan
kepercayaan nasabah lain menurun sehingga enggan menggunakan jasa bank
yang bersangkutan. Buruknya penilaian masyarakat terhadap Bank dapat
menyebabkan stakeholder Bank yang bersangkutan berpandangan negative
atas kelangsungan usaha bank selanjutnya. Akhirnya tingkat kepercayaan
stakeholder terhadap bank umum konvensional tersebut menjadi berkurang.

5. Risiko Kepatuhan

Risko kepatuhan berarti risiko akibat bank tidak mematuhi peraturan
perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan yang
mungkin terjadi dalam hal penerbitan bank garansi adalah risiko akibat Bank
tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang memuat prinsip kehati-
hatian atas penerbitan bank garansi. Adapun kewagjiban bank untuk
menerapkan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi adalah diatur
oleh pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 29

(2) Bank waib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan
ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manaemen,
likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubung-an
dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan
prinsip kehati-hatian.*?®

6. Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas merupakan dampak puncak atas terjadinya risiko kredit.
Daam hal ini, risiko kredit yang terjadi atas bank garansi dalam rangka proyek
dapat mengakibatkan dana yang dimiliki bank semakin berkurang. Jika risiko
kredit terus bertambah ataupun risiko kredit dalam skala nilai yang besar maka

28 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998, op.cit., ps. 29 ayat (2).
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bukan mustahil bahwa bank umum konvensiona akan kekurangan dana.'®
Akibatnya bank umum konvensional tidak memiliki kemampuan untuk
mengembalikan dana nasabah yang dititipkan kepadanya serta tidak mampu
lagi menyalurkan dana kepada masyarakat.

3.2.Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Konvensional Atas Penerbitan

Bank Garans Dalam Rangka Proyek
3.2.1. Ketentuan Prinsip Kehati-hatian M enurut Hukum Perbankan

Demi menjaga kelangsungan usahanya maka bank umum konvensional

terus mengembangkan kegiatannya. Apalagi mengingat bahwa pengaturan pada
pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum konvensiona
dibolehkan untuk melakukan kegiatan lain (selain yang diatur di dalam Undang-
Undang Perbankan) yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Sementara itu, pada tiap kegiatan pasti ada potensi risiko yang
membuntuti. Begitupun kegiatan yang dilakukan oleh bank umum konvensional.
Risiko yang tidak dikelola dengan baik oleh bank umum konvensional maka akan
meni mbulkan dampak negatif. Adapun dampak negatif atas buruknya pengelolaan
risiko adalah :**°
- Bagi pemegang saham :

1. Kehilangan seluruh investasi mereka karena bangkrutnya bank

2. Penurunan nilai investas karena harga saham bank yang turun (jika

banknya adal ah perusahaan terbuka)

3. Kehilangan dividen karena penurunan |aba bank

4. Pemegang saham bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi pada bank
- Bagi karyawan :

129 Wawancara dengan |bu Ayu Deviana (pengamat bank garansi di Bank Indonesia),
op.cit.,

30 gulad Sri Hardanto, op.cit., hal. 12-13.
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1. Kehilangan pendapatan karena penurunan bonus atau penundaan
peningkatan gaji. Hal ini terjadi sebaga dampak penurunan pendapatan
pada bank

2. Kehilangan pekerjaan karena bangkrutnya bank

Bagi nasabah :

1. Penurunan kualitas pelayanan konsumen

2. Penurunan ketersedian produk

3. KrisisLikuiditas

Banyaknya dampak negatif atas buruknya pengelolaan risiko tentunya memaksa
bank umum konvesional untuk mengelola risiko dengan baik. Salah satu upaya
mengelola risiko yang baik adalah dengan meminimalkan risiko tersebut. Upaya
meminimalkan risiko dikenal dengan istilah prinsip kehati-hatian (prudential
principle).

Adapun pengertian prudential principle menurut penjelasan pasa 4
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem
Nilai Tukar adalah “salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam
pengelolaan bank, baik melakukan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan.”**! Secara harfiah
prudential principle berasal dari kata prudence atau prudent yang berarti capable
of exercising sound judgement in pratical matters (mampu memberikan penilaian
secara objektif dalam lapangan praktis); cautious or discreet in conduct, not rash
(penuh pertimbangan dalam bertindak, tidak terburu-buru); managing carefully
and with economy (mengelola secara hati-hati dan ekonomis).™ Pengaturan
terhadap prudential principle (prinsip kehati-hatian) telah dikenal pada tahun
1992. Saat itu, pengaturan prinsip kehati-hatian terdapat di pasal 2 dan pasal 29
ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

B! Indonesia, Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai
Tukar,op.cit., penjelasan ps. 4 ayat (1).

132 R. Dushanto Ishadi, op.cit., hal. 92. Kutipan dari Victoria Neufeldt, ed. In Chief and

David B. Guralnik, ed. In Chief Emeritus, Webster’s New World College Dictionary, 3" ed., (New
York, NY : Simon and Schuster Macmillan Company, 1997), hal. 1085.
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Pasal 2
Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. >

Pasal 29

(3) Bank wagib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai
dengan prinsip kehati-hatian.***

Akan tetapi pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maka prinsip kehati-hatian diatur di
dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat (2).

Pasal 29

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan
ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manaemen,
likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubung-an
dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan
prinsip kehati-hatian.'*

Ketentuan mengena prinsip kehatian-hatian juga diatur pada Undang-
Undang tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa
dan Sistem Nilai Tukar. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999
sebagaimana telah diubah pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah kedua menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia, prinsip kehati-
hatian diatur di dalam pasal 25 ayat (1).

Pasal 25

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia
berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat
prinsip kehati-hatian.

33 Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31
Tahun 1992, TLN No. 3472, ps. 2.

B34 1bid.,, ps. 29 ayat (3).

% Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998, op.cit., ps. 29 ayat (2).
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(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bank Indonesia. **°

Sedangkan pengaturan prinsip kehati-hatian di dalam Undang-Undang nomor 24
Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar terdapat di pasal 4
ayat (1) dan penjelasan pasal 4 ayat (1).

Pasal 4

(1)Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia
menetapkan ketentuan atas berbagai jenis transaksi devisa yang
dilakukan oleh bank.*’

Penjelasan pasal 4 ayat (1)

(1) Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya
untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik
melalui  ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun
ketentuan intern bank yang bersangkutan. ***

Pentingnya prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan juga disadari
oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, tiap peraturan Bank Indonesia yang
dikeluarkan memang selalu ditujukan agar bank berhati-hati dalam menjalankan
usshanya.**

3.2.2. Ketentuan Prinsip Kehati-hatian atas Penerbitan Bank Garans dalam
rangka Proyek

Risiko yang dimiliki oleh bank umum konvensional atas penerbitan bank

garans dalam rangka proyek memang tidak sedikit. Adapun risiko yang meliputi

adalah risiko kredit, riskko operasional, risiko reputasi, risiko hukum, risiko

kepatuhan dan risiko likuiditas. Bertolak atas hal tersebut, adapun beberapa

38 |ndonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Perpu Nomor 2
Tahun 2008, LN No. 142 Tahun 2008, TLN No. 4901, ps. 25 ayat (1) dan ps. 25 ayat (2).

37 |ndonesia, Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar,op.cit.,
ps. 4 (1).

138 | bid., penjelasan ps. 4 ayat (1).

139 Wawancara dengan Ibu Ayu Deviana (pengamat bank garansi di Bank Indonesia),
op.cit.,
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ketentuan di dalam Undang-Undang Perbankan terkait prinsip kehati-hatian atas

penerbitan bank garansi dalam rangka proyek, yaitu :

Pasal 8

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah, Bank Umum wajib mempunya keyakinan berdasarkan
analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta
kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang
diperjanjikan.

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan
dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 1°

Pasal 11

(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenal batas maksimum
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,
pemberian jaminan, penempatan investas surat berharga atau hal lain
yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau
sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-
perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang
bersangkutan.***

Pasal 29

(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip

syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh

cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang
mempercayakan dananya kepada bank.**

Bank Indonesia pun sebagai pengawas atas kegiatan perbankan di
Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan Bank Indonesia yang memuat
prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek. Peraturan
Bank Indonesia yang dimaksud adalah :

1. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia SK Dir Bl No. 23/88/KEP/DIR

Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank,

0 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992, UU No. 10 Tahun 1998, op.cit., ps. 8 ayat (1) dan ps. 8 ayat (2).

Y1 bid., ps. 11 ayat (1).

"2 |bid., ps. 29 ayat (3).
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2. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia SK Dir Bl No. 27/162/KEP/DIR
Tangga 31 Maret 1995 tentang Kewgjiban Penyusunan dan Pelaksanaan
K ebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum,

Selain diatur oleh kedua Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia diatas maka

ketentuan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek

jugadiatur pada:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI1/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia
Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PB1/2005 tentang Transparansi Informasi
Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Adapun ketentuan di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.o.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit Bank Umum terkait prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank
garansi dalam rangka proyek adalah :

Pasal 1

(2). Batas Maksmum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut dengan
BMPK adaah persentase maksimum penyediaan dana yang
diperkenankan terhadap modal Bank.

(3). Penyediaan Dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk:
a. kredit;

b. surat berharga;

C. penempatan;

d. surat berharga yang dibeli dengan janji dijua kembali;

e. tagihan akseptas;

f. derivatif kredit (credit derivative);

0. transaksi rekening administratif;

h. tagihan derivatif;

i. potential future credit exposure;

|. penyertaan modal;

k. penyertaan modal sementara;

|. bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan
dengan huruf a sampai dengan huruf k.
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(17). Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan
kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, letter of credit
(L/C), stand-by letter of credit (SBLC), dan atau kewagjiban komitmen
dan kontinjensi lain, kecuali fasilitas Kredit yang belum ditarik.

(18). Peminjam adalah nasabah perorangan atau perusahaan/badan yang

memperoleh Penyediaan Dana dari Bank, termasuk:

e. pemohon (applicant), untuk Penyediaan Dana berupa jaminan
(guarantee), letter of credit (L/C), standby letter of credit (SBLC),
atau instrumen serupalainnya; **3

Pasal 2

(1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manaemen risiko
dalam memberikan Penyediaan Dana, khususnya Penyediaan Dana
kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana besar (large exposures), dan atau
Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap
Bank.

(2) Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank wajib memiliki pedoman
kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak
Terkait, Penyediaan Dana besar (large exposures), dan atau Penyediaan
Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.'*

Pasal 4
Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank
ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank.**

Pasal 11

(1) Penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam yang bukan merupakan
pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari
modal bank.

(2) Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan
merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima
perseratus) dari modal bank.'*°

Pasal 20

3 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Batas Maksimum Pemberian
Kredit Bank Umum, PBI No. 8/13/PBI1/2006 j.0. PBI No. 7/3/PBI/2005, ps. 1 angka (2), (3), (17)
dan (18) huruf (e).

¥ 1pid., ps. 2.

Y5 |bid., ps. 4.

¥ |bid., ps. 11 ayat (1) dan ayat (2).
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(1) Penyediaan dana untuk transaksi rekening administratif berupa
jaminan (guarantee), letter of credit (L/C), standby letter of credit
(SBLC), atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai penyediaan
dana kepada pemohon (applicant).

(2) BMPK untuk transaksi rekening administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung sebesar nila yang telah diterbitkan
(outstanding).**

Pasal 27
(1) Ketentuan BMPK dikecualikan untuk:
c. bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh :
1) agunan dalam bentuk agunan tunal berupa giro, deposito, tabungan,
setoran jaminan dan atau emas,
2) agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah
Indonesia dan atau Bank Indonesia,
sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan
dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan,
termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran
pokok/bunga;
b) bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan
(irrevocable);
c) jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a)
paling kurang sama dengan jangka waktu penyediaan dana;
d) memiliki pengikatan hukum yang kuat (legally enforceable)
sebagal agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari
sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, termasuk
tujuan penjaminan yang jelas;
€) untuk agunan tunai sebagamana dimaksud pada angka 1),
dissimpan atau ditatausahakan pada Bank penyedia dana atau pada
prime bank.**®

Pasal 40

(1) Penyediaan Dana Bank kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga
puluh perseratus) dari Modal Bank.'*

Hakikatnya, pengaturan tentang batas maksimum pemberian kredit
merupakan salah satu unsur dari prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Perihal
bank garans sebaga salah satu penyediaan dana yang wajib dikenakan prinsip

Y7 1pid., ps. 20 ayat (1) dan (2).
8 1pid., ps. 27 ayat (1) huruf (c).

¥ |bid., ps. 40 ayat (1).
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kehati-hatian, tidak hanya diatur di dalam peraturan bank Indonesia tentang batas
maksimum pemberian kredit tepatnya di dalam pasal 1 angka (3) j.o. pasa 1
angka (17). Bank garansi dalam rangka proyek sebagai produk yang wajib
dikenakan prinsip kehati-hatian juga diatur di dalam Lampiran Surat Keputusan
Direks Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tentang Pedoman Penyusunan
Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB). Menurut ketentuan tersebut,
pengertian kredit tidak hanya terbatas pada pemberian fasilitas kredit yang lazim
dibukukan dalam pos kredit pada aktiva dalam neraca bank, namun termasuk pula
pembelian surat berharga yang disertai note purchase agreement atau perjanjian
kredit, pembelian surat berharga lainnya yang ditertibkan oleh nasabah,
pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang dan pemberian jaminan bank
diantaranya meliputi akseptasi, endosemen, dan awal surat-surat berharga. Oleh
karena itu, pembahasan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam
rangka proyek juga tidak lepas dari ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No. 27/162/ KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman
Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank. Menurut pasa 1 ayat (1) Surat
Keputusan Direktur Bank Indonesia SK Dir Bl No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31
Maret 1995 diatur bahwa bank umum wajib memiliki Kebijaksanaan Perkreditan
Bank secara tertulis. Kemudian, menurut Bab Il Lampiran Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia No. 27/162/ KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995, prinsip
kehati-hatian dalam perkreditan meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan, tata
cara penilaian kualitas kredit dan profesionalisme serta integritas pejabat
perkreditan.

K ebijaksanaan pokok dalam perkreditan kurang lebih meliputi :
1. Pokok —pokok pengaturan mengenai :

a. Prosedur perkreditan yang sehat, termasuk persetujuan kredit,
prosedur dokumentasi, dan administrasi kredit serta prosedur
pengawasan kredit.

b. Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus.

c. Perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi
(kredit yang diplafondering).

d. Prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan  prosedur
penghapusbukuan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit
macet.
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e. Tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai
bank yang diperoleh dari hasil penyel esaian kredit.

2. Pokok — pokok pengaturan mengenai batas maksimum pemberian
kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan atau debitur-
debitur besar tertentu yang sekurang-kurangnya mencakup :

a. Batas maksimum penyediaan keseluruhan fasilitas kredit yang akan
diberikan oleh bank sendiri kepada pihak-pihak tersebut di atas
dalam angka persentase terhadap jumlah keseluruhan kredit dan
jumlah modal bank berdasarkan perhitungan kewajiban penyediaan
moda minimum (KPMM) bank,

b. Tata cara penyediaan kredit kepada pihak-pihak tersebut diatas
yang akan disindikasikan, dikonsorsiumkan dan dibagi risikonya
dengan bankbank lain,

c. Persyaratan kredit kepada pihak-pihak tersebut di atas khususnya
mengenai perbandingan suku bunga kredit dengan yang ditetapkan
terhadap debitur-debitur lainnya serta bentuk dan jenis agunan,

d. Kebijaksanaan bank dalam pemberian kredit kepada pihak-pihak
tersebut di atas dalam kaitannya dengan ketentuan perkreditan,
khususnya ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK)

3. Sektor ekonomi, sector pasar, kegiatan usaha dan debitur yang
mengandung risiko tinggi bagi bank,

4. Kredit yang perlu dihindari antaralain:

a. Kredit untuk tujuan spekulasi.

b. Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup,
dengan catatan bahwa informasi untuk kredit-kredit kecil dapat
disesuaikan seperlunya oleh bank,

c. Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank,

d. Kredit kepada debitur bermasalah dan atau macet pada bank lain™

Pengaturan bahwa bank garansi dalam rangka proyek dikenakan batas maksimum
pemberian kredit juga diatur di dalam pasal 7 Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi
Oleh Bank.

Tata cara penilaian kualitas kredit yang dimaksud oleh Bab Il Lampiran
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/ KEP/DIR Tanggal 31 Maret
1995 adalah penilaian kualitas kredit harus didasarkan pada suatu tata cara yang
bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas kredit yang
dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia. Prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek

%0 Bank Indonesia, Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia tentang Kewajiban
Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, SK Dir Bl No.
27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995, lampiran.
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juga diatur di daam pasa 6 Surat Keputusan Direks Bank Indonesia No.
23/88/KEP/DIR Tangga 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank.

Pasal 6
Bank dalam memberikan garansi harus mengadakan penilaian atas
bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin. ***

Selanjutnya pada angka 10 dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU

Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank, telah diatur lebih

detail tentang ketentuan pada pasal 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.

23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991, yakni :

a. Mendliti bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin,

b. Mendliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan
garansl yang sesuai,

¢. Menila jumlah jaminan yang akan diberikan menurut kemampuan bank,

d. Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra
garansi sesuai dengan kemungkinan terjadinyarisiko.

Penilaian kualitas kredit juga diatur di dalam Bab 1V Lampiran Surat Keputusan

Direksi Bank Indonesia No. 27/162/ KEP/DIR Tangga 31 Maret 1995. Menurut

angka 442 Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/

KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995, diketahui bahwa setiap permohonan kredit

yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis kredit secaratertulis, dengan

prinsip sebagai berikut :

1. Bentuk, format dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank disesuaikan
dengan jumlah dan jenis kredit.

2. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit
sebagaimana dimaksudkan dalam angka 410 PPKPB ini, apabila pemohon
telah mendapat fasilitas kredit dari bank atau dalam waktu bersamaan
mengajukan permohonan kredit lainnya kepada bank. Adapun yang dimaksud
dengan konsep hubungan total pemohon kredit adalah persetujuan pemberian

151 Bank Indonesia, Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia tentang Pemberian
Garansi Oleh Bank, op.cit., ps. 6.
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kredit tidak boleh didasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan

untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus atas

dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan
atau diberikan secara bersamaan oleh bank.

. Anadlisis kredit harus dibuat secaralengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-

kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data
pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet,

- Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau
kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari
kemungkinan terjadinya praktek mark-up yang dapat merugikan bank,

- Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak
yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Analisis kredit tidak boleh
merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenunhi
prosedur perkreditan.

. Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian atas watak,
kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal
dengan 5C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang
dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan
evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas
risiko yang mungkin timbul.

. Dalam pemberian kredit sindikasi, analisis kredit bagi bank yang merupakan

anggota sindikas harus meliputi pula penilaian terhadap bank yang bertindak

sebagal bank induk.

Pada Bab Il Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.

27/162/ KEP/DIR Tangga 31 Maret 1995, juga terdapat pengaturan mengenai

profesionalisme dan integritas pegjabat perkreditan yang meliputi 1) pelaksanaan

kemahiran professional di bidang perkreditan secara jujur, objektif, cermat dan

seksama, dan 2) pemahaman atas ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998.
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Pasal 49

(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan
senggja: a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui
untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan,
uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk
keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha
mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank
garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian
atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes,
cek, dan kertas dagang atau bukti kewagjiban lainnya, ataupun dalam
rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan
penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang
ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku
bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3
(tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-
kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling
banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). >

Pengaturan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garans dalam
rangka proyek juga diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/28/PB1/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme Bagi Bank Umum. Menurut ketentuan tersebut maka diketahui bahwa

Pasal 1

(7)Customer Due Dilligence yang selanjutnya disebut sebagai CDD
adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang
dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaks tersebut sesual
dengan profil Nasabah.'*

Pasal 9
Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat:
a. melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah™’

152 | ndonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, op.cit., pasal 49 ayat (2)

53 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, PBI No.
11/28/PBI1/2009, ps. 1 angka (7).

> 1bid.,ps. 9.
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Pasal 11

(1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib
meminta informas yang memungkinkan Bank untuk dapat
mengetahui profil calon Nasabah.

(2) Identitas calon Nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan
dokumen-dokumen pendukung.®

Pasal 13

(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling
kurang mencakup:

a. Bagi calon Nasabah perorangan:

1) identitas Nasabah yang memuat:

a) namalengkap termasuk alias apabila ada;

b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan
dokumen dimaksud;

c¢) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas,

d) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada;

€) tempat dan tanggal |ahir;

f) kewarganegaraan;

g) pekerjaan;

h) jenis kelamin; dan

1) status perkawinan;

b. Bagi calon Nasabah perusahaan selain Bank:

1) nama perusahaan;

2) nomor izin usaha dari instansi berwenang;

3) alamat kedudukan perusahaan;

4) tempat dan tanggal pendirian perusahaan;

5) bentuk badan hukum perusahaan;

6) identitas Beneficial Owner, apabila Nasabah mewakili Beneficial
Owner,

7) sumber dana;

8) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan
dilakukan calon Nasabah perusahaan dengan Bank; dan

9) informasi lain yang diperlukan>®

Pasal 14

Untuk Nasabah perorangan dan WIC sebagai mana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (2) huruf a, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) huruf a angka 1) wagjib didukung dengan dokumen identitas
Nasabah dan spesimen tanda tangan.**’

5 |bid., ps. 11.
% 1pid., ps. 13.

7 1bid.,ps. 14.
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Pasal 15

(1) Untuk Nasabah perusahaan, informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1), angka 2), angka 3), angka 4),
angka 5), angka 6), dan angka 7) wgjib didukung dengan dokumen
identitas perusahaan dan:

a. Untuk Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha
kecil ditambah dengan:

1) spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk
mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan
dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;

2) kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP
sesual dengan ketentuan yang berlaku; dan

3) Surat lzin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

b. Untuk Nasabah perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan
usahakecil selain disertai dokumen sebagai mana dimaksud pada huruf
aangka 2) dan angka 3), ditambah dengan:

1) laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;

2) struktur manajemen perusahaan;

3) struktur kepemilikan perusahaan; dan

4) dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili
perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank.**®

Pasal 18

(2) Bank wajib memastikan apakah calon Nasabah atau WIC mewakili
Beneficial Owner untuk membuka hubungan usaha atau melakukan
transaksi.

(2) Dalam hal calon Nasabah atau WIC mewakili Beneficial Owner
untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, Bank wajib
melakukan prosedur CDD terhadap Beneficial Owner yang sama
ketatnya dengan prosedur CDD bagi calon Nasabah atau WIC.**

Pasal 19

(1) Bank wajib memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi
lainnya mengenai Beneficial Owner, antaralain berupa:

a. bagi Beneficial Owner perorangan:

1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf &

2) hubungan hukum antara calon Nasabah atau WIC dengan Beneficial
Owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian,
surat kuasa atau bentuk lainnya; dan

3) pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran
identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner .

b. bagi Beneficial Owner perusahaan, yayasan atau perkumpulan:

%8 1bid., ps. 15.

9 1pid., ps. 18.

Universitas Indonesia

Penerapan prinsip..., Bahtera Novinda, FH Ul, 2010



70

1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ayat
(2);

2) dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir
perusahaan, yayasan, atau perkumpulan; dan

3) pernyataan dari caon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran
identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner.*®

Pasal 21

(1) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan
verifikas terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasa 17 ayat (1)
berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat
dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut
adal ah data terkini. "

Pasal 23

(1) Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon

Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal calon

Nasabah atau WIC:

a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal
19;

b. diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang
tidak benar; atau

c. berbentuk Shell Bank atau Bank yang mengizinkan rekeningnya
digunakan oleh Shell Bank.

Pasal 27

1) Bank wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15,
Pasal 16,Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 serta menatausahakannya.

2) Dalam melakukan pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bank wagjib:
a. melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen

Nasabah'®

Pasal 50

(4) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasa 4, Pasa 5, Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8, Pasal
9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,
Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), ayat (4), dan ayat (6), Pasal 22
ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 24, Pasa 25

1% |bid., ps. 18.
181 1pid., ps. 21.

192 1pid., ps. 27.
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ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), ayat

(2), dan ayat (4), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasa 34,

Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasa 42,

Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49, dan/atau Pasal 51

Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait

lainnya dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

daam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

10 Tahun 1998 dan Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah, antara lain berupa:

a. teguran tertulis;

b. penurunan tingkat kesehatan Bank;

c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;

d. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang
saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus
dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan
administrasi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan
Bank Indonesia yang berlaku; dan/atau

e. pemberhentian pengurus Bank.'%*

Pengaturan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam

rangka proyek juga diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor

7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data
Pribadi Nasabah. Adapun menurut ketentuan tersebut maka dapat diketahui

bahwa:

Pasal 2
(1) Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengena Produk

Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah.

(2) Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank

dan penggunaan Data Pribadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur
tertulis yang meliputi:

a. transparansi informasi mengenal Produk Bank; dan

b. transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah;

(3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

diberlakukan di seluruh Kantor Bank. %4

183 | bid., ps. 50 ayat (3) dan (4).

184 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk

dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI No. 7/6/PBI1/2005, ps. 2 ayat (1), (2) dan (3).
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Pasal 4

(1) Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia
secaralengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan
kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan.

(3) Daam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan
(mislead) dan atau tidak etis (misconduct).*®

Pasal 5
(1) Informasi mengenai karakteristik Produk Bank sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya melipuiti:
a. Nama Produk Bank;
b. Jenis Produk Bank;
c. Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank;
d. Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank;
e. Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank;
f. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;
g. Jangka waktu berlakunya Produk Bank; dan
h. Penerbit (issuer/originator) Produk Bank;
(2) Dalam hal Produk Bank terkait dengan penghimpunan dana, Bank
wajib memberikan informasi mengenai program penjaminan terhadap
Produk Bank tersebut.'*

Pasal 6

(1) Bank wajib memberitahukan kepada Nasabah setigp perubahan,
penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

(2) Pemberitahuan sebagamana dimaksud pada ayat (1) wajib
disampaikan kepada setiap Nasabah yang sedang memanfaatkan
Produk Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya
perubahan, penambahan dan atau pengurangan pada karakteristik
Produk Bank tersebut.'®’

Pasal 7

Bank dilarang mencantumkan informasi dan atau keterangan mengenal
karakteristik Produk Bank yang letak dan atau bentuknya sulit terlihat
dan atau tidak dapat dibaca secara jelas dan atau yang pengungkapannya
sulit dimengerti.**®

1% 1pid., ps. 4 ayat (1), (2) dan (3).
1% pid., ps. 5 ayat (1) dan (2).
187 1pid., ps. 6 ayat (1) dan (2).

1% |bid., ps. 7.
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Pasal 8

(1) Bank wajib menyediakan layanan informasi karakteristik Produk
Bank yang dapat diperoleh secara mudah oleh masyarakat.

(2) Penyediaan layanan informasi mengenai Produk Bank sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan-ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.1%°

Pasal 12

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,
dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran
tertulis.

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperhitungkan dengan komponen penilaian tingkat kesehatan
Bank.!™

Prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek

jugadiatur di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR
Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank. Menurut pasal 2
ayat (2) ketentuan tersebut, diatur bahwa garansi bank diterbitkan dengan memuat

sekurang-kurangnya sebagai berikut :

a

Judul “Garansi Bank” atau “Bank Garans”
b. Namadan alamat bank pemberi garansi
c. Tangga penerbitan bank garansi

d.
e

. Jumlah uang yang dijamin

Transaks antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan

Dalam hal ini, jumlah uang yang dijamin tidak boleh melebihi jumlah uang
yang tertera dalam perjanjian pokoknya. Adapun hal ini diatur di dalam pasal
1822 KUHPer.

Pasal 1822 KUHPer

19 1pid., ps. 8 ayat (1) dan (2).

170 |bid., ps. 12 ayat (1) dan (2).
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(1)Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk Iebih
maupun dengansyarat-syarat yang lebih berat daripada perikatan s
berutang.

(2)Adapun penanggungan boleh diadakan untuk hanya sebagian sgja dari
utangnya atau dengan syarat-syarat yang kurang. Jika penanggungan
diadakan untuk lebih dari utangnya atau dengan syarat-syarat yang
lebih berat maka perikatan itu tidak sama sekali batal melainkan ia
adalah sah hanya untuk apa yang diliputi oleh perikatan pokoknya. "

. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya garansi bank

Jangka waktu berakhirnya perjanjian bank garansi karena berakhirnya
perjanjian pokok dan berakhirnya garans bank sebagaimana ditetapkan di
dalam garansi bank yang bersangkutan. Bank garansi merupakan sebuah
borgtocht sehingga juga harus memenuhi ketentuan pasal 1821 KUHPer. Jadi,
jangka waktu bank garansi tidak boleh melebihi jangka waktu perjanjian pokok
namun boleh kurang dari jangka waktu perjanjian pokoknya. Jangka waktu
yang kurang dari jangka waktu perjanjian pokok disebutkan dalam sertifikat
bank garansinya.

. Penegasan batas waktu pengajuan klaim

Daam hubungan ini untuk memperoleh keseragaman hendaknya dicantumkan
daam garans bank bahwa klaim dapat digukan segera setelah timbul
wanprestasi dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14
hari dan selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya garansi bank tersebuit.
. Pernyataaan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan
terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda s berutang untuk melunasi
hutangnya sesual dengan pasal 1831 KUHPer atau pernyataan bahwa penjamin
(bank) melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda s
berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya
susuai dengan pasal 1832 KUHPer.

Selain pengaturan pada pasal 2 ayat (2) maka prinsip kehati-hatian atas penerbitan

bank garansi dalam rangka proyek juga diatur pada pasal 2 ayat (4). Adapun isi
ketentuannya adalah sebagai berikut :

11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh

Subekti, op.cit., ps. 1822.
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Garansi bank dan standby L/C tidak memuat :
a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya
garansi bank atau stand by L/C , dan atau
b. Ketentuan bahwa garansi bank atau Standby L/C dapat diubah atau
dibatalkan secara sepihak. 2

12 Bank Indonesia, Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia tentang Pemberian
Garansi Oleh Bank, op.cit., ps. 2 ayat (4).
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BAB 4
ANALISISPENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN ATAS

PENERBITAN BANK GARANSI DALAM RANGKA PROYEK OLEH

BANK UMUM KONVENSIONAL (STUDI PADA BANK X)

4.1. Keberadaan Produk Bank Garans dalam rangka Proyek di Bank X

Bank X merupakan salah satu bank umum konvensional besar di

Indonesia. Salah satu bentuk garansi bank yang ditawarkan oleh Bank X adalah

bank garansi. Sebagai bank umum konvensional yang besar, jenis bank garansi

yang ditawarkan oleh Bank X sangat beragam. Adapun menurut website resmi

Bank X maka diketahui bahwa jenis bank garans dalam rangka proyek yang
ditawarkan oleh Bank X adalah :*

Bid Bond

Bid bond adalah bank garansi untuk menjamin bahwa kontraktor atau

L

leveransir atau peserta tender sebagai pemohon tidak akan mengundurkan diri

selama masa tender berlangsung dan bersedia menandatangani kontrak setelah

ditunjuk sebagal pemenang tender.

Bank Garansi Pel aksanaan atau Performance Bond

Y ang termasuk ke dalam kelompok ini adalah :

Bank garansi jaminan pemeliharaan atau maintenance bond

Maintenance bond merupakan bank garansi untuk menjamin bahwa
pelaksana proyek sebagai pemohon akan melaksanakan pemeliharaan
terhadap proyek yang telah selesai selama masa pemeliharaan berlangsung.
Bank garansi pelaksanaan pekerjaan

Bank garansi pelaksanaan pekerjaan merupakan bank garansi untuk
menjamin  bahwa penerima pekerjaan sebagai pemohon  akan
menyelesailkan pekerjaan yang diserahkan pemberi kerja atau pemilik
proyek.

Bank garansi pembayaran

Bank garansi pembayaran merupakan bank garansi untuk menjamin bahwa
pemberi kerja atau pemilik proyek sebagai pemohon akan melakukan

173 Bank X, Website resmi Bank X, 24 Maret 2010.
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pembayaran kepada pelaksana atau penerima pekerjaan sesual kontrak atau
perjanjian.
3. Bank Garansi Jaminan Uang Muka atau Advance Payment Bond
Advance Payment Bond merupakan bank garansi untuk menjamin bahwa
pelaksana proyek sebaga pemohon akan melaksanakan pekerjaan atau
kewajibannya setelah menerima uang muka pekerjaan dari pemberi kerja.
Atas penerbitan bank garans dalam rangka proyek maka Bank X
mengenakan berbagai biaya. Adapun biaya yang dimaksud adalah ;"
1. Biayaprovis
Besaran biaya provisi yang dikenakan tergantung kepada kontragaransi yang
dimiliki oleh nasabah. Jika kontragaransi sebesar 100 % atas nilai bank garans
maka akan dikenakan biaya provis pada umumnya. Sedangkan jika
kontragarans kurang dari 100 % atas nilai bank garans maka besaran biaya
provis tergantung kepada penilaian analisis dari praktisi bank garansi di Bank
X (account manager bagian bisnis unit Bank X). Tentunya penilaian kualitas
kredit ini berpedoman kepada Standar Prosedur Kredit yang dimiliki oleh Bank
X. Adapun semakin bagus penilaian kualitas kredit maka semakin kecil biaya
provis yang dikenakan. Hal ini dikarenakan semakin bagus penilaian kualitas
kredit maka risiko yang dihadapi akan semakin kecil sehingga sangat wajar
Jika provisi yang dikenakan pun semakin kecil. Biaya provisi yang dikenakan
terdiri dari dua jenis pengenaan biaya per quarter (tiap 4 bulan sekali) dan per
annum (setahun sekali). Range biaya provisi per quarter paling besar adalah ¥4
% dari nilai bank garansi sedangkan range biaya provisi per annum adalah 1%
- 1 %% dari nilai bank garansi.
2. Biayaadministras
Biaya administras yang dikenakan oleh Bank X adalah sebesar Rp. 250.000,00
(duaratus lima puluh ribu rupiah).
Bank X memberlakukan pengenaan biaya melalui pendebitan pada rekening giro
ataupun tabungan nasabah pemohon.*’

174 Wawancara dengan Bapak Nobel (praktisi bank garansi di Bank X), op.cit.,
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Bank X memiliki dua cara untuk menerbitkan bank garansi dalam rangka
proyek. Pertama yakni penerbitan bank garans dengan pengajuan kontragaransi
sebesar 100 % dari nilai bank garansi. Kedua yakni penerbitan bank garansi
dengan penggjuan kontragaransi kurang dari 100 % atas nilai bank garansi.
Adapun jenis kontragaransi yang diminta oleh Bank X adalah :*"®
1. Kontragaransi sebesar 100 % atas nilai bank garansinya maka dapat berupa

setoran tunai ke rekening tertentu, pemblokiran rekening tabungan,
pemblokiran rekening giro dan pemblokiran deposito. Hakikatnya, penerbitan
bank garansi dalam nilai uang yang besar. Sehingga yang dimaksud dengan
setoran tunai bukanlah setoran uang tunai milik nasabah melainkan pendebitan
rekening giro atau tabungan milik nasabah. Pendebitan rekening nasabah akan
ditujukan kepada rekening tertentu yang telah ditetapkan oleh Bank X.
Penguasaan dana tersebut selama batas waktu penjaminan. Sedangkan
pemblokiran rekening giro, tabungan atau penguasaan warkat deposito berarti
selama masa jaminan rekening tersebut diblokir atau dikuasai dan pada saat
terjamin wanprestasi nanti baru bank X akan mendebit dana yang ada pada
rekening tersebut sesuai dengan nilai bank garansinya.

2. Kontragarans kurang dari 100 % atas nilai bank garansinya maka dapat berupa
fasilitas kredit non cash loan dengan atau tanpa disertai pemblokiran rekening
tabungan, pemblokiran rekening giro atau penguasaan warkat deposito yang
nilainya kurang dari 100 % atas nilai bank garansi.

Penerbitan bank garansi dengan pengajuan kontra garansi kurang dari 100 % atas

nilai bank garansi hanya dapat diberikan kepada nasabah yang mendapatkan

fasilitas kredit non cash loan dari Bank X. Oleh karena itu, bagi nasabah yang
ingin menerbitkan bank garansi di Bank X dengan pengajuan kontragaransi
kurang dari 100 % atas nilai bank garans, harus terlebih dahulu menggukan

permohonan fasilitas kredit non cash loan.

175 \Wawancara dengan dengan Ibu Z (Customer Service di Bank X), tanggal 26 Mei 2010
pukul 09.30-10.00 WIB di kantor cabang Bank X.

178 \Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 23 Maret
2010, op.cit.,
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Fasilitas kredit non cash loan yang diberikan oleh Bank X dapat
dipergunakan untuk penerbitan bank garansi dalam rangka proyek. Pada dasarnya
tidak ada besaran limit maksimal untuk fasilitas kredit non cash loan. Namun ada
range kategori untuk fasilitas kredit non cash loan. Adapun kategori tersebut
adalah (hitungan per tahun) :*”’

- Corporate . lebih besar dari 300 Milliar
- Commercial : 300 Milliar
- Smal : 5 Milliar — 300 Milliar

Selayaknya kredit maka fasilitas kredit non cash loan juga berpedoman kepada
Standar Prosedur Kredit yang dimiliki oleh Bank X.
Prosedur pengajuan fasilitas kredit non cash loan adalah sebagai berikut:
1. Nasabah mengajukan permohonan pemberian fasilitas kredit non cash loan
kepada bagian account manager bisnis unit Bank X.'”® Dalam permohonan
tersebut maka nasabah pemohon diwajibkan menyerahkan berkas — berkas,
yaitu:

- Surat permohonan untuk pemberian fasilitas non cash loan
Pada surat permohonan tersebut dapat dijelaskan besaran nilal kredit yang
dimintakan nasabah pemohon, maksud dan tujuan permohonan kredit
tersebut.

- Company Profile meliputi riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha,
identitas perusahaan, nama pengurus dan pendidikannya, serta
perkembangan perusahaan.

- Laporan keuangan perusahaan

- Berkas legalitas Perusahaan seperti anggaran dasar perusahaan, ijin usaha
perusahaan, bukti kepemilikan agunan

- Rencana anggaran kerja perusahaan (RKAP)

Pada RKAP akan dijelaskan mengena rencana usaha perusahaan nasabah
dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Daam RKAP juga akan

177 Wawancara dengan Bapak Yuyut (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 3 Mei
2010, pukul 17.00-18.00 WIB, It.1 kantor pusat Bank X.

8 Ibid.,
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dijelaskan kepada sigpa sgja pada satu tahun ke depan perusahaan nasabah
akan bekerjasama.
Penilaian yang dilakukan oleh account manager tidak hanya sebatas pada berkas
tersebut melainkan diadakan survey lapangan, yaitu survey terhadap :
- Sistem informasi debitur Bank Indonesia
- Database kredit Bank X
- Posisi nasabah pemohon di pasar (khusus untuk nasabah pemohon yang go
public), atau
Khusus bagi nasabah pemohon yang merupakan perusahaan terbuka maka
jugadilakukan pemeriksaan pada “top ten customer” posisi di pasar.
- Survey ke perusahaan nasabah pemohon.
- Survey ke perusahaan calon pemberi pekerjaan untuk perusahaan nasabah
Data perusahaan calon pemberi pekerjaan terdapat di RKAP.
Disamping data dan survey tersebut, account manager pun akan melakukan
wawancara terhadap nasabah pemohon. Account manager juga mengumpulkan
data mengenal nasabah dan perusahaannya dari artikel berita. Data tersebut akan
turut disertakan dalam sistem penilaian persetujuan permohonan kredit. Adapun
account manager akan melakukan penilaian terhadap tujuh aspek, yaitu :
- Legalitas Perusahaan
- Manajemen perusahaan
- Pemasaran perusahaan
- Aspek Produksi dan Teknis Perusahaan
- Keuangan Perusahaan
- Agunan yang ditawarkan
Adapun agunan yang dapat diterima oleh Bank X adalah tanah, rumah,
alat-dat berat, piutang perusahaan dan kendaraan bermotor.
- Anaisis mengenai dampak lingkungan (amdal)

Daam pemberian kredit Bank X akan melakukan penilaian sehati-hati
mungkin. Bank X akan memberikan fasilitas kredit non cash loan sesual
dengan kebutuhan dari Perusahaan nasabah pemohon berdasarkan hasil

penilaian yang ada. Jika memang berdasarkan hasil penilaian Bank X maka
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jumlah kredit yang diberikan adalah lebih kecil daripada yang diminta oleh
nasabah maka Bank X hanya akan memberikan kredit sebatas penilaiannya
sga. Demi pengawasan atas kredit tersebut maka Bank X akan meminta
laporan triwulan dan laporan keuangan perusahaan setelah fasilitas kredit non
cash loan diberikan. Apakah fasilitas kredit non cash loan dipergunakan
dengan sebagaimana mestinya. Adapun pemeriksaan dilakukan melalui kontrak
proyek yang telah terjadi.

Saat penilaian tersebut, bagian bisnis juga akan menetapkan besaran
provisi dan kontra garans yang dapat dikenakan kepada nasabah apabila nanti
nasabah ingin menerbitkan bank garansi. Penilaian terhadap besaran provis
dan setoran jaminan yang dapat dikenakan kepada calon nasabah adalah
tergantung kepada penilaian 5 C. Hal ini dikarenakan semakin bagus 5C nya
maka peluang terjadinya risiko kredit atas pemberian fasilitas kredit non cash
loan pun akan semakin rendah sehingga keyakinan Bank X kepada nasabah
pun semakin besar. Semakin bagus penilaian 5C maka akan semakin rendah
biaya provisi dan kontra garansi yang wajib diberikan.

Dalam pemberian kredit maka Bank X turut memperhitungkan fasilitas
kredit yang sebelumnya sudah diberikan oleh Bank X kepada nasabah
pemohon. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan data base yang dimiliki oleh
Bank X.

2. Pemeriksaan oleh bagian Legal Committee™”
Setelah account manager dari bisnis unit memiliki hasil penilaian terhadap
permohonan fasilitas kredit non cash loan yang digjukan nasabah maka hasil
penilaiannya diperiksa oleh bagian Legal Committee. Adapun Legal Committee
akan memeriksa apakah prosedur penilaian yang dilakukan oleh account
manager dari bisnis unit telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam

Standar Prosedur Kredit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1% \Wawancara dengan Bapak Yuyut (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 17 Mei
2010, pukul 15.00-16.30 WIB, It. 1 kantor pusat Bank X.
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3. Persetujuan pemberian fasilitas kredit non cash loan oleh bagian Pemutus
Kredit™®
Hasil penilaian account manager yang kemudian diperiksa oleh legal
committee merupakan dasar bagi bagian pemutus kredit untuk memberikan
persetujuan pemberian fasilitas kredit non cash loan atau tidak atas
permohonan nasabah. Bila tidak ditemukan masalah menurut hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh legal committee maka bagian pemutus kredit
akan memberikan persetujuan atas permohonan pemberian fasilitas kredit
tersebut. Prosedur persetujuan pemberian fasilitas kredit non cash loan diawasi
oleh auditor dari Bank X. Audit yang dilakukan merupakan bagian dari audit
internal atas keseluruhan pel aksanaan kinerja Bank X.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Bank X
memberlakukan penerbitan bank garanss dalam rangka proyek dengan
kontragaransi sebesar 100 % dari nilai bank garansi dan kontragaransi kurang dari
100 % atas nilai bank garansi. Bagi nasabah yang tidak mampu memberikan
kontra garansi kurang dari 100 % atas nilai bank garansi, dapat juga mengajukan
permohonan penerbitan bank garansi dalam rangka proyek di Bank X asalkan
nasabah yang bersangkutan telah mendapatkan fasilitas kredit Non Cash Loan dari
Bank X.

Adapun prosedur penerbitan bank garansi dalam rangka proyek pada
Bank X adalah sebagai berikut :

1. Nasabah mengajukan permohonan penerbitan bank garansi dalam rangka
proyek di kantor cabang terdekat’®
Customer service biasanya menanyakan jenis bank garansi dalam rangka
proyek yang akan diterbitkan dan memberitahukan biaya yang dikenakan serta
berkas-berkas yang harus dilengkapi terkait permohonan penerbitan bank
garansi yang akan digjukan tersebut. Adapun berkas — berkas yang harus
dilengkapi adalah :

180 | hid.,

181 \Wawancara dengan Ibu Z (Customer Service di Bank X), tanggal 6 April 2010, pukul
08.00-10.00 Wib, di kantor cabang Bank X
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Formulir aplikasi penerbitan bank garansi dalam rangka proyek

Customer service juga mengingatkan nasabah agar mempelgari syarat —

syarat umum yang terdapat di dalam formulir aplikasi penerbitan bank

garansi dalam rangka proyek dengan seksama. Syarat-syarat umum yang

ditetapkan oleh Bank X adalah :**

a. Pernyataan-pernyataan pemohon berkaitan dengan perbedaan jenis bank
garansi

e Pemohon menyetujui bahwa apabila penerima jaminan/beneficiary
dari sebuah independen garansi (yaitu garans yang mewajibkan
pembayaran pada kesempatan pertama atas permintaan pembayaran
dari penerima jaminan dimana keberatan yang timbul berdasarkan
perjanjian pokok/underlying transaction diabaikan) mengajukan klaim
sesual dengan syarat-syarat dalam garansi, maka pembayaran akan
dilakukan dengan segera dan Bank X tidak berkewgjiban untuk
memeriksa kebenaran pernyataan yang diberikan penerima jaminan
pada klaim yang digukan (misanya pakah kewsgjiban kontrak
memang sudah jatuh tempo, atau apakah kewajiban atas kontrak telah
dilaksankan). Pemohon mengetahui bahwa yang termasuk dalam
independen guarantee adalah standby letter of credit yang tunduk pada
UCP 600 (dan perubahannya) atau ISP 98 dan Bank Guarantee yang
tunduk pada ICC Publication No. 458 (dan perubahannya).

e Pemohon menyetujui bahwa kecuali apabila menurut penilaian bank
terdapat kecurigaan bahwa klam yang digjukan oleh penerima
jaminan merupakan penipuan, bank tidak dapat menolak klaim yang
sesual dengan garansi meskipun terdapat penolakan adanya
wanprestasi atas perjanjian pokok/underlying transaction (misalnya
bahwa kewajiban sebenarnya belum jatuh tempo, atau bahwa
sesungguhnya kewajiban telah dilaksanakan sesuai kontrak dil). Hal

ini juga berlaku apabila klaim digjukan karena pemohon wanprestas

182 Bank X, Aplikasi Penerbitan Garansi pada Bank X.
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yang disebabkan oleh hal-hal diluar control pemohon seperti force
majeur, perang, bencanaadam dlil.

e Pemohon menyetujui bahwa garansi yang diterbitkan berdasarkan
SKDir Bl No. 23/83/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1999, merupakan
accesoir dari perjanjian pokok/underlying transaction-nya sehingga
jangka waktu garansi akan berakhir selain karena berakhirnya jangka
waktu seperti yang tercantum dalam garansl, juga karena berakhirnya
perjanjian pokok.

e Pemohon menyetujui bahwa garans yang diterbitkan oleh bank
koresponden di luar Indonesia berdasarkan kontragaransi dari bank,
tunduk pada hukum negara bank penerbit kecuali apabila disebutkan
lain. Pemohon mengetahui bahwa bank dalam hal ini, tidak memiliki
kompetensi yang cukup untuk memeriksa keabsahan dokumen yang
diterbitkan berdasarkan hukum negara lain dan bank berwenang,
namun tidak berkewajiban untuk menafsirkan garansi seolah-oleh
tunduk pada hukum Indonesia dan bertindak sesuai hukum tersebut.
Pemohon berjanji membayar biaya-biaya yang timbul, termasuk biaya
legal, akibat penerbitan garansi berdasarkan hukum negaralain.

e Terhadap permintaan perubahan bank garansi, pemohon menyetujui
untuk menyampaikan permohonan secara tertulis kepada bank disertai
bukti-bukti yang mendasari perubahan dan membayar biaya-biaya
yang ditentukan oleh bank. Permohonan dimaksud agar disampaikan
kepada bank selambat-lambatnya sebelum tangga berakhirnya masa
berlaku garansi. Pemohon memahami bahwa perubahan atau
pembatalan suatu garans baru berlaku efektif setelah mendapat
persetujuan dari bank, penerima jaminan dan bank mengkonfirmasi
(jika ada). Atas penerbitan perubahan garansi, pemohon setuju untuk :
e Melunasi biaya bank untuk penerbitan perubahan garansi sesuai

ketentuan bank
e Daam ha terjadi kenaikan nilai garansi, menyetorkan tambahan
setoran margin sebesar nilai kenaikan garansi.
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b. Biaya-biayabank

Pemohon berjanji membayar biaya-biaya yang timbul yang berkaitan
dengan penerbitan garansi seperti provisi penerbitan, biaya conforming,
OOPE. Provis yang dikenakan tergantung pada penilaian bank atas
risko-risiko terkait yang mungkin timbul. Provis yang dikenakan,
kecuali sudah diperjanjikan sebelumnya, dapat berubah sewaktu-waktu
dengan pemberitahuan 7 hari sebelumnya kepada pemohon. Dengan
adanya pemberitahuan tersebut, pemohon dianggap menyetujui
perubahan yang dimaksud.

c. Pemeriksaan dokumen

Pemohon memberikan kuasa kepada bank untuk memeriksa dokumen
yang digukan apakah menurut bank tampaknya telah sesuai dengan
persyaratan yang tercantum dalam garansi. Bank tidak berkewajiban
memeriksa otensitas tanda tangan dan kebenaran serta keabsahan
dokumen yang diajukan. Bank dapat menerima pernyataan atau dokumen
yang bukan asli namun ditransmisikan secara authentic dan tested
sebagai adli.

d. Kuasa Mendebit/Mencairkan
Pemohon memberikan kuasa kepada bank untuk mendebit rekening
pemohon dan atau mencairkan deposito atas provisi penerbitan,
pembayaran klam (yang dilakukan selambat-lambatnya pada saat bank
membayarkan klaim) dan biaya-biaya (termasuk bunga dan atau denda,
bila ada) lain yang timbul sehubungan dengan penerbitan garansi, dan
dalam ha saldo rekening tidak mencukupi, menagih kepada pemohon.

Apabila pemohon tidak melunasi kewajibannya kepada bank, maka :

e Pemohon mengakui dengan tegas dan menyetujui bahwa semua
pembayaran yang telah dilakukan oleh bank termasuk biaya-biaya
yang timbul merupakan kewgjiban pemohon yang telah jatuh waktu
dan harus dibayar kembali kepada bank.
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e Pemohon mengakui bahwa bank berhak — tanpa dikuasakan untuk itu
— dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemohon untuk
mendebet/mencairkan rekening/deposito yang diserahkan dan/atau
rekening-rekening atas nama pemohon yang ada pada bank untuk
melunasi kewajiban pemohon.

e Dalam ha rekening dan atau deposito yang diserahkan pemohon
merupakan rekening dan atau deposito atas nama pihak Kketiga,
pemohon menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan bank
termasuk namun tidak terbatas pada dokumen pengikatan.

e Apabila bank tidak dapat mendebit/mencairkan rekening tersebut
karena sebab apapun, pemohon wajib segera menyerahkan
pembayaran dari sumber lain untuk melunasi kewajiban pemohon
kepada bank.

e Pemohon menyetujui segala tindakan yang dianggap perlu oleh bank
termasuk namun tidak terbatas pada mengalihkannya ke dalam bentuk
lain sesuai pertimbangan bank. Pemohon menandatangani dokumen-

dokumen (apabila ada) yang diperlukan bank.

. Konversi Mata Uang

Pemohon menyetujui tanpa syarat bahwa setiap pengkonversian suatu
mata uang atau valuta ke dalam mata uang atau valuta lain sehubungan
dengan pembayaran-pembayaran atau pembebanan-pembebanan atau
perhitungan-perhitungan dalam rangka pembukaan dan atau pembayaran
garans akan dilakukan berdasarkan kurs jual yang ditetapkan oleh bank.
Pemohon menyetujui bahwa risiko kerugian karena perubahan kurs

menjadi tanggungan pemohon.

. Format Garansi

Pemohon menyetujui bahwa bank akan menggunakan standard garansi
bank, yang pada dasarnya tunduk kepada hukum Indonesia, kecuali
apabila nature bisnis atau permintaan pemohon menghendaki lain, maka

format tersebut terlebih dahulu harus mendapat persetujuan bank.
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g. Hukum yang berlaku dan domisili hukum
Mengenai syarat-syarat umum dan perjanjian penerbitan garansi beserta
segala akibat yang berakar dari padanya, pemohon menyetujui untuk
memberlakuakn hukum Indonesia dan memilih tempat kedudukan hukum
yang tetap dan secara umum pada kantor panitera pengadilan negeri yang
wewenangnya meliputi wilayah kantor bank. Dengan tidak mengurangi
ketentuan peraturan yang berlaku, pemohon menyetujui bahwa bank
berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pemohon melalui
pengadilan negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik
Indonesia. Garansi dapat mempunyai kedudukan dan domisili hukum lain

dengan persetujuan bank.

h. Pemohon menyetujui apabila terdapat perubahan peraturan ketentuan
dan/atau tambahan peraturan tentang garansi yang dikeluarkan oleh
International Chamber of Commerce (ICC), Bank Indonesia dan/atau
Pemerintah dan/atau peraturan ketentuan yang berlaku pada abnk maka
bank berhak setiap saat dapat mengubah syarat & kondisi ini. Perubahan-
perubahan tersebut akan diberitahukan kepada pemohon dan berlaku
sgjak pemberitahuan dari bank.

Sementaraitu, pada formulir aplikasi penerbitan bank garansi dalam rangka
proyek terdapat informasi yang harus diketahui oleh bank dan diperjanjikan
antara nasabah dengan bank, meliputi :'%

1. Informasi mengenai nasabah pemohon (nama, aamat dan NPWP),
tujuan penggunaan bank garansi, bahasa yang dipergunakan dalam
perjanjian bank garansi, keterangan transaksi yang dijamin (jenis,
nomor, tanggal dan pihak dalam perjanjian pokok/underlying
transaction-nya), format garans (bank standard atau format terlampir),
penundukan perjanjian bank garans pada hukum (SK Dir Nomor

23/88/KEP/DIR dan SE Dir Bl No. 23/7/UKU serta persetjuan kepada

% |bid.,
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pemberlakuan pasal 1832 KUHPer), tanggal dan tempat berakhirnya
bank garans, nila garansi (nomina dan terbilang), profil penerima
jaminan (nama, alamat dan pilihan pemberian sertifikat bank garansi
meliputi melalui terjamin, kurir ataupun email) dan pemilihan jenis
kontragaransi yang digunakan.

. Pernyataan mengenai persetujuan bahwa nasabah pemohon mengetahui
dan menyetujui untuk penerbitan bank garansi dalam rangka proyek
tunduk kepada syarat-syarat umum penerbitan bank garansi seperti
yang tercantum di formulir aplikasi penerbitan bank garansi.

. Pernyataan mengenai persetujuan bahwa nasabah pemohon telah
mengetahui dan menyepakati atas segala persyaratan pemanfaatan bank
garansi dalam rangka proyek termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya
yang melekat.

. Persetujuan nasabah pemohon bahwa atas segal a biaya yang timbul atas
penerbitan bank garansi dalam rangka proyek dibebankan ke rekening
nasabah pemohon.

. Pernyataan mengenal  persetujuan bahwa nasabah pemohon
menyerahkan kontragaransi sebagai sumber dana pelunasan kewajiban
garans yang timbul, kepada Bank X melalui surat kuasa. Pernyataan
tersebut dipertegas dengan keberadaan surat kuasa pemblokiran dan
pendebitan rekening giro atau tabungan, surat kuasa penguasaan dan
pencairan warkat rekening deposito, surat kuasa pendebitan rekening
giro atau tabungan (kategori kontra garans berupa setoran tunai)
sebagai lampiran dalam aplikasi penerbitan bank garansi dalam rangka
proyek.

. Pernyataan apabila kontra garansi yang diberikan merupakan milik
pihak ketiga maka nasabah menyerahkan surat persetujuan pemilik
rekening atau surat persetujuan untuk menjaminkan dari istri atau suami
sehingga bank pun dapat melakukan pengikatan kontra garansi sesuai
ketentuan.

. Pernyataan bahwa nasabah pemohon menyetujui memberikan kuasa
kepada Bank X untuk mendebit rekening nasabah pemohon untuk
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melunas  kewgjiban nasabah pemohon dan mengecuaikan
pemberlakuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPer.

8. Pernyataan bahwa pihak yang membubuhkan tanda tangan dalam
aplikas tersebut adalah pihak yang sah secara hukum dan berwenang
dalam mewakili nasabah pemohon atas penerbitan bank garansi pada
Bank X.

Surat permohonan penerbitan dari nasabah

Surat permohonan penerbitan ini merupakan sekedar surat pengantar bagi
nasabah untuk mengajukan permohonan penerbitan bank garans pada
Bank X.

Copy underlying transaction/perjanjian pokok
Copy underlying transaction/perjanjian pokok diperlukan dalam rangka
mencocokan data yang diisi nasabah pada formulir aplikasi penerbitan bank
garanss dalam rangka proyek dengan data Copy underlying
transaction/perjanjian pokok. Adapun Copy underlying
transaction/perjanjian pokok yang diminta oleh Bank X untuk penerbitan
bank garansi dalam rangka proyek adalah :

1. Untuk bid bond maka underlying transaction-nya adalah undangan
tender dan surat pernyataan dari pemohon yang menjelaskan besaran
nilai dan jangka waktu bank garansi yang dimohonkan.

2. Untuk performance bond maka underlying transactionnya-nya adalah
surat penunjukkan kerja atau kontrak kerja.

3. Untuk advance payment guarantee maka underlying trasaction-nya
adalah kontrak.

Dokumen pendukung lain

Dokumen pendukung lainnya meliputi Anggaran Dasar dari nasabah
pemohon (khusus untuk nasabah perusahaan) sedangkan untuk nasabah
perorangan maka diperlukan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
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2. Pemeriksaan di cabang™
Pada umumnya, nasabah pemohon cenderung untuk menggunakan rekening
giro untuk pengenaan biaya terkait penerbitan bank garans dalam rangka
proyek. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap rekening giro nasabah
merupakan ha awa yang dilakukan oleh kantor cabang. Pemeriksaan yang
dilakukan adalah specimen tandatangan dan jumlah rekening giro. Apakah
specimen tandatangan sesual atau tidak dengan pihak yang menandatangani
formulir aplikasi penerbitan bank garansi. Jumlah rekening giro terkait
kecukupan dana pada rekening giro, apakah cukup untuk membiayai
penerbitan bank garansi. Selanjutnya, kantor cabang akan memeriksa
kelengkapan pengisiian pada formulir aplikasi. Jika ada yang belum terisi maka
kantor cabang akan menghubungi nasabah untuk melengkapinya. Kemudian,
kantor cabang melakukan pemeriksaan kesesuaian data underlying
transaction/perjanjian pokok dengan data yang ditulis pada formulir aplikasi
penerbitan bank garansi dalam rangka proyek (jenis underlying transaction-nya
dan batas waktu underlying transaction dengan batas waktu pengajuan
garangl). Selanjutnya, kantor cabang akan mengirim segala data melalui email
kepada pejabat yang berwenang di kantor pusat.

3. Pemeriksaan di bagian bisnis unit*®®

Pemeriksaan di bagian bisnis unit hanya untuk bank garansi dalam rangka

proyek dengan kontra garansi kurang dari 100 % atas nilai bank garansinya.

Pemeriksaan disini hanya sebatas apakah nasabah pemohon yang bersangkutan

memang benar mempunyai kredit non cash loan pada Bank X dan apakah

fasilitas kredit yang dimiliki oleh nasabah yang bersangkutan masih mencukupi

untuk penerbitan bank garansi. Jika memang tidak ditemukan permasalahan

atas kedua hal tersebut maka bagian bisnis unit akan mengirimkan memo

rekomendasi ke bagian sub-Departemen Perkreditan khusus bank garansi.

184 \Wawancara dengan Ibu Z (Customer Service di Bank X), tanggal 6 April 2010,
op.cit.,

185 \Wawancara dengan Bapak Yuyut (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 17 Mei
2010, op.cit.,
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Berkas-berkas yang diemail dari kantor cabang juga akan diteruskan oleh
bagian bisnis unit ke email bagian sub-Departemen Perkreditan khusus bank

garansi.

. Pemeriksaan di ke bagian sub-Departemen Perkreditan khusus Bank Garansi*®

Dalam ha ini akan diperiksa ulang kelengkapan pengisian formulir aplikasi

dan kelengkapan dokumen terkait penerbitan bank garans dalam rangka

proyek oleh bagian sub-Departemen Perkreditan khusus Bank Garansi. Jika
dianggap masih belum lengkap maka bagian sub-Departemen Perkreditan
khusus Bank Garans akan memberitahukannya langsung kepada kantor
cabang. Kantor cabang diwajibkan untuk menghubungi nasabah agar
melengkapi kekurangan datanya agar dapat diproses oleh bagian sub-

Departemen Perkreditan khusus Bank Garansi. Bila berkas telah dinyatakan

lengkap maka bagian sub-Departemen Perkreditan khusus Bank Garansi akan

mel akukan penilaian atas permohonan tersebut. Adapun penilaiannya terhadap:

a Kesesuaian jenis bank garans yang digukan dengan underlying
transaction/perjanjian pokok.

b. Kesesuaian jangka waktu dan besaran nilai bank garansi yang digjukan oleh
nasabah pemohon dengan underlying transaction/perjanjian pokok.

c. Kecukupan kontra garansi yang digjukan dengan nilai bank garansinya.
Untuk bank garansi dengan kontra garansi sebesar 100 % maka diadakan
pemeriksaan melalui surat kuasa pemblokiran dan pendebitan rekening giro
atau tabungan, surat kuasa penguasaan dan pendebitan warkat rekening
deposito, dan surat kuasa pendebitan rekening giro atau tabungan (kategori
kontra garansi berupa setoran tunai). Sedangkan bagi bank garansi dengan
kontragaransi kurang dari 100 % maka dilihat apakah fasilitas kredit non
cash loan nya mash mencukupi untuk penerbitan bank garansi.
Pemeriksaan kecukupan sisafasilitas kredit non cash loan nasabah pemohon
adalah melalui data base debitur fasilitas non cash loan.

Bila tiada masalah atas permohonan tersebut maka mereka akan memberikan

persetujuan atas permohonan tersebut. Selanjutnya, bagian bagian sub-

188 \Wawancara dengan Bapak Nobel (praktisi bank garansi di Bank X), op.cit.,

Universitas Indonesia

Penerapan prinsip..., Bahtera Novinda, FH Ul, 2010



92

Departemen Perkreditan khusus Bank Garans akan membuat sertifikat bank
garansi. Demi menghindari kesalahan data dalam sertifikat bank garansi dalam
rangka proyek maka sertifikat bank garansinya akan diperiksa secara hierarki
oleh pgabat kantor pusat. Urutannya dari nilai bank garans yang terendah ke
terbesar adal ah officer, department head, section head, dan group head. Setelah
diadakan pemeriksaan tersebut maka sertifikat bank garansi akan dikirimkan
melalui email kepada pejabat kantor cabang tempat nasabah pemohon bank

garansi mengajukan permohonan.

5. Sertifikat bank garansi
Sertifikat bank garansi yang dikirimkan oleh bagian sub-Departemen
Perkreditan khusus Bank Garansi akan ditandatangani oleh Kepala Cabang
tempat nasabah pemohon mengajukan permohonan bank garansi.’®” Contoh
draft sertifikat bank garans dalam rangka proyek pada Bank X adalah

terlampir.

Atas produk bank garansi dalam rangka proyek yang diterbitkan maka ada
dua kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari. Pertama, bank tidak akan
membayarkan bank garansl tersebut kepada penerima jaminan. Kedua, bank akan
membayarkan bank garansi kepada penerima bank garansi. Begitupun yang terjadi
pada Bank X. Bank X tidak akan membayar bank garansi dalam rangka proyek
kepada penerimabank garansi apabila:*®
1. Penerima bank garanss mengaukan tuntutan pembayaran bank garans

melebihi batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian bank garansi.
2. Perjanjian pokok/underlying transaction telah selesal dilaksanakan.
Dalam hal, perjanjian pokok/underlying transaction telah selesai dilaksanakan
maka dokumen bank garansi harus dikembalikan kepada Bank X. Setelah Bank X
mendapatkan dokumen bank garans aslinya kembali maka Bank X dapat

mengembalikan kontragaransi dari terjamin.

187 \Wawancara dengan Ibu Z (Customer Service di Bank X), tanggal 6 April 2010, op.cit.,

188 Bank X, Draft Perjanjian Bank Garansi pada Bank X.
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Bank X akan membayarkan nilai bank garansi kepada penerima jaminan
apabila tuntutan pembayaran bank garansi dalam rangka proyek dilakukan dalam
batas waktu yang ditentukan dengan mengajukan berkas-berkas yaitu :**°
1. Surat pernyataan bahwa terjamin/applicant wanprestasi atas perjanjian

pokok/underlying transaction.

2. Surat permohonan dari penerima jaminan agar Bank X membayarkan bank
garansi.

3. Sertifikat bank garansi asli.

4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari si penerima jaminan.

Atas pengajuan permohonan pembayaran bank garans dalam rangka
proyek dari penerima jaminan maka Bank X hanya memberitahukan saja hal
tersebut kepada terjamin dan bukan meminta persetujuannya. Persetujuan
pembayaran bank garansi dalam rangka proyek kepada penerima jaminan adalah
kewenangan dari Bank X. Persetujuan tersebut tentunya berdasarkan penilaian
yang dilakukan oleh Bank X sendiri. Bila semua berkas telah dilengkapi oleh
penerima jaminan maka bank X akan melakukan penilaian terhadap berkas
tersebut. Adapun penilaian yang dilakukan oleh Bank X mdiputi:'*

1. Apakah pihak yang membuat pernyataan wanprestas merupakan pihak yang
dianggap secara sah berwenang mewakili perusahaan s penerima jaminan.
Pemeriksaan data akan dilakukan berdasarkan data dari copy Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan si penerima jaminan.

2. Melakukan pemeriksaan apakah sertifikat bank garansinya asli atau tidak.

3. Mempelgjari sertifikat bank garansinya. Yaitu apakah penuntutan pembayaran
bank garansi masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen bank
garansi.

Bila tiada permasalahan atas kedua hal tersebut maka Bank X dapat
membayarkan bank garansi kepada penerima jaminan. Sepanjang menurut
penilaian tersebut tidak ditemukan permasalahan, Bank X tetap akan

membayarkan bank garansi kepada penerima jaminan walaupun terjamin

189 Wawancara dengan Bapak Nobel (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 30 April
2010, pukul 14.00-15.00, di kantor sub-Departemen Bank Garansi Bank X,

% bid.,,
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menyatakan tidak wanprestas atas perjanjian pokok dan tidak setuju atas

pembayaran tersebut. Bagi Bank X, permasalahan mengenai penilaian wanprestasi

atas perjanjian pokok antara terjamin dengan penerima jaminan adalah bukan

kepentingan Bank X. Pembayaran bank garansi oleh Bank X kepada penerima

jaminan dapat dibatalkan asalkan :***

1. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terjamin tidak
wanprestas

2. Adanya penarikan permohonan pembayaran bank garans dari penerima
jaminan

Apabila tidak ditemukan kedua hal diatas dalam permohonan
pembayaran bank garans oleh penerima jaminan maka Bank X akan
membayarkan bank garansi dalam rangka proyek kepada penerima bank garansi
dalam jangka waktu 7 hari setelah pengajuan permohonan tersebut. Pada bank
garansi dalam rangka proyek, terjamin mendapat perlindungan hukum sebatas
informasi sgja. Oleh karena itu, diharapkan dalam penerbitan bank garansi dalam
rangka proyek maka nasabah pemohon bank garansi mempelajari dengan seksama
syarat-syarat umum yang tercantum di dalam formulir aplikasi penerbitan bank
garansi.'*

Dalam hal pembayaran bank garansi dalam rangka proyek, Bank X
memberlakukan ketentuan pasal 1832 KUHPer.'*® Oleh karena itu, dana yang
digunakan oleh Bank X untuk membayar bank garansi bukanlah berasal dari
kontragarans melainkan dari dana Bank X sendiri. Setelah Bank X membayarkan
bank garansi kepada penerima jaminan maka Bank X baru mengeksekusi
kontragarans dari terjamin. Eksekus kontragaransi terjamin dilakukan guna
mengganti dana yang telah dikeluarkan oleh Bank X untuk membayar bank
garansi kepada penerima jaminan. Apabila dana kontragaransi kurang mencukupi
untuk menggantikan dana yang telah dikeluarkan Bank X maka Bank X

191 \Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 19 April
2010, op.cit.,

192 \Wawancara dengan Bapak Nobel (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 30 April
2010, op.cit..

1% Bank X, Aplikasi Penerbitan Garansi pada Bank X.
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memberlakukan kredit efektif atas bank garans tersebut. Bank X akan
memberikan jangka waktu agar terjamin membayar hutangnya. Jika hutangnya
belum dibayar maka Bank X akan membekukan fasilitas kredit non cash loan-
nya’® Akibatnya, nasabah yang bersangkutan tidak dapat mengajukan
permohonan penerbitan bank garansi untuk selanjutnya.

4.2. Analisis

Atas kegiatan yang dilakukan pasti ada potensi risiko yang
membututinya. Begitu halnya atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek
oleh bank umum konvensional. Adapun risiko — risiko yang dimaksud adalah
risiko kredit, risko operasional, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko hukum
dan risiko likuiditas.

Hakikatnya peluang terkena risiko kredit yang dimiliki oleh Bank X
berasal bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi kurang dari 100
% atas nilai bank garansinya. Ketiadaan risiko kredit terhadap bank garans dalam
rangka proyek dengan kontra garansi sebesar 100 % atas nilai bank garansi karena
bank garans dalam rangka proyek dengan kontra garansi sebesar 100 % pada
Bank X telah memenuhi ketentuan di dalam pasal 27 ayat (1) huruf (c) Peraturan
Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.0. Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Adapun
ketentuan pasa 27 ayat (1) huruf (c) Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/13/PB1/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI1/2005 adalah :

Pasal 27"
(1) Ketentuan BMPK dikecualikan untuk:
c. bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh :
1) agunan dalam bentuk agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan,
setoran jaminan dan atau emas;
sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari
pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk

194 \Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 23 Maret
2010, op.cit.,

% Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Batas Maksimum Pemberian
Kredit Bank Umum,op.cit., ps. 27 ayat (1) huruf ().
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pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran
pokok/bunga;

b) bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan
(irrevocable);

c) jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a)
paling kurang sama dengan jangka waktu penyediaan dana;

d) memiliki pengikatan hukum yang kuat (legally enforceable) sebagai
agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa,
tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, termasuk tujuan
penjaminan yang jelas,

€) untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka 1), disimpan
atau ditatausahakan pada Bank penyedia dana atau pada prime bank.

Bunyi ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf (c) Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/13/PBI1/2006 j.0. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 dijabarkan
lebih lanjut pada penjelasan pasal 27 ayat (1) huruf (c) Peraturan Bank Indonesia
Nomor 8/13/PB1/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI1/2005.

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Huruf ¢'*

Angka 1)
Dalam ha agunan tunai berupa emas maka nilai agunan ditentukan
berdasarkan harga pasar (market value).

Huruf a)
Cukup jelas.

Huruf b)

Y ang dimaksud dengan tanpa syarat (unconditional)

adal ah apabila:

1. manfaat yang diperolen Bank Penyedia Dana dari jaminan tidak
berkurang secara substansial waaupun terjadi kerugian yang
disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank

2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:

a. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi
(notification of default);
b. mempersyaratkan kewgjiban pembuktian itikad baik (good faith)
oleh Bank penyediadana, dan atau
c. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya
saling hapus (setoff) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank
penyedia dana kepada pihak penjamin.
Huruf c)
Cukup jelas.
Huruf d)
Cukup jelas.

1% Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Batas Maksimum Pemberian
Kredit Bank Umum,op.cit., penjelasan ps. 27 ayat (1) huruf (c).
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Huruf €)
Cukup jelas.

Kemudian, ketentuan pada pasal 27 ayat (1) huruf (c) Peraturan Bank
Indonesia Nomor 8/13/PBI1/2006 j.0. Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/3/PBI1/2005 juga dijabarkan lebih lanjut pada angka IV Surat Edaran Bank
Indonesia Nomor 7/14/DPNP Tanggal 18 April 2005 Tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit. Adapun isi ketentuan angka IV Surat Edaran Bank Indonesia
Nomor 7/14/DPNP Tanggal 18 April 2005 adalah sebagai berikut :

A. Penyediaan Dana yang dijamin Agunan Tunai Sesuai Pasal 27 ayat
(1) huruf ¢ angka 1) PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, bagian Penyediaan Dana
yang dijamin oleh agunan tunai dikecualikan dari ketentuan BMPK.
Latar belakang penggunaan agunan tunai sebagal agunan yang dapat
digunakan dalam pengecualian BMPK adalah bahwa agunan tunai
bersifat sangat likuid, mudah dicairkan, dan mempunyai nila yang
relatif tetap. Oleh karena itu, risko Penyediaan Dana yang dijamin
agunan tunai tersebut dapat dimitigasi secara menyeluruh. Apabila
fungsi mitigas tersebut tidak dapat dipenuhi oleh agunan tunal yang
diberikan, antara lain disebabkan bahwa agunan tunai berasal dari
Penyediaan Dana yang diberikan Bank penyedia dana, maka agunan
tunai tersebut tidak dapat diakui sebagai agunan yang dapat
digunakan dalam pengecualian BMPK. Agunan yang memenuhi
syarat agunan tunal sesuai ketentuan tersebut diatas adalah agunan
tunai yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam
ketentuan termasuk jangka waktu pemblokiran yang paling kurang
sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana serta jangka waktu
pengajuan klaim. Sehubungan dengan itu agunan tunai tersebut
adalah agunan yang digunakan untuk menjamin Penyediaan Dana
yang bersifat sebaga utang piutang dan tidak termasuk Penyediaan
Dana dalam bentuk Penyertaan.™”

Bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi 100 % yang
memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf (c) Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/13/PB1/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 dinilai mampu
memitigas risiko kredit. Begitu halnya yang dimiliki oleh Bank X. Dalam hal ini,
bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi 100 % atas nilai bank

garansinya pada Bank X memiliki kontragaransi berupa setoran tunai ke rekening

97 Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Batas Maksimum Pemberian
Kredit, SEBI No. 7/14/DPNP Tanggal 18 April 2005, angkalV.
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tertentu, tabungan, giro atau deposito. Hakikatnya, penerbitan bank garansi dalam
nilai uang yang besar. Sehingga yang dimaksud dengan setoran tunai bukanlah
setoran uang tunai milik nasabah melainkan pendebitan rekening giro atau
tabungan milik nasabah. Pendebitan rekening nasabah akan ditujukan kepada
rekening tertentu yang telah ditetapkan oleh Bank X. Pendebitan rekening giro
atau tabungan melalui surat kuasa pendebitan yang dilampirkan dalam aplikas
penerbitan bank garansi dalam rangka proyek. Penguasaan dana tersebut adalah
selama masa penjaminan. Sedangkan pemblokiran rekening giro atau tabungan
dan penguasaan warkat deposito berarti selama masa penjaminan rekening
tersebut rekening giro atau tabungan diblokir dan warkat deposito dikuasai. Pada
saat terjamin wanprestas nanti baru bank X akan mendebit rekening giro atau
tabungan sesual nilai bank garansinya atau mencairkan warkat depositonya
sebesar nilai bank garansinya. Dalam hal ini, disertakan surat kuasa pemblokiran
dan pencairan giro atau tabungan serta surat kuasa penguasaan dan pencairan
warkat deposito. Hal ini menunjukkan bahwa Bank X telah memenuhi ketentuan
pasal 27 ayat (1) huruf (c) angka (1), pasal 27 ayat (1) huruf (c) sub (c) dan pasal
27 ayat (1) huruf (c) sub (e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI1/2006 j.o.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI1/2005.

Kemudian, pada formulir aplikasi penerbitan bank garansi dalam rangka
proyek juga terdapat pernyataan mengenai persetujuan bahwa nasabah pemohon
mengetahui dan menyetujui untuk penerbitan bank garansi tunduk kepada syarat-
syarat umum penerbitan bank garansi seperti yang tercantum di formulir aplikasi
penerbitan bank garansi. Adapun salah saiu syarat umum tersebut adalah

ketentuan kuasa mendebit atau mencairkan.

d. Kuasa Mendebit/Mencairkan

Pemohon memberikan kuasa kepada bank untuk mendebit rekening
pemohon dan atau mencairkan deposito atas provis penerbitan,
pembayaran klam (yang dilakukan selambat-lambatnya pada saat
bank membayarkan klaim) dan biaya-biaya (termasuk bunga dan atau
denda, bila ada) lain yang timbul sehubungan dengan penerbitan
garansi, dan dalam ha saldo rekening tidak mencukupi, menagih
kepada pemohon.'*®

1% Bank X, Aplikasi Penerbitan Garansi pada Bank X,
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Pemberian kuasa tersebut semakin dipertegas dengan keberadaan surat
kuasa sebagai lampiran pada aplikasi penerbitan bank garansi dalam rangka
proyek oleh Bank X. Hal ini menunjukkan bahwa Bank X telah memenuhi
ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf (c) sub (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/13/PB1/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI1/2005.

Sdlain itu, pada syarat umum penerbitan bank garansi dalam rangka
proyek yang terdapat di dalam formulir penerbitan bank garansi dalam rangka
proyek memuat ketentuan :

Pemohon memberikan kuasa kepada bank untuk mendebit rekening
pemohon dan atau mencairkan deposito atas provisi penerbitan,
pembayaran klaim (yang dilakukan selambat-lambatnya pada saat bank
membayarkan klaim) dan biaya-biaya (termasuk bunga dan atau denda,
bila ada) lain yang timbul sehubungan dengan penerbitan garansi, dan
dalam hal saldo rekening tidak mencukupi, menagih kepada pemohon. **°
Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Bank X dalam melakukan pendebitan
rekening guna mencairkan kontra garansi milik terjamin pada bank garansi dalam
rangka proyek dengan kontra garansi sebesar 100 % adalah bersifat tanpa syarat.
Selain bersifat tanpa syarat maka kontra garansi untuk bank garansi dalam rangka
proyek dengan kontra garansi 100 % pada Bank X juga bersifat tidak dapat
dibatalkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan bahwa dalam pemberian
kuasa dari terjamin kepada Bank X guna mendebit rekening terjamin dalam
rangka pencairan kontra garansi maka terjamin menyetujui pemberian kuasa tidak
dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena alasan yang termasuk pada

pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPer.

Pasal 1813

Pemberian kuasa berakhir : dengan ditariknya kembalin kuasanya s
kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh s kuasa;
dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa
maupun s kuasa; dengan perkawinannya s perempuan yang memberikan
atau menerima kuasa.*®

199 | pid.,

20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh
Subekti, op.cit., ps. 1813.
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Pasal 1814

S pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu
dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk
mengembalikan kuasa yang dipegangnya.®**

Pasal 1816

Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang
sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung
mula hari diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang
pengangkatan tersebut.?*

Sifat kontra garansi yang tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan
menunjukkan bahwa kontra garans pada bank garansi dalam rangka proyek
dengan kontra garansi 100 % pada Bank X telah memenuhi ketentuan pasal 27
ayat (1) huruf (c) sub (b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.o.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005.

Selain itu, kontra garansi pada bank garansi dalam rangka proyek dengan
kontra garansi sebesar 100 % juga memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf (c)
sub (d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.0. Peraturan Bank
Indonesia Nomor 7/3/PBI1/2005. Adapun hal ini ditunjukkan pada syarat umum
penerbitan bank garans terdapat ketentuan :

e Pernyataan mengenai persetujuan bahwa nasabah pemohon
menyerahkan kontragaransi sebagal sumber dana pelunasan kewajiban
garans yang timbul, kepada Bank X melalui surat kuasa. Pernyataan
tersebut dipertegas dengan keberadaan surat kuasa pemblokiran dan
pendebitan rekening giro atau tabungan, surat kuasa penguasaan dan
pencairan warkat rekening deposito, surat kuasa pendebitan rekening
giro atau tabungan (kategori kontra garansi berupa setoran tunai)
sebagal lampiran dalam aplikasi penerbitan bank garansi dalam rangka
proyek.

e Pernyataan apabila kontra garansi yang diberikan merupakan milik
pihak ketiga maka nasabah menyerahkan surat persetujuan pemilik
rekening atau surat persetujuan untuk menjaminkan dari istri atau
suami sehingga bank pun dapat melakukan pengikatan kontra garansi
sesuai ketentuan. 2°

2 |pid., ps. 1814.
22 |bid., ps. 18186.

% 1bid.,
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Selain itu, pemblokiran kontra garansi pada bank garansi dengan kontra garansi
100 % pada Bank X adalah melalui pendebitan rekening giro atau tabungan
(untuk kontra garansi berupa setoran tunai), pemblokiran rekening giro dan
tabungan pada system yang dimiliki oleh Bank X serta penyerahan warkat adli
deposito pada Bank X.

Berdasarkan pembahasan diatas nampak bahwa kontra garans yang
ditetapkan Bank X terhadap bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra
garans sebesar 100 % atas nilai bank garansinya merupakan kontra garansi yang
likuid, mudah dicairkan dan memiliki nilai relative tetap. Sehingga kontra garansi
yang ditetapkan oleh Bank X terhadap bank garansi dalam rangka proyek dengan
kontra garansi sebesar 100 % atas nilai bank garansinya diyakini sebagal kontra
garansi yang mampu memitigasi risiko kredit atas produk bank garansi tersebut
secara keseluruhan. Akibat selanjutnya, produk Bank X berupa bank garans
dalam rangka proyek dengan kontra garansi sebesar 100 % atas nilai bank
garansinya memang tidak berpeluang dikenai risiko kredit.

Kemampuan bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garans
sebesar 100 % atas nilai bank garansinya untuk memitigasi risiko kredit
menyebabkan bank garans tersebut dikecualikan dalam perhitungan Batas
Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Adapun hal tersebut diatur pada pasal 27
ayat (1) huruf (c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.0. Peraturan
Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI1/2005. Oleh karena itu, bank garansi dalam rangka
proyek dengan kontra garans sebesar 100 % pada Bank X juga dikecualikan
dalam perhitungan BMPK.

Pembahasan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam
rangka proyek pada Bank X juga dapat dilihat pada keberadaan Standar Prosedur
Kredit sebaga Kebijaksanaan Perkreditan Bank secara tertulis yang dimiliki oleh
Bank X. Hal tersebut menunjukkan Bank X memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (1)
Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia SK Dir Bl No. 27/162/KEP/DIR
Tanggal 31 Maret 1995.

Keberadaan fasilitas kredit non cash loan sebagai kontra garansi utama
pada bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi kurang dari 100 %

atas nilai bank garansinya menyebabkan pembahasan prinsip kehati-hatian atas
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penerbitan bank garanss dalam rangka proyek pada Bank X turut

mempertimbangkan proses penilaian oleh account manager bagian bisnis unit

Bank X atas permohonan fasilitas kredit non cash loan tersebut. Atas permohonan

fasilitas kredit non cash loan maka account manager melakukan penilaian.”

Adapun berkas — berkas yang diperiksa adalah :

Surat permohonan untuk pemberian fasilitas non cash loan
Pada surat permohonan tersebut dapat dijelaskan besaran nilai kredit yang
dimintakan nasabah pemohon, maksud dan tujuan permohonan kredit tersebut.
Company Profile meliputi riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha,
identitas perusahaan, nama pengurus dan pendidikannya, serta perkembangan
perusahaan.
L aporan keuangan perusahaan
Berkas legalitas Perusahaan seperti anggaran dasar perusahaan, ijin usaha
perusahaan, bukti kepemilikan agunan
Rencana anggaran kerja perusahaan (RKAP)
Pada RKAP terdapat penjelasan mengenai rencana usaha perusahaan nasabah
dalam jangka waktu satu tahun ke depan. RKAP juga menjelaskan periha
kepada siapa sgja pada satu tahun ke depan perusahaan nasabah akan
bekerjasama.

Selain berkas, account manager juga akan melakukan survey lapangan.

Adapun survey lapangan yang dilakukan oleh account manager adalah

pemeriksaan terhadap :

Sistem informasi debitur Bank Indonesia

Data base kredit Bank X

Posisi nasabah pemohon di pasar (khusus untuk nasabah pemohon yang go
public), atau

Khusus bagi nasabah pemohon yang merupakan perusahaan terbuka maka juga
dilakukan pemeriksaan pada “top ten customer” posisi di pasar.

Survey ke perusahaan nasabah pemohon.

Survey ke perusahaan calon pemberi pekerjaan untuk perusahaan nasabah

204

Wawancara dengan Bapak Yuyut (praktisi bank garansi di Bank X), tangga 3 Mei

2010, op.cit.,
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Data perusahaan calon pemberi pekerjaan terdapat di RKAP.
Disamping data dan survey tersebut, account manager pun akan melakukan
wawancara terhadap nasabah pemohon. Account manager juga mengumpulkan
data mengenai nasabah dan perusahaannya dari artikel berita. Data tersebut akan
turut disertakan dalam sistem penilaian persetujuan permohonan kredit. Adapun
account manager akan melakukan penilaian terhadap tujuh aspek, yaitu :
- Legalitas Perusahaan
- Mangemen perusahaan
- Pemasaran perusahaan
- Aspek Produksi dan Teknis Perusahaan
- Keuangan Perusahaan
- Agunan yang ditawarkan
Adapun agunan yang dapat diterima olen Bank X adalah tanah, rumah atau
alat-alat berat, piutang perusahaan dan kendaraan bermotor.
- Analisis mengena dampak lingkungan (amdal)

Pemeriksaan mengenal aspek manajemen perusahaaan melalui anggaran
dasar dan company profile perusahaan.’® Berdasarkan data tersebut maka akan
diketahui daftar nama pemegang saham dan susunan kepengurusan perusahaan.
Sehingga akan diketahui status nasabah. Apakah nasabah pemohon merupakan
BUMN. Atau apakah nasabah pemohon merupakan pihak terkait, peminjam
bukan pihak terkait atau kelompok peminjam bukan pihak terkait dengan Bank X.
Dalam hal ini, keterkaitan dengan pihak terkait adalah kategori hubungan
kepemilikan dan kepengurusan. Sedangkan pemeriksaan untuk mengetahui
apakah nasabah pemohon merupakan pihak terkait, peminjam bukan pihak terkait
atau kelompok peminjam bukan pihak terkait dengan Bank X dalam kategori
hubungan keuangan adalah melalui RKAP, laporan keuangan nasabah dan

206

wawancara dengan nasabah pemohon.”” Selain berkas tersebut, pemeriksaan

terhadap hubungan dengan pihak terkait juga diakomodir oleh info dalam aplikasi

205 \Wawancara dengan Bapak Y uyut (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 23 Mei
2010, pukul 11.00-12.00 WIB, viatelepon.

2% 1hid.,
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pembukaan rekening giro dan tabungan untuk nasabah non perorangan.
Hakikatnya, penerbitan bank garansi dalam rangka proyek dikenakan biaya
melalui pendebitan rekening giro ataupun tabungan.®®’ Menurut aplikas
pembukaan rekening giro dan tabungan non perorangan terdapat pertanyaan
hubungan nasabah dengan pihak lain terkait dan hubungan nasabah dengan
nasabah lain di Bank X.

Melalui pemeriksaan mengenai keberadaan hubungan nasabah dengan
pihak terkait maka menunjukkan bahwa pemberian kredit non cash loan pada
Bank X turut memperhitungkan batasan pemberian kredit sebagaimana yang
diamanatkan oleh ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI1/2006 j.o.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 dan pasal 7 Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991.

Dalam hal ini, account manager melakukan pemeriksaan aspek keuangan
perusahaan nasabah pemohon. Pemeriksaan terhadap keuangan perusahaan dapat
jugamelalui data base kredit Bank X sendiri perusahaan.?®® Berdasarkan data base
kredit Bank X maka akan diketahui apakah nasabah pemohon telah menjadi
debitur atas fasilitas kredit lain yang dimiliki oleh Bank X atau tidak. Pemeriksaan
dilakukan karena pemberian fasilitas kredit non cash loan turut memperhitungkan
fasilitas kredit yang sebelumnya sudah diberikan oleh Bank X kepada nasabah
pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa Bank X memenuhi ketentuan angka 442
Lampiran Surat Keputusan Direks Bank Indonesia No. 27/162/ KEP/DIR
Tanggal 31 Maret 1995.

Selain berdasarkan data base kredit Bank X maka account manager
mel akukan pemeriksaan aspek keuangan perusahaan juga melalui survey |apangan
terhadap sistem informasi debitur Bank Indonesia®® Adapun meldui sistem
informasi debitur Bank Indonesia maka dapat diketahui apakah nasabah pemohon
sedang menerima fasilitas kredit dari Bank lain atau tidak. Kemudian, account

27 \Wawancara dengan dengan I|bu Z (Customer Service di Bank X), tanggal 26 Mei
2010, op.cit.,

208 \Nawancara dengan Bapak Y uyut (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 23 Mei
2010, op.cit.,

2% 1bid.,
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manager pun menilai aspek pemasaran perusahaan melalui posis nasabah
pemohon di pasar (khusus untuk nasabah pemohon yang go public) dan survey ke
perusshaan calon pemberi pekerjaan untuk perusahaan nasabah.*° Account
manager pun melakukan penilaian mengenai mangeman perusahaan melalui
company profile, anggaran dasar perusahaan dan survey ke perusahaan nasabah

pemohon.?*

Survey ke perusahaan termasuk aspek pemeriksaan produks dan
tekhnis perusahaan. Hakikatnya keseluruhan pemeriksaan tersebut merupakan
pemeriksaan terhadap Bank X guna mengetahui reputasi dan bonafiditas nasabah
pemohon. Adapun reputasi pemohon berarti penilaian terhadap watak (character)
dari nasabah pemohon. Selain itu, penilaian character juga melalui penilaian
terhadap aspek legalitas perusahaan, amdal, data hasil wawancara dengan nasabah
dan artikel berita®? Adapun watak (character) merupakan salah satu unsur 5C.
Atas permohonan fasilitas kredit non cash loan maka account manager juga
melakukan pemeriksaan terhadap legalitas perusahaan, manaemen perusahaan,
pemasaran perusahaan, aspek produksi dan teknis perusahaan, keuangan
perusahaan dan amdal merupakan upaya mengetahui kemampuan (capacity) dari
nasabah pemohon.?** Capacity dapat dilihat melalui kemampuan nasabah terhadap
bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan dalam
memahami ketentuan — ketentuan pemerintah, dan kemampuan menjaankan
usahanya selama ini.?* Adapun data yang digunakan antara lain |aporan keuangan
perusahaan, company profile, anggaran dasar perusahaan, surat 1jin usaha
perusahaan, RKAP, sistem informasi debitur Bank Indonesia, posisi nasabah
pemohon di pasar (khusus untuk nasabah pemohon yang go public), survey ke
perusahaan nasabah pemohon, survey ke perusahaan calon pemberi pekerjaan
untuk perusahaan nasabah, artikel berita dan hasil wawancara dengan nasabah.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa account manager pun memeriksa

2 |bid.,
21 |bid.,
22 1pid.,
3 1pid.,

24 K asmir, op.cit., hal 109.
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keuangan perusahaan melalui laporan keuangan. Pemeriksaan tersebut guna
mengetahui sumber modal (capital) perusahaan nasabah pemohon.”* Account
manager pun melakukan pemeriksaan mengenai aspek agunan (collateral). Dalam
hal ini, penilaian keabsahan agunan melalui bukti kepemilikan agunan tersebut.
Sedangkan penilaian nilai agunan dibantu oleh konsultan penilaian agunan dari
luar Bank X. Penilaian 5C lainnya adalah penilaian terhadap prospek usaha
nasabah pemohon (condition of economy). Condition of economy melalui
penilaian terhadap aspek manaemen perusahaan, pemasaran perusahaan dan
amdal.'® Manajemen perusshaan dan pemasaran perusehaan yang baik akan
menyebabkan usaha yang dijalankan oleh nasabah pemohon mendapatkan
dukungan lingkungan sekitar. Kemudian, penilaian amdal akan mendukung
kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. Kelestarian lingkungan sekitar akan
mendapatkan penghargaan positive dari masyarakat sekitar dan pemerintah.
Sehingga bagusnya penilaian amda akan mempengaruhi condition of economy
usaha dari nasabah pemohon. Berdasarkan pembahasan tersebut maka dinilai
bahwa Bank X telah menerapkan 5C sebagaimana yang dimanatkan 442
Lampiran Surat Keputusan Direkss Bank Indonesia No. 27/162/ KEP/DIR
Tanggal 31 Maret 1995.

Pemeriksaan terhadap 5C yang dilakukan oleh Bank X dapat dinilai
sebagal pemeriksaan terhadap semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan
data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet sebagaimana
yang diatur pada angka 442 Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No. 27/162/ KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995.

Hasil penilaian yang dilakukan oleh account manager tidak akan diputus
langsung oleh pemutus kredit.?” Akan tetapi akan diperiksa terlebih dahulu oleh
bagian legal committee Bank X.**® Pemeriksaan yang dilakukan adalah perihal

5 \Wawancara dengan Bapak Yuyut (praktis bank garansi di Bank X), tanggal 23 Mei
2010, op.cit.,

216 | bid.,

27 \Wawancara dengan Bapak Y uyut (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 17 Mei
2010, op.cit.,

8 |bid.,
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apakah prosedur penilaian yang dilakukan oleh account manager dari bisnis unit
telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Standar Prosedur Kredit dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.?'® Hal ini menunjukkan bahwa demi
menjamin penilaian yang dilakukan adalah objektif dan tidak dipengaruhi oleh
pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit sebagaimana diatur
pada angka 442 Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/
KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995. Penilaian tersebut merupakan upaya untuk
memberikan kredit dengan cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan
nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank sebagaimana diatur pada
pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Hasi| penilaian objektif
dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon
kredit menunjukkan upaya Bank X tidak melanggar ketentuan pasal 49 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998. Upaya tersebut menunjukkan bahwa Bank X
berupaya meminimakan risiko operasional kategori internal fraud. Upaya
meminimalkan risko operasional tersebut menyebabkan produk bank garansi
dengan kontra garansi kurang dari 100 % pada Bank X pun berupaya
meminimalkan risiko kredit.

Bank X akan memberikan besaran limit fasilitas kredit non cash loan
sesual dengan kebutuhan dari Perusahaan nasabah pemohon berdasarkan hasil
penilaian yang ada.?® Jika memang berdasarkan hasil penilaian Bank X maka
jumlah kredit yang diberikan adalah lebih kecil daripada yang diminta oleh
nasabah maka Bank X hanya akan memberikan kredit sebatas penilaiannya sgja.
Demi pengawasan atas kredit tersebut maka Bank X akan meminta laporan
triwulan dan laporan keuangan perusahaan setelah fasilitas kredit non cash loan
diberikan.”® Apakah fasilitas kredit non cash loan dipergunakan dengan
sebagaimana mestinya. Adapun pemeriksaan dilakukan melaui kontrak proyek
yang telah terjadi. Pemeriksaan yang demikian guna menghindari pengauan
permohonan kredit dengan jumlah kredit yang di mark-up oleh nasabah dan tidak

29 | pid.,

20 \Wawancara dengan Bapak Yuyut (praktis bank garansi di Bank X), tanggal 3 Mei
2010, op.cit.,

! Ibid.,
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mencerminkan kebutuhan nasabah sebenarnya. Pemeriksaan tersebut merupakan
upaya pemenuhan dari ketentuan angka 442 Lampiran Surat Keputusan Direksi
Bank IndonesiaNo. 27/162/ KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995.

Pemeriksaan 5C juga dijadikan pedoman dalam melakukan penilaian
terhadap reputasi dan bonafiditas dari pihak yang dijamin dan kemampuan
nasabah memberikan kontra garans sebagaimana diatur oleh pasal 6 Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/83/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991
j.0. angka 10 dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tanggal 18
Maret 1991. Penilaian atas reputasi dan bonafiditas disamakan dengan penilaian
character saat nasabah mengajukan fasilitas kredit non cash loan sebelumnya.
Sedangkan penilaian account manager terhadap kemampuan nasabah memberikan
kontra garansi adalah tergantung kepada penilaian 5C.** Hal ini dikarenakan
semakin bagus 5C nya maka peluang terkena risiko kredit atas pemberian fasilitas
kredit non cash loan pun akan semakin rendah sehingga keyakinan Bank X
kepada nasabah pun semakin besar. Semakin bagus penilaian 5C maka akan
semakin rendah kontra garansi yang wajib diberikan. Selain kedua hal tersebut,
pasal 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18
Maret 1991 |.o0. angka 10 dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU
Tanggal 18 Maret 1991 juga mewajibkan adanya penilaian terhadap jumlah
jaminan yang mampu diberikan bank. Penilaian terhadap jumlah jaminan yang
mampu diberikan bank terkait produk bank garansi dengan kontra garansi kurang
dari 100 % merupakan satu kesatuan dalam penilaian pemberian fasilitas kredit
non cash loan. Sebab penentuan limit jaminan yang dapat diberikan bank
merupakan bagian dalam penentuan limit pemberian fasilitas kredit non cash
loan.??® Jadi, penilaian terhadap jumlah jaminan yang mampu diberikan bank
merupakan satu kesatuan dengan penilaian terhadap pemberian fasilitas kredit non
cash loan. Hal terakhir yang diwagjibkan oleh pasal 6 Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 j.o. angka 10 dalam

%22 \Wawancara dengan Bapak Yuyut (praktis bank garans di Bank X), tanggal 3 Mei
2010, op.cit.,

3 |bid.,
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Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tangga 18 Maret 1991, untuk
dinilai adalah sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan
garansi yang sesuai. Adapun penilaian terhadap hal tersebut dilakukan oleh sub-
Departemen Perkreditan khusus Bank Garansi. Penilaian yang dilakukan adalah
memeriksa tentang kesesuaian jenis bank garanss yang digukan dengan
underlying transaction/perjanjian pokok.”** Hal ini untuk mencegah jenis bank
garans yang dipilih oleh nasabah tidak sesuai dengan yang diatur dalam
perjanjian pokoknya. Selain itu, penilaian juga dilakukan oleh Bank X terhadap
kesesuaian jangka waktu dan besaran nilai bank garans yang digjukan oleh
nasabah pemohon dengan underlying transaction/perjanjian pokok. Meskipun
penilaian terhadap jumlah jaminan yang mampu diberikan bank, telah dilakukan
di awal oleh bagian account manager namun bagian sub-Departemen Perkreditan
kKhusus Bank Garans juga melakukan pemeriksaan terhadap unsur ini.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh sub-Departemen Perkreditan khusus Bank
Garans ditujukan untuk mengetahui apakah limit fasilitas kredit non cash loan-
nya masih mencukupi untuk melakukan penerbitan bank garansi.?> Pemeriksaan
dilakukan melalui data base kredit milik Bank X. Berdasarkan pembahasan diatas,
nampak bahwa Bank X telah melakukan penilaian terhadap reputas dan
bonafiditas dari pihak yang dijamin, kemampuan nasabah memberikan kontra
garansi, jJumlah jaminan yang mampu diberikan bank dan sifat dan nila transaksi
yang akan dijamin sehingga dapat diberikan garansi yang sesuai. Oleh karena itu,
Bank X telah memenuhi ketentuan pasal 6 Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 j.o. angka 10 dalam Surat
Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991.

Berdasarkan pembahasan diatas nampak bahwa Bank X telah memenuhi
ketentuan tentang prinsip kehati-hatian dalam penerbitan bank garansi dalam
rangka proyek dengan kontra garansi kurang dari 100 %. Sehingga Bank X pun
dinilai berupaya meminimalkan risiko kredit atas penerbitan bank garans

tersebut. Upaya Bank X dalam meminimalkan peluang terjadinya risiko kredit

24 \Wawancara dengan Bapak Nobel (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 24 Maret
2010, op.cit.,

 |bid.,
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atas bank garans dalam rangka proyek dengan kontra garansi kurang dari 100 %
adalah erat kaitannya dengan upaya Bank X meminimalkan peluang terjadinya
risiko likuiditas. Jika risiko kredit terus bertambah ataupun risiko kredit dalam
skala jumlah yang besar maka bukan mustahil bahwa bank umum konvensional

akan kekurangan dana.?®

Akibatnya bank umum konvensiona tidak memiliki
kemampuan untuk mengembalikan dana nasabah yang dititipkan kepadanya serta
tidak mampu lagi menyalurkan dana kepada masyarakat. Akhirnya terjadilah
risiko likuiditas. Dalam hal ini, Bank X telah melakukan upaya yang optimal
dengan menerapkan prinsip kehati-hatian atas persetujuan pemberian kredit non
cash loan sebagaimana telah dibahas diatas. Oleh karena itu, Bank X patut dinilai
telah berupaya juga untuk meminimalkan risiko likuiditas.

Selain risiko kredit dan risiko likuiditas, atas penerbitan bank garansi
dalam rangka proyek maka Bank dapat terkena risiko operasional, risiko hukum,
risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Salah satu upaya meminimalkan risiko
operasional, riskko hukum dan risiko reputasi adalah melalui penerapan due
diligence customer sebagaimana diatur pada penjelasan umum Peraturan Bank
Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian
Uang dan Pendanaan. Due diligence customer merupakan penyempurnaan dari
penerapan prinsip mengena nasabah (know your customer) sebagaimana
ditetapkan pada huruf d bagian menimbang Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/28/PBI1/2009. Adapun menurut pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/28/PB1/2009 maka dalam melakukan hubungan dengan nasabah maka Bank
wajib melakukan due diligence customer. Due diligence customer atas penerbitan
bank garansi dalam rangka proyek tidak langsung pada penerbitan bank
garansinya melainkan saat pembukaan rekening giro atau tabungan. Hakikatanya
pada penerbitan bank garansi dalam rangka proyek maka maka pengenaan biaya
adalah melalui pendebitan rekening giro dan tabungan.

Dalam hal ini, bagi nasabah perorangan maka pada formulir pembukaan

rekening giro dan tabungan maka Bank X meminta data-data sebagai berikut :**’

%6 \Wawancara dengan Ibu Ayu Deviana (pengamat bank garansi di Bank Indonesia),
op.cit.,
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. Data Pribadi meliputi nama lengkap, gelar, nama alias, tempat dan tanggal
lahir, jenis kelamin, nama gadis ibu kandung, status kependudukan, jenis kartu
identitas utama, nomor identitas utama, status identitas utama, tempat
dikeluarkannya identitas utama, aamat tinggal sekarang/musiman (jika sama
dengan identitas, tidak perlu diis), agama, status pekerjaan, status perkawinan,
kewarganegaraan, pekerjaan, nama perusahaan, bidang usaha, sumber
pendapatan dan besaran pendapatan.

. Informasi mengenai NPWP, surat keterangan bekerja, alamat kantor, email,
telepon, nomor fax, rekening yang dimiliki saat ini, tujuan pembukaan
rekening dan tujuan penggunaan dana.

. Adanya kartu contoh tanda tangan nasabah yang juga berisi informas
mengenai nama, alamat dan nomor telepon.

. Adapun berkas yang dilampirkan adalah copy identitas (asli diperlihatkan),
copy NPWP (adli diperlihatkan), dan pas foto terbaru.

. Daam ha nasabah mewakili beneficial owner maka identitas pihak yang
mewakili turut dilampirkan beserta surat kuasa mewakili.?® Dalam surat kuasa
ditegaskan batas kuasa dari beneficial owner kepada pihak yang mewakili.

. Adanya pernyataan dari nasabah bahwa data yang diisi adalah benar adanya
dan Bank pun berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data
tersebut.

. Adanya ketentuan yang mewgjibkan bahwa nasabah memberitahukan secara
tertulis setiap informasi perubahan data pada aplikasi pembukaan rekening dan
perubahan data baru berlaku sejak diterimanya perubahan tersebut oleh Bank.

Berdasarkan pembahasan diatas nampak bahwa Bank X telah memenuhi
ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a sub (1), pasal 14, pasal 18, pasal 19 ayat (1)
huruf (a), pasal 21 ayat (1) dan pasa 27 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor

227 Bank X, Aplikasi Pembukaan Rekening Giro dan Tabungan untuk Perorangan pada

Bank X.

228 \Wawancara dengan |bu Z (Customer Service di Bank X), tanggal 15 Juni 2010, pukul

09.00-10.00 WIB di kantor cabang Bank X.
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11/28/PB1/2009. Sedangkan, untuk nasabah non perorangan maka Bank X telah

meminta data-data sebagai berikut :%%°

1. Data non perorangan meliputi bentuk badan hukum, nama, tempat dan tanggal
berdiri, bidang usaha, akte pendirian, alamat kantor, alamat pabrik, aamat
proyek, NPWP dan SIUP. Bentuk badan hukum meliputi PT, CV, Firma,
Koperasi dan Y ayasan.

2. Informasi mengenai bidang usaha, sumber pendapatan (operating income dan
non operating income), tujuan berhubungan dengan bank, susunan manaemen
sesual akta pendirian atau perubahannya, laporan keuangan (dilampirkan untuk
perusahaan non usaha kecil), modal dasar, modal disetor, hubungan dengan
nasabah lain di Bank X, hubungan dengan pihak lain yang terkait, aamat
elektronik (telepon rumah, telepon kantor, telepon selular, fax dan email,
susunan pengurus perusahaan, identitas pengurus perusahaan yang berwenang
mewakili, rekening yang dimiliki saat ini, tujuan pembukaan rekening dan
tujuan penggunaan dana.

3. Adanya kartu contoh tanda tangan nasabah yang juga berisi informasi
mengenai nama, jabatan, dan tanda tangan pihak yang berhak mewakili
perusahaan.

4. Adapun berkas yang dilampirkan adalah copy akta pendirian dan perubahan,
surat pengesahan menteri kehakiman dan perundang-undangan, lembar berita
Negara, kartu identitas masing-masing pengurus yang tercantum di dalam akta
pendirian,  NPWP, Tanda Daftar Perusshaan, Surat Ijin Usaha
(SIUP/SITU/SIUJK), surat keterangan domisili dari kelurahan

5. Dalam hal pihak mewakili perusahaan merupakan pihak yang diberi kuasa oleh
beneficial owner (pihak yang berwenang menurut Anggaran Dasar) maka
identitas pihak yang mewakili turut dilampirkan beserta surat kuasa
mewakili.”® Dalam surat kuasa ditegaskan batas kuasa dari beneficial owner

kepada pihak yang mewakili.

2 Bank X, Aplikas Pembukaan Rekening Giro dan Tabungan untuk Non Perorangan
pada Bank X.

20 \Wawancara dengan |bu Z (Customer Service di Bank X), tanggal 15 Juni 2010, op.cit.,
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6. Adanya pernyataan dari nasabah bahwa data yang diisi adalah benar adanya
dan Bank pun berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data
tersebut.

7. Adanya ketentuan yang mewagjibkan bahwa nasabah memberitahukan secara
tertulis setiap informasi perubahan data pada aplikasi pembukaan rekening dan
perubahan data baru berlaku sgjak diterimanya perubahan tersebut oleh Bank.

Berdasarkan pembahasan diatas nampak bahwa Bank X telah memenuhi

ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf (b), 15 ayat (1) , pasal 19 ayat (1) huruf (b),

pasal 21 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor

11/28/PBI/2009.

Dalam hal ini, Bank X pun memiliki bagian khusus yang memantau
informasi dan dokumen nasabah.?** Bagian khusus tersebut bekerja sama dengan
kantor cabang. Keduanya dapat mengakses data nasabah melalui sistem data base
Bank X. Kantor cabang yang memperbarui data dan menyimpan dokumen
nasabah. Sedangkan bagian khusus memantau apakah ada ketidakwajaran data
tersebut. Oleh karena itu, Bank X telah memenuhi pasal 27 ayat (2) huruf (a)
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009. Berdasarkan pembahasan
tersebut, Bank X dinila telah menerapkan due diligence dengan baik.

Atas penerbitan bank garans dalam rangka proyek maka risiko
operasional dapat melekat kepada produk bank garansi dengan kontra garans
kurang dari 100 % ataupun bank garansi dengan kontra garansi sebesar 100 %.
Adapun risiko operasional yang rentan atas penerbitan bank garansi dalam rangka
proyek adalah kesalahan pemasaran produk bank garansi, kesalahan pencatatan
pada sertifikat bank garansinya, dan adanya internal fraud.

Kesalahan pemasaran berarti adanya kesalahpahaman informas atas
suatu hal dalam penerbitan bank garansi dalam rangka proyek. Adapun
kesalahpahaman yang mungkin adalah jangka waktu jaminan bank garansi.
Kemungkinan ada nasabah yang berpikir bahwa ia dapat meminta jangka waktu

jaminan sesuai keinginannya termasuk melebihi jangka waktu perjanjian

#bid.,.
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pokoknya?** Hakikatnya jangka waktu jaminan adalah tidak boleh melebihi dari
jangkawaktu perjanjian pokok sebagaimana diatur pada 1821 KUHPer.

Bila dikaitkan dengan konteks kesalahan pemasaran mengenai jangka
waktu penjaminan maka Bank X dinilai belum memenuhi ketentuan Peraturan
Bank Indonesia PBI Nomor 7/6/PBI1/2005. Adapun menurut syarat umum
penerbitan bank garansi sebagaimana yang terdapat pada formulir penerbitan bank

garansi maka diketahui adanya informasi mengenai:

Pemohon menyetujui bahwa garansi yang diterbitkan berdasarkan
SKDir Bl No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1999, merupakan
accesoir dari perjanjian pokok/underlying transaction-nya sehingga
jangka waktu garansi akan berakhir selain karena berakhirnya jangka
waktu seperti yan% tercantum dalam garansi, juga karena berakhirnya
perjanjian pokok.*

Berdasarkan informasi tersebut maka diketahui bahwa berakhirnya penjaminan
memang dapat karena ditetapkan didalam sertifikat bank garansinya sendiri tetapi
berakhirnya jangka waktu penjaminan jugadibatasi dengan berakhirnya perjanjian
pokok. Pernyataan tersebut memang tidak menimbulkan kesalahan penafsiran
oleh nasabah. Akan tetapi, menurut pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia
Nomor 7/6/PBI1/2005, informasi yang diberikan tidak hanya melalui tulisan
semata tetapi juga melalui lisan. Daam hal ini, customer service Bank X
cenderung hanya memberikan informasi sebatas jenis bank garansi, biaya dan
berkas-berkas yang diperlukan.® Sedangkan untuk pemahaman dalam aplikasi
penerbitan bank garansi, customer service hanya mengingatkan nasabah untuk
mempelgjarinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa customer service tidak
memberikan informasi melalui lisan secara lengkap. Padaha menurut penjelasan
pasa 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 7/6/PBI/2005, diketahui
bahwa informas secara lisan tentang karakteristik produk tetap memperhatikan

kelengkapan informasi yang disampaikan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan

%2 \Wawancara dengan Bapak Nobel (praktisi bank garansi di Bank X), op.cit.,
%2 Bank X, Aplikasi Penerbitan Bank Garansi

% \Wawancara dengan Ibu Z (Customer Service di Bank X), tanggal 6 April 2010, pukul
08.00-10.00 Wib, op.cit.,
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informasi mengenai karakteristik produk sekurang-kurangnya informasi mengenai
nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko, persyaratan dan tata cara, biaya,
perhitungan bunga, jangka waktu produk dan penerbit produk sebagaimana diatur
pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 7/6/PBI/2005.
Ketiadaan informasi lisan dari customer service tentang jangka waktu bank
garans memungkinkan nasabah untuk meminta jangka waktu bank garansi yang
melebihi jangka waktu perjanjian pokoknya. Padahal hal tersebut melanggar
ketentuan pasal 1821 KUHPer.

Pasal 1821 KUHPer

g?] 235Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang
Berdasarkan pembahasan tersebut, Bank X dinila belum memberikan informasi
melalui lisan secara lengkap. Oleh karenaitu, Bank X dinilai melanggar ketentuan
pasal pasal 4 ayat (2) Peraiuran Bank Indonesia PBI Nomor 7/6/PBI/2005 j.o.
penjelasan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 7/6/PB1/2005
J.0. pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 7/6/PBI/2005. Atas
pelanggaran tersebut maka Bank X dapat dikenakan sanksi administratif tertulis
sebagaimana diatur pada pasal 12 Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor
7/6/PBI/2005. Pelanggaran pasal 12 Peraturan Bank Indonesia PBI' Nomor
7/6/PBI/2005 menyebabkan Bank X dapat dikenai ketentuan pasal 52 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998. Adanya pelanggaran tersebut menunjukkan Bank
X tidak memenuhi ketentuan pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998.

Pasal 52°%

(2) Sanksi administretif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara
lain adalah:

a. denda uang;

b. teguran tertulis;

C. penurunan tingkat kesehatan bank;

d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;

%5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh
Subekti, op.cit., ps. 1821.

%% | ndonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, op.cit., ps. 52 ayat (2).
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e.pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu

maupun untuk bank secara keseluruhan;

f.pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan

mengangkat pengganti sementara sampal Rapat Umum Pemegang
Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap
dengan persetujuan Bank Indonesia;

g.pencantuman anggota pengurus, pegawa bank, pemegang saham

dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

Upaya mencegah kesalahpahaman tentang informasi dalam penerbitan

bank garansi dalam rangka proyek memang tidak hanya sampa disitu. Bank

Indonesia juga mengakomodir melalui penetapan hal-hal minimal yang harus
dimuat di dalam sertifikat bank garansi. Adapun hal tersebut diatur pada pasal 2
ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18
Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank. Menurut ketentuan tersebut

maka sertifikat bank garanst minimal harus memuat :

a Judul “Garans Bank™ atau “Bank Garans”

b.

-~ o o ©

5«

Nama dan alamat bank pemberi garans

Tanggal penerbitan bank garans

Transaks antara pihak yang dijamin dengan penerimajaminan

Jumlah uang yang dijamin

Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya garansi bank

Penegasan batas waktu pengajuan klaim

Pernyataaan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran
dengan terlebih dahulu menyita dan menjual bends-benda si berutang
untuk melunas hutangnya sesuai dengan pasal 1831 KUHPer atau
pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewanya
untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita
dan dijua untuk melunasi hutang-hutangnya susuai dengan pasal 1832
KUHPer.

Adapun berdasarkan draft sertifikat bank garansi dalam rangka proyek

Bank X maka dapat dinilai bahwa sertifikat bank garansi dalam rangka proyek
milik Bank X telah memenuhi ketentuan pada pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991.
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Upaya mencegah kesalahpahaman informasi di dalam sertifikat bank
garansi dalam rangka proyek juga diatur pada pasal 2 ayat (4) Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tangga 18 Maret 1991. Menurut
ketentuan tersebut, sertifikat bank garansi tidak boleh memuat ketentuan bahwa
bank garans atau Standby L/C dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak.
Adapun terhadap ketentuan tersebut, Bank X telah memenuhinya. Hal ini dapat
diketahui dari ketentuan pada formulir penerbitan bank garansi dalam rangka

proyek pada Bank X, yaitu :

Terhadap permintaan perubahan bank garansi, pemohon menyetujui
untuk menyampaikan permohonan secara tertulis kepada bank diserta
bukti-bukti yang mendasari perubahan dan membayar biaya-biaya yang
ditentukan oleh bank. Permohonan dimaksud agar disampaikan kepada
bank selambat-lambatnya sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku
garansi. Pemohon memahami bahwa perubahan atau pembatalan suatu
garansi baru berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari bank,
penerima jaminan dan bank mengkonfirmasi (jika ada). Atas penerbitan
perubahan garansi, pemohon setuju untuk :

e Melunasi biaya bank untuk penerbitan perubahan garans sesuai
ketentuan bank

e Dalam ha terjadi kenaikan nilai garansi, menyetorkan tambahan
setoran margin sebesar nilai kenaikan garansi.>’

Ketentuan pasal 2 ayat (4) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 juga mengatur bahwa sertifikat bank
garans tidak boleh memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berlakunya
bank garansi. Dalam hal ini, berdasarkan draft sertifikat bank garansi dalam
rangka proyek Bank X maka pemberlakuan penjaminan tidak dilekati oleh
persyaratan tertentu.

Selain kesalahan pemasaran maka risiko operasiona dapat terjadi karena
kesalahan pencatatan data pada sertifikat bank garansi. Maksudnya adalah adanya
kesalahan pencatatan nilai jaminan ataupun kesalahan pencatatan nama terjamin.
Hakikatnya bank garansi merupakan kredit sebagaimana diatur pada pasal 1 angka
(11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Lampiran SK Direksi Bank
Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tentang Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan

21 Bank X, Aplikasi Penerbitan Bank Garansi
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Perkreditan Bank (PPKPB). Kemudian, menurut pasa 29 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank dalam memberikan kredit harus dengan
cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang
mempercayakan dananya kepada bank. Oleh karena itu, bank harus
memperhatikan ketelitian dalam pencatatan nilai jaminan di sertifikat bank garansi
dalam rangka proyek. Dalam hal ini, Bank X dinilai telah melakukan pencatatan
nilai jaminan pada sertifikat bank garansi dengan hati-hati. Adapun bagian sub-
Departemen Perkreditan khusus Bank Garans pada Bank X melakukan
pemeriksaan terhadap kesesuaian nilai bank garansi yang minta nasabah dengan
yang tertera pada underlying transaction. Selanjutnya, dalam pembuatan sertifikat
bank garansi dalam rangka proyek maka mereka akan mengadakan pemeriksaan
secara hierarki atas sertifikat bank garansi tersebut. Urutan hierarki dari yang
terendah ke tertinggi pemeriksa sertifikat bank garans tersebut adalah
officer,department head, section head, dan group head. Sementara itu, Bank X
juga memberlakukan ketentuan dapat memberikan sertifikat bank garans
langsung kepada penerima jaminan tanpa terlebih dahulu memberikannya kepada
terjamin. Akan tetapi, adanya pemeriksaan dalam pembuatan sertifikat bank
garans tersebut memperkecil kesempatan bagi penerima jaminan untuk
melakukan eksternal fraud. Pemeriksaan tersebut menunjukkan upaya Bank X
membuat  sertifikat bank garansi dengan cara yang tidak merugikan Bank
sebagaimana diatur pada pasa 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998. Upaya Bank X memenuhi ketentuan tersebut menunjukkan Bank X telah
berupaya meminimalkan risiko operasional kategori kesalahan pencatatan nilai
jaminan pada sertifikat bank garansi. Akibatnya, Bank X pun dinilai telah
berupaya menghindari terjadinyarisiko operasional kategori eksternal fraud.
Selain risiko kesalahan pencatatan nilai jaminan pada bank garansi maka
atas penerbitan bank garans dalam rangka proyek juga terdapat risiko operasional
berupa kesalahan pencatatan nama terjamin pada sertifikat bank garans.
K esalahan pencatatan nama terjamin pada sertifikat bank garansi dapat membawa

bank ke meja hijau.”®® Misalkan nama terjamin atas bank garansi jenis bid bond

%8 \Wawancara dengan Bapak Ahmad Nasrullah (praktis bank garansi di Bank X),
tanggal 23 Maret 2010, op.cit.,
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seharusnya PT BOEMIPUTRA namun tercatat PT BUMIPOETRA.
Ketidaksesuaian nama terjamin saat lelang dengan nama terjamin pada sertifikat
bank garansinya dapat menyebabkan penerima jaminan tidak menjatuhkan tender
kepada terjamin. Akibatnya terjamin tidak memenangkan tender. Atas kekalahan
tender tersebut maka terjamin dapat menuntut bank ke pengadilan dengan gugatan
perbuatan melawan hukum. Permasalahan hukum antara bank dengan nasabah
akan merusak citra bank. Buruknya citra bank menyebabkan masyarakat enggan
menggunakan jasa bank tersebut. Selanjutnya, tingkat kepercayaan stakeholder
terhadap bank umum konvensional tersebut menjadi berkurang. Oleh karena itu,
kesalahan pencatatan nama terjamin pada sertifikat bank garansi dapat
menyebabkan adanya riskko hukum selanjutnya berpotensi menciptakan risiko
reputasi. Padahal menurut pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998, bank dalam memberikan kredit harus dengan cara-cara yang tidak
merugikan bank. Demi menghindari kesalahan pencatatan nama terjamin pada
sertifikat bank garansi dalam rangka proyek, Bank X memberlakukan pembuatan
sertifikat bank garansi dengan adanya pemeriksaan secara hierarki. Adapun urutan
hierarki dari terendah ke tertinggi atas pemeriksa sertifikat bank garansi tersebut
adalah officer, department head, section head, dan group head. Berdasarkan
pemeriksaan tersebut maka Bank X dinilai telah berupaya melakukan pembuatan
sertifikat bank garansi yang memenuhi ketentuan pasal 29 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998. Upaya Bank X memenuhi ketentuan tersebut
menunjukkan Bank X telah berupaya meminimalkan risiko operasiona kategori
kesalahan pencatatan nama terjamin pada sertifikat bank garansi. Upaya Bank X
meminimalkan risiko operasional tersebut menyebabkan Bank X terjauh dari
potens terciptanya risiko hukum dan selanjutnya menjauhkan Bank X pula dari
peluang terjadinya risiko reputas.

Risiko operasional yang lain dalam penerbitan bank garans dalam
rangka proyek adalah internal fraud. Internal fraud yang dapat terjadi atas
penerbitan bank garans dalam rangka proyek adalah penerbitan bank garansi
dengan melanggar ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998. Dadam ha ini, Bank X melakukan pemeriksaan secara hierarki atas

pembuatan sertifikat bank garansi. Adapun urutan hierarki dari terendah ke
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tertinggi atas pemeriksa sertifikat bank garansi tersebut adalah officer,department
head, section head, dan group head. Selain itu, Bank X melakukan audit internal
atas kegiatan perbankannya. Bank X pun tidak memberlakukan penerbitan bank
garansi melalui calo sebagaimana dikatakan oleh Bapak Ahmad.?® Hal tersebut
menunjukkan upaya Bank X dalam menerbitkan bank garansi dengan memenuhi
ketentuan pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Adanya
upaya tersebut menunjukkan bahwa Bank X berupaya meminimakan adanya
internal fraud. Oleh karenaitu, Bank X pun dinilai berusaha meminimalkan risiko
reputas terkait bank garansi fiktif.

Risko lain atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek adalah
rissko hukum. Risiko hukum atas penerbitan bank garansi dapat terjadi karena
tuntutan hukum dari terjamin yang merasa tidak wanprestas terhadap perjanjian
pokok namun bank tetap membayarkan bank garansi kepada penerima jaminan.
Ataupun tuntutan hukum dari terjamin karena ketidaksesuaian nama terjamin saat
lelang dengan nama terjamin pada sertifikat bank garansinya sehingga penerima
jaminan tidak menjatuhkan tender kepada terjamin. Pembahasan penerapan
prinsip kehati-hatian oleh Bank X dalam upaya mencegah adanya tuntutan hukum
dari terjamin karena ketidaksesuaian nama terjamin saat lelang dengan nama
terjamin pada sertifikat bank garansinya sehingga penerima jaminan tidak
menjatuhkan tender kepada terjamin, telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

Risiko hukum atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek dapat
terjadi karena tuntutan hukum dari terjamin yang merasa tidak wanprestas
terhadap perjanjian pokok namun bank tetap membayarkan bank garansi kepada
penerima jaminan. Hakikatnya, tiada dibenarkan bank membayarkan bank garansi
kepada penerima jaminan jika terjamin tidak wanprestasi. Hal ini dikarenakan
sifat bank garansi merupakan borgtocht sebagaimana diatur pada pasal 1820
KUHPer.

Pasal 1820 KUHPer

2 \Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 19 April
2010, op.cit.,
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“penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak
ketiga, guna kepentingan s berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi

perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.” 2%

Tiada dibenarkan bank membayarkan bank garansi dalam rangka proyek
kepada penerima jaminan jika terjamin tidak wanprestasi. Penilaian wanprestasi
pun menjadi hal penting dalam pembayaran bank garansi. Penilaian wanprestasi
disini bukan berarti Bank yang menilai bahwa tindakan terjamin adalah
wanprestas namun sebatas Bank memastikan perihal pernyataan penerima
jaminan tentang wanprestasi dari terjamin adalah benar. Kesalahan dalam
penilaian wanprestasi dapat menyebabkan bank dikenakan pelanggaran pasal
1820 KUHPer. Adapun kesalahan penilaian wanprestasi dapat diminimalkan
melalui pemeriksaan yang mendalam terhadap permohonan pembayaran bank
garansi yang digjukan oleh penerima jaminan. Menurut Ramlan Ginting, dalam
teori pembayaran bank garansi dikenal dengan isitilah actual default.** Lawannya
adalah statement default.

Menurut Ramlan Ginting, actual default berarti pembayaran bank garans
dilakukan dengan mengajukan dokumen yang membuktikan telah terjadi
wanprestas atas pelaksanaan kewagjiban terjamin disertai penggjuan dokumen
lainnya jika dipersyaratkan dalam bank garansi tersebut.*** Pembuktian atas
wanprestas yang dilakukan oleh terjamin dapat melalui pemeriksaan dasar
informasi dan data mengenal wanprestasi yang ada pada bank ataupun melalui
penetapan putusan pengadilan bahwa si terjamin memang telah wanprestasi.**
Pemeriksaan dasar informasi dan data mengenali wanprestasi yang ada pada bank

berarti memeriksa apakah hal wanprestasi yang diajukan oleh penerima jaminan

#0 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh
Subekti, op.cit., ps. 1820.

! Ramlan Ginting,op.cit., hal. 174.

22 pid., hal. 157.

23| bid., hal. 174.
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termasuk ke dalam hal yang diatur pada kesepakatan mengenai wanprestas
perjanjian pokok antaraterjamin dan penerimajaminan dan memang benar terjadi.
Pemeriksaan benar terjadi atau tidak melalui dokumen pembuktian yang digjukan
oleh penerima jaminan. Periha dokumen pembuktian tidak dibatasi sepanjang
Bank merasa yakin atas dokumen tersebut maka dianggap Bank telah melakukan
actual default. Adapun dokumen yang dapat digunakan adalah surat penolakan
penunjukkan tender atau keterangan ahli (pihak independen) tentang kualitas mutu
dari bangunan. Sementara itu, statement default berarti pengajuan dokumen yang
menyatakan telah terjadi wanprestasi atas pelaksanaan kewajiban terjamin disertai
pengajuan dokumen lainnya jika dipersyaratkan dalam bank garansi tersebut.”*
Dalam hal statement default, penjamin hanya mempertimbangkan dokumen yang
menyatakan wanprestasi tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh dari itu.?*

Dalam ha pembayaran bank garansi, Bank X memberlakukan ketentuan
sebagai berikut :

Pemohon menyetujui bahwa kecuali apabila menurut penilaian bank
terdapat kecurigaan bahwa klaim yang digjukan oleh penerima jaminan
merupakan penipuan, bank tidak dapat menolak klaim yang sesuai
dengan garansi meskipun terdapat penolakan adanya wanprestasi atas
perjanjian pokok/underlying transaction (misalnya bahwa kewajiban
sebenarnya belum jatuh tempo, atau bahwa sesungguhnya kewajiban
telah dilaksanakan sesuai kontrak dlIl). Ha ini juga berlaku apabila
klaim digjukan karena pemohon wanprestasi yang disebabkan oleh hal-

hal 2d(isl uar control pemohon seperti force majeur, perang, bencana aam
dll .2

Selain ketentuan tersebut, dalam hal pembayaran bank garansi dalam rangka
proyek maka Bank X hanya mewajibkan penerima jaminan untuk membawa
berkas-berkas yaitu surat pernyataan bahwa terjamin/applicant wanprestas atas

perjanjian pokok/underlying transaction, surat permohonan dari penerima

244 |bid., hal. 157.
25 | bid., hal. 148.

26 Bank X, Aplikasi Penerbitan Bank Garansi,
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jaminan agar Bank X membayarkan bank garans dan sertifikat bank garans

asli.**” Adapun pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank X adalah : 2%

1. Apakah pihak yang membuat pernyataan wanprestasi merupakan pihak yang
dianggap secara sah berwenang mewakili perusahaan s penerima jaminan.
Pemeriksaan data akan dilakukan berdasarkan data dari copy Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan penerimajaminan.

2. Melakukan pemeriksaan apakah sertifikat bank garansinya asli atau tidak.

3. Mempelgjari sertifikat bank garansinya. Yaitu apakah penuntutan pembayaran
bank garanss masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen bank
garans.

Berdasarkan pembahasan tersebut, nampak bahwa penilaian wanprestasi
oleh Bank X melalui dokumen yang menyatakan telah terjadi wanprestas atas
pelaksanaan kewgjiban terjamin. Oleh karena itu, Bank X dinilai tidak
memberlakukan actual default atas sistem penilaian wanprestas dalam rangka
pembayaran bank garansi melainkan memberlakukan statement default. Ketiadaan
actual default karena sulit menerapkannya di dalam praktek.?** Dalam hal ini,
Bank X tidak memiliki pihak yang ahli untuk menilai mutu dari proyek yang
dikerjakan. Misakan pembangunan suatu gedung, bank tidak dapat
memprediksikan apakah mutu beton yang digunakan memang sesuai sebagaimana
yang telah disepakati oleh terjamin dan penerima jaminan. Selain itu, penerapan
actual default membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan keberadaan
wanprestasi dari terjamin padahal penerima jaminan menginginkan pembayaran
dalam waktu yang cepat.

Kewajiban menerapkan actual default atas sistem penilaian wanprestasi
pada pembayaran bank garansi dalam rangka proyek memang tidak diatur oleh
Peraturan Bank Indonesia. Sesungguhnya perihal sistem penilaian wanprestasi
yang wajib diterapkan pada bank garans dalam rangka proyek maka Bank

27 \Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 23 Maret
2010, op.cit.,

8 \Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 19 April
2010, op.cit.,

9 \Wawancara dengan Bapak Nobel (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 24 Maret
2010, op.cit.
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Indonesia mengembalikannya kepada masing - masing bank umum
konvensional .>” Hal ini dikarenakan yang terpenting bagi Bank Indonesia adalah
bank umum konvensional tetap dalam keadaan sehat dan tidak menjadi masalah
sistem penilaian wanprestass mana yang akan diterapkan dalam praktek
perbankannya®®! Meskipun actual default tidak diatur oleh Peraturan Bank
Indonesia namun Bank tetap dibebankan kewagjiban agar tidak salah dalam
menilai  wanprestasi. Hal ini mengingat bahwa tiada dibenarkan bank
membayarkan bank garansi dalam rangka proyek bila tidak ada wanprestasi dari
terjamin sebagaimana diatur pada pasal 1820 KUHPer. Adapun kesalahan
penilaian wanprestasi dapat diminimalkan melalui pemeriksaan mendalam atas
wanprestasi yang disampaikan oleh penerima jaminan. Adapun actual default
lebih tinggi kualitasnya daripada statement default.”®* Jadi, pemeriksaan
mendalam dapat dicapa dengan pemeriksaan actual default bukan dengan
statement default.

Perihal penerapan actual default pada pembayaran bank garansi dalam
rangka proyek sesungguhnya diakomodir oleh keberadaan pengaturan jangka
waktu pengajuan klaim bank garansi. Adapun perihal jangka waktu pengajuan
klaim bank garansi dalam rangka proyek diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia
nomor 23/7/UKU Tangga 18 Maret 1991. Menurut ketentuan tersebut diketahui
bahwa batas waktu pengajuan klaim pembayaran bagi bank garans adalah
maksimal 14 hari atau maksimal 30 hari setelah berakhirnya bank garansi.
Kemudian, menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 23/7/UKU Tanggal 18
Maret 1991 berakhirnya bank garansi karena :

1. Berakhirnya perjanjian pokok, atau

2. Berakhirnya bank garansi sebagaimana ditetapkan dalam bank garansi yang
bersangkutan.

Adanya jangka waktu pengauan klaim tersebut memberikan kesempatan kepada

penerima jaminan untuk mempersigpkan dokumen yang membuktikan fakta

%0 \Wawancara dengan Ibu Ayu Deviana (pengamat bank garansi di Bank Indonesia),
tanggal 3 Mei 2010, op. cit.,

%1 bid.,

%2 Ramlan Ginting, op.cit., hal. 177.
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terjadinya wanprestasi oleh terjamin. Oleh karena itu, secara tersirat bahwa Surat
Edaran Bank Indonesia nomor 23/7/UKU Tangga 18 Maret 1991 mendukung
penerapan actual default atas pembayaran bank garansi dalam rangka proyek.

Penerapan actual default pada penilaian wanprestasi pun sangat
diperlukan dalam rangka bank memberlakukan ketentuan pasal 1832 KUHPer.
Hal ini mengingat bahwa pada bank yang memberlakukan ketentuan pasal 1832
KUHPer berarti dana yang dipergunakan untuk membayar adalah dana bank
terlebih dahulu, baru kemudian bank mengeksekusi kontra garansi milik terjamin.
Dalam hal dana yang dikeluarkan berasal dari bank sendiri maka seharusnya bank
lebih hati-hati untuk menilai wanprestasi yang disampaikan oleh penerima
jaminan. Oleh karena itu, penerapan actual default sangat diperlukan pada
penilaian wanprestasi oleh bank yang memberlakukan pasal 1832 KUHPer.

Dalam hal ini, Bank X menetapkan batas waktu pengsjuan klaim
maksimal 14 hari setelah bank garansi berakhir dan memberlakukan pasal 1832
KUHPer pada pembayaran bank garansinya namun Bank X tidak menerapkan
actual default pada sistem penilaian wanprestasinya. Ketiadaan penerapan actual
default menunjukkan Bank X tidak melakukan pemeriksaan wanprestasi yang
mendalam. Ketiadaan pemeriksaan yang mendadam atas wanprestas
menyebabkan Bank X rentan terhadap kesalahan penilaian wanprestasi. Hal
tersebut pun memperbesar peluang Bank X untuk dituntut oleh terjamin atas
pelanggaran pasal 1820 KUHPer. Jadi, dalam pembayaran bank garansi dalam
rangka proyek maka Bank X dinilai belum maksimal menerapkan ketentuan pasal
29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1998. Sehingga bank X dinilai belum
maksimal dalam meminimalkan risiko hukum dalam hal pembayaran bank garansi
dalam rangka proyek.

Risiko terakhir atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek adalah
rissko kepatuhan. Risiko kepatuhan berarti risiko akibat bank tidak mematuhi
peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur
pada pasal 1 angka (10) Peraturan Bank Indonesia PBI No. 11/25/PBI/2009.
Dalam ha ini, risko penerbitan bank garansi berarti risko akibat bank tidak
mematuhi ketentuan :

1. Pasal 1820-pasal 1850 KUHPer
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah pertama
menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
kedua menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Bank Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem
Nilal Tukar

5. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia SK Dir Bl No. 23/88/KEP/DIR
Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank

6. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia SK Dir Bl No. 27/162/KEP/DIR
Tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewagjiban Penyusunan dan Pelaksanaan
K ebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PB1/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia
Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas M aksimum Pemberian Kredit Bank Umum

8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI1/2009 tentang Penerapan Program
Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

9. Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparans
Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Berdasarkan pembahasan diatas maka nampak bahwa Bank X terkena risiko
kepatuhan. Adapun Bank X tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia
PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan
Data Pribadi Nasabah sehingga melanggar pula pasa 29 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998. Atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka Bank
X dinilai tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garans
dalam rangka proyek sehingga dikategorikan juga melanggar ketentuan pasal 29
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
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BAB 5
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah dikemukakan, penulis

menyimpulan sebagal berikut.

1

Atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek maka terdapat risiko —
risiko seperti risiko kredit, risskko operasional, risiko hukum, risiko reputas,
risiko likuiditas dan risiko kepatuhan. Risiko kredit dapat dikena terhadap
bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi kurang dari 100 %
tapi kontra garansinya tidak memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf (c)
PBI Nomor 8/13/PBI/2006 j.0. PBI Nomor 7/3/PBI/2005. Ataupun terhadap
bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi kurang dari 100 %
tapi s terjamin tidak berhasil mengembalikan fasilitas kredit yang diberikan
oleh bank. Apabila jumlah risiko kredit terus bertambah ataupun risiko kredit
dalam skala nilai yang besar maka risiko likuiditas dapat tercipta. Risiko
operasional meliputi kesalahan pemasaran, kesalahan pencatatan data pada
sertifikat bank garansi, internal fraud dan external fraud. Kesalahan pemasaran
berarti adanya kesalahan pemasaran mengenai jangka waktu bank garans
dalam rangka proyek. Kesalahan pencatatan data pada sertifikat bank garans
dalam rangka proyek meliputi kesalahan pencatatan nilai bank garansi dan
nama terjamin. Internal fraud pada bank garansi dalam rangka proyek adalah
pemberian fasilitas kredit non cash loan ataupun penerbitan bank garans
dalam rangka proyek yang melanggar pasal 49 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998. Dalam hal ini, peluang risiko eksternal fraud muncul
karena s penerima jaminan yang beritikad buruk menggukan permohonan
pembayaran bank garansi dalam rangka proyek dengan nilai yang melebihi dari
nilai bank garansi yang seharusnya. Adapun kelebihan nilai tersebut karena
adanya kesalahan pencatatan nilai bank garansi pada sertifikat bank garansinya.
Risiko hukum dapat terjadi karena tuntutan dari terjamin kepada bank terkait
ketidaksetujuan terjamin atas pembayaran bank garans dalam rangka proyek

yang dilakukan bank kepada penerima jaminan. Ataupun terkait kesalahan
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pencatatan nama terjamin pada sertifikat bank garansinya sehingga terjamin

tidak mendapatkan tender. Risiko reputasi tercipta karena adanya isu bank

garans fiktif ataupun permasalahan hukum terkait penerbitan bank garans
oleh Bank. Sementara itu, risko kepatuhan dapat tercipta jika Bank tidak
memenuhi  ketentuan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan bank garans

sebagaimana diatur pada pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1998.
Upaya meminimalkan risiko atas penerbitan bank garansi dalam rangka

proyek adalah melalui penerapan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank

garans tersebut. Adapun prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garans
dalam rangka proyek diatur pada:

a Pasal 1820-pasal 1850 KUHPer

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¢. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah pertama
menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
kedua menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Bank Indonesia

d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan
Sistem Nilai Tukar

e. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia SK Dir Bl No. 23/88/KEP/DIR
Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank,

f. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia SK Dir Bl No. 27/162/KEP/DIR
Tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan
K ebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum,

g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI1/2006 j.0. Peraturan Bank
Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit
Bank Umum,

h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan
Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum,
dan

i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI1/2005 tentang Transparansi
Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
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Risiko kredit atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek pada Bank
X hanya dapat dikena terhadap bank garansi dengan kontra garansi kurang
dari 100 %. Karena bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garans
sebesar 100 % memiliki kontra garansi yang memenuhi ketentuan pasal 27 ayat
(2) huruf (c) PBI Nomor 8/13/PBI1/2006 j.o. PBI Nomor 7/3/PB1/2005. Kontra
garanss yang memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf (c) PBI
8/13/PB1/2006 j.o. PBI Nomor 7/3/PBI1/2005 berarti kontra garansi tersebut
bersifat likuid, mudah dicairkan dan memiliki nilai relative tetap sehingga
dinilai mampu memitigasi risiko kredit. Penerbitan bank garansi dalam rangka
proyek dengan kontra garansi kurang dari 100 % harus melalui fasilitas kredit
non cash loan. Dalam hal ini, Bank X dinilai telah memenuhi ketentuan pada
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, SK Dir Bl No. 23/88/KEP/DIR
Tanggal 18 Maret 1991, SK Dir Bl No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret
1995, dan PBI Nomor 8/13/PBI/2006 j.0. PBI Nomor 7/3/PBI1/2005. Upaya
Bank X dalam memenuhi ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Bank X pun
berupaya meminimalkan risiko kredit atas penerbitan bank garansi dalam
rangka proyek dan risiko operasional terkait internal fraud dalam rangka
persetujuan pemberian fasilitas kredit non cash loan. Upaya Bank X dalam
meminimalkan risiko kredit menunjukkan Bank X juga berupaya untuk
meminimalkan risiko likuiditas.

Salah satu upaya Bank X dalam meminimalkan risiko operasional, risiko
hukum dan risiko reputasi melaksanakan due diligence customer sebagai mana
diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009. Dalam hal ini,
Bank X telah menerapkan due diligence dengan baik. Akan tetapi, Bank X
belum maksimal dalam meminimalkan risiko operasional terkait kesalahan
pemasaran. Karena Bank X memberikan informasi mengena jangka waktu
bank garansi dalam rangka proyek yang kurang lengkap sehingga dinilai
melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) j.0. penjelasan pasal 4 ayat (2) j.0. pasal 5
ayat (1) PBI Nomor 7/6/PBI/2005. Atas pelanggaran tersebut Bank X dinilai
belum menerapkan ketentuan pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 daam menyampaikan informas produk. Adanya pelanggaran
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tersebut maka Bank X dinilai belum mampu meminimalkan risiko kepatuhan
atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek.

Akan tetapi, Bank X telah menerapkan ketentuan pasal 29 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 guna meminimalkan risko operasional
meliputi kesalahan pencatatan data, eksternal fraud, internal fraud meliputi
penerbitan bank garansi dalam rangka proyek yang melanggar ketentuan pasal
49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, risiko hukum meliputi
tuntutan terjamin karena kesalahan pencatatan nama pada sertifikat bank
garansi dalam rangka proyek dan risiko reputasi meliputi isu bank garansi fiktif
dan permasalahan hukum dalam penerbitan bank garansi dalam rangka proyek.
Sedangkan dalam hal meminimalkan risiko hukum karena tuntutan terjamin
lantaran tidak merasa wanprestasi atas perjanjian pokok maka Bank X dinilai
belum maksimal melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998. Karena Bank X tidak memberlakukan actual default
daam sistem penilaian wanprestasi perjanjian pokok walaupun Bank X
memilih pemberlakuan pasal 1832 KUHPer dan menetapkan batas waktu
pengajuan klaim maksimal 14 hari setelah bank garansi berakhir. Adanya
penetapan batas waktu pengajuan klam maksimal 14 hari setelah bank garans
berakhir seharusnya dimanfaatkan oleh Bank X untuk memberikan kesempatan
kepada penerima jaminan agar mempersiapkan dokumen yang membuktikan
fakta terjadinya wanprestasi oleh terjamin sehingga Bank X dapat menerapkan
actual default. Sementara itu, pasal 1832 KUHPer maka dana yang
dipergunakan bank untuk membayarkan bank garansi dalam rangka proyek
adalah dana bank sendiri terlebih dahulu dan baru kemudian bank
mengeksekusi kontra garansi terjamin. Jadi, pada bank yang memberlakukan
pasal 1832 KUHPer maka bank harus lebih hati-hati. Tindakan bank yang lebih
hati-hati ditunjukkan dengan pemeriksaan mendalam. Pemeriksaan mendalam
dapat dicapai dengan actual default bukan dengan statement default.
Hakikatnya, actual default lebih tinggi kulaitasnya daripada statement default.
Ketiadaan pemberlakuan actual default oleh Bank X menunjukkan Bank X
tidak melakukan pemeriksaan mendalam atas penilaian wanprestasi. Padahal

pemeriksaan mendalam merupakan upaya meminimalkan kesalahan penilaian
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wanprestasi dalam pembayaran bank garansi dalam rangka proyek. Hal ini
mengingat tiada dibenarkan bank membayarkan bank garansi dalam rangka
proyek tanpa adanya wanprestasi sebagaimana diatur pada pasa 1820
KUHPer. Ketiadaan pemeriksaan pemeriksaan mendalam menyebabkan Bank
X rentan terhadap kesalahan dalam penilaian wanprestasi. Bank X pun
berpontensi besar untuk dituntut oleh terjamin atas pelanggaran pasa 1820
KUHPer. Sehingga Bank X dinilai belum maksma melaksanakan pasal 29
ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam ha meminimalkan
rissko hukum atas pembayaran bank garansi dalam rangka proyek. Adapun
berdasarkan pembahasan tersebut, Bank X dinilai belum menerapkan seluruh
prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek. Oleh
karena itu, Bank X dapat dikenakan pelanggaran atas pasa 29 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

5.2. Saran
Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis menyarankan agar :

a. Peningkatan sosialisas  kepada praktis  perbankan mengena  seluruh
pengaturan ketentuan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam
rangka proyek merupakan hal yang penting. Hal ini mengingat pelanggaran
prinsip kehati-hatian pada Bank X justru berasal dari Peraturan Bank Indonesia
tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang hakikatnya merupakan
pengaturan umum atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek.

b. Disatu sisi, ketiadaan pemberlakuan actual default menyebabkan Bank X
dinilai tidak melakukan pemeriksaan mendalam atas wanprestasi. Padahal
penilaian wanprestasi merupakan ha penting dalam pembayaran bank garans
dalam rangka proyek. Kesalahan penilaian wanprestasi dapat menyebabkan
Bank X dituntut oleh terjamin atas pelanggaran pasa 1820 KUHPer.
Sedangkan di sis lain, tidak dapat dipungkiri bahwa pemberlakuan actual
default pada prakteknya menemui kendala seperti ketiadaan ahli untuk menilai
mutu bangunan proyek ataupun diperlukan jangka waktu yang lebih lama

untuk menilai wanprestasi perjanjian pokok tersebut. Padaha penerima

Universitas Indonesia

Penerapan prinsip..., Bahtera Novinda, FH Ul, 2010



133

jaminan tidak menginginkan waktu yang lama dalam pembayaran bank
garansi. Oleh karena itu, demi menyeimbangkan kepentingan hukum dan
kepentingan bisnis maka diperlukan adanya peranan Bank Indonesia membuat
pedoman penilaian wanprestasi atas perjanjian pokok terkait pembayaran bank
garans dalam rangka proyek, yang mampu melindungi kepentingan bisnis
perbankan dan kepentingan hukum perbankan.
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JAMINAN PENAWARAN (BANK GARANSIH)
Mo sxixirk Tanggal kxxxxx
Femmpal dan Tanggal Jatuh Tenpo
KXXK KXKEKKXKEAXK
frasaticiicy Apphcant

Bank berkedudukan di Jakara datam hal ine bertmdak melali Kantor
wavang Jakara Sunte. cerma. wcralamal di Gedung JI. Sunler Permal Raya
Jakarla 14350 (unluk selanuinya disebut "Bank”) dengan melepaskan hak stimewanya  yang
diberikan aleh undang-undang lerulama yang lercaniem dalam pasal 1831 Kilab Undang-Undang

Hukum Perdata, deingan ini menjamin ..............., beralamal + | [untuk selanjulnya
disebul  sebagai “Tenamin’) lerhadap e beralamat di oo {untuk
selanjulnya disebul sebagai “Penerima Garansi Bank “}. untuk membayar sejumlah vang selinggi-
HNQQinya Rp. ccooiinimsiainanaee , dengan kelenluan:

1 Apabila Teramin melakukan wanprestasi, yailu tidak dapal menyelesaikan pekerjaan atau
lidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan ..o e
maka Bank akan membayar kepada Penerima Garansi Bank untuk jumniah lersebul di atas
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan lertulis dari
Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya
atau telah melakukan wanprestasi.

2 pank Garansi ini berlaku unluk jangka terhitung sejak tanggal .cennn s2Mpai dengan
{20GGal Jyreenrisnaanai oo os

3 Balas waklu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihanfkiaim kepada Bank, selambal-
lambatnya 14 (empal belas) har kerja sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan kelenluan
apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kega Bank, maka pengajuan
dilakukan selambat-lambatnya pada salu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan
asli Bank Garansi ini dan Surat Penyataan Wanprestasi (Cerlificate of Delault)

4. Garansi Bank ini tidak berlaku lagi apabila flidak dilakukan  pengajuan luntutan
penagihanfklaim dalam batas waktu seperti yang telah ditenlukan di atas atau fika pekerjaan
fersebul dalam butic 1 lelah selesai dilaksanakan walaupun jangka wakiu Garansi Bank ini
belum berakhir.

5. Jika Garansi Bank ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Garansi
Bank harus dikembalikan kepada Bank.

6. Mengenai Garansi Bank ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang
tetap di Kantor Panitera Pengadilan Megeri di Jakarta Pusat _

Jakarda, .o
BANK
vabang Janaiwe —... (er Permai
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